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ABSTRAK 
Pemerintahan Kota Madiun saat ini mulai merencanakan 
membentuk e-government yang handal menuju Smart City di 
dalam proses pemerintahannya. Tidak terkecuali terhadap 
perencanaan service desk pada Pemerintahan Kota Madiun. 
Dalam hal pengembangan Pemerintahan Kota Madiun, service 
desk diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dilaporkan pengguna dan memenuhi permintaan terhadap 
layanan atau hak akses pengguna. Karena tugas pokok dari 
service desk adalah memastikan bahwa operasional layanan TI 
yang disediakan oleh organisasi dapat berjalan dengan baik dan 
memenuhi kebutuhan peNgguna, sehingga diperlukan penerapan 
sebuah standard operating procedure (SOP) yang dapat 
mengontrol perilaku organisasi terhadap layanan TI. Apabila 
SOP tidak ada di dalam sebuah organisasi akan mengakibatkan 
ketidakjelasan dalam aktivitas proses yang dijalankan, sehingga 
service desk membutuhkan standard operating procedure 
(SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitasnya.  
 
Dalam penyusunan SOP, peneliti menggunakan metode analisis 
kondisi kekinian dan kondisi harapan pada pengelolaan layanan 





Pemerintahan Kota Madiun dengan membandingkan kondisi 
ideal menurut ITIL V3 mengenai  incident management, 
problem management, request fulfillment, dan access 
management pada level service operation. Setelah itu akan 
dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen SOP yang 
telah dibuat apakah sudah memenuhi kebutuhan service desk 
Pemerintahan Kota Madiun. Produk akhir yang dihasilkan dari 
tugas akhir ini adalah sebuah dokumen sandard operating 
procedure (SOP) dan formulir. Dalam pembuatan SOP terdiri 
dari empat SOP yaitu SOP penanganan insiden, SOP 
pemenuhan permintaan layanan, SOP pemenuhan permintaan 
akses  dan SOP penanganan permasalahan. Kemudian untuk 
formulir terdiri dari delapan yaitu formulir pelaporan, formulir 
pencatatan, formulir tambah artikel, formulir survey kepuasan 
masalah,  formulir survey kepuasan permintaan, formulir 
eskalasi, surat permohonan permintaan layanan dan surat 
permohonan permintaan akses. Diharapkan pembuatan SOP ini 
dapat memberikan standarisasi terhadap pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI). 
 
Kata Kunci : Standard Operating Procedure (SOP), Service 
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OPERATION BASED ON FRAMEWORK ITIL V3 
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ABSTRACT 
A Government of Madiun to do a reliable e-government to 
Smart City in the process of government. No exception to the 
planning of service desk for government of madiun. In terms 
government of madiun development, a service desk is needed to 
resolve user reported issues and fulfilling requests for service 
or user access rights. Because the main task of the service desk 
is to ensure that the operational services provided by the 
organization can be used properly and fulfilling requests, it is 
necessary to apply a standard operating procedure (SOP) that 
can control the organization's behavior on IT services. Any 
SOP is not present within an organization that will cause 
uncertainty in the process of ongoing activities, the service desk 
requiring standard operating procedure (SOP) as a reference 
in carrying out its activities. 
In the preparation of SOP, the researcher uses the method of an 
analysis of existing conditions and expectation conditions on 
service management, fulfilling request and management of 
access rights for government of madiun by comparing ideal 
conditions according to ITIL V3 regarding incident 
management, problem management, request fulfillment and 
access management at the level service operation. After that 
will be verified and validation of SOP documents that have been 





service desk. The final product resulting from this final project 
is a sandard operating procedure (SOP) document and a form. 
In making a standard operating procedure consisting of four 
standard operating procedures is handling of incident SOP, 
fulfilling request SOP, fulfilling access request SOP and 
handling of issues SOP. Then, to form consisting of eight is 
reporting forms, registration forms, add article forms, problem 
satisfaction survey forms, request satisfaction survey forms, 
escalation forms, requests for service requests and requests for 
access requests. Making SOP documents is expected to 
standardize the IT service managers. 
Key words : Standard Operating Procedure (SOP), Service 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan mengenai akan 
dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat yang dihasilkan 
dari Tugas Akhir ini. 
 
1.1. Latar Belakang 
Pemerintahan Kota Madiun sekarang ini sedang 
membentuk e-government yang handal menuju smart city 
dengan melakukan integrasi untuk tiga aplikasi di bidang 
pemerintahan yaitu e-budgeting, e-planning dan e-kontrak. 
Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan teknologi yang 
memadai pada Pemerintahan Kota Madiun untuk mendukung 
terbentuknya e-government yang menjadi salah satu komponen 
smart city [1]. Dalam penerapan e-government kota madiun 
pasti dibutuhkan pengelolaan layanan teknologi informasi 
untuk memenuhi harapan pengguna terkait penanganan 
permasalahan dan permintaan layanan teknologi informasi. 
Untuk dapat menyediakan layanan yang diinginkan pengguna 
dan melakukan pengelolaan terhadap layanannya, 
Pemerintahan Kota Madiun harus memiliki layanan service 
desk dalam melayani seluruh pengguna layanan TI pada 
pemerintahan madiun. Sedangkan menurut hasil wawancara 
Pemerintahan Kota Madiun belum mempunyai layanan service 
desk untuk melayani seluruh pengguna layanan TI [2]. Selama 
ini pengguna yang mengalami masalah terkait layanan TI akan 
langsung menghubungi bagian pihak pengelola layanan TI. 
Namun masih belum dilakukannya pencatatan terkait masalah 
maupun permintaan pengguna oleh pihak pengelola layanan TI, 
sehingga mengakibatkan tidak diketahui akar penyebab 
permasalahan yang dapat menyebabkan masalah tersebut akan 
terulang kembali. Maka dari itu, dibutuhkan aplikasi yang dapat 
mendukung aktivitas service desk seperti proses pencatatan 




Dalam mendukung aktivitas pengelolaan layanan TI 
tersebut, maka Pemerintahan Kota Madiun membutuhkan 
layanan service desk guna memastikan bahwa masalah yang 
dilaporkan pengguna menerima bantuan sesuai dengan jangka 
waktu penanganan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, 
dibutuhkan layanan service desk yang bertugas untuk 
melakukan penanganan permasalahan dan pemenuhan 
permintaan layanan TI apabila pengguna memiliki masalah 
terkait layanan TI yang digunakan, pengguna dapat 
menghubungi service desk untuk meminta bantuan terkait 
solusi penanganan masalah layanan TI yang  dilaporkan oleh 
pengguna. Namun Pemerintahan Kota Madiun juga masih 
belum memiliki standard operating procedure (SOP) untuk 
pengelolaan layanan TI, apabila tidak ada SOP maka tidak ada 
prosedur yang terstandar sehingga mengakibatkan 
ketidakjelasan dalam aktivitas dari proses yang dijalankan. 
Standard operating procedure (SOP) diartikan sebagai 
pedoman tertulis yang berisikan mengenai apa yang diharapkan 
dan dibutuhkan oleh pegawai dalam membantu aktivitas yang 
dikerjakan. SOP sangatlah penting bagi organisasi karena 
memiliki beberapa manfaat salah satunya untuk 
menstandarisasi aktivitas yang dikerjakan dalam 
mendeskripsikan dan mendokumentasikan harapan kinerja 
yang digunakan sebagai panduan untuk memberikan pelatihan 
atau pengarahan kepada para pegawai [3]. Didalam 
kenyataanya Pemerintahan Kota Madiun masih belum 
mempunyai SOP terkait penanganan permasalahan dan 
permintaan sehingga munculnya beberapa masalah diantaranya 
yang pertama mengenai alur prosedur dalam penyelesaian 
permasalahan dan pemenuhan permintaan. Karena seharusnya, 
setiap organisasi harus memiliki SOP guna mendetailkan suatu 
proses kerja yang harus dilakukan atau diikuti dalam sebuah 
organisasi [4]. SOP menjelaskan mengenai tujuan, lingkup, dan 
siapa saja yang bertanggung jawab dalam memonitoring dan 
bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Karena dokumen SOP 
berisikan penjelasan secara rinci bagaimana harus melakukan 





organisasi tidak memiliki SOP maka organisasi tersebut akan 
mengalami kesulitan  dalam menstandarisasi aktivitas yang 
dikerjakan oleh masing-masing bidang karena tidak ada 
pedoman tertulis yang menjelaskan mengenai aktivitas yang 
dikerjakan pada masing-masing bidang. 
Pada penelitian sebelumnya dari Sella Wahyu Restiana 
difokuskan untuk pembuatan SOP dan formulir dengan 
menggunakan kerangka kerja ITIL V3 dengan pembuatan alur 
prosedur yang lebih mengarah pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan (PERMENPAN), sehingga yang membedakan 
antara tugas akhir saya dan penelitian sebelumnya adalah 
pembuatan alur prosedur yang disesuaikan dengan aplikasi 
madiun service desk pada bagian syarat dari mutubaku. Serta 
pada pengerjaan tugas akhir saya, akan dilakukan pembuatan 
standard operating procedure (SOP) dan formulir berdasarkan 
hasil analisis kesenjangan dengan melihat kondisi kekinian dan 
kondisi harapan yang disesuaikan dengan kondisi ideal 
berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 mengenai proses incident 
mangement, problem management, request fulfillment, dan 
access management pada level service operation untuk 
pembuatan layanan service desk pada Pemerintahan Kota 
Madiun. Setelah itu akan dilakukan pendokumentasian 
terhadap SOP yang telah dibuat dan tahap uji coba untuk 
aplikasi yang dibuat untuk mendukung aktivitas service desk 
serta akan dilakukan verifikasi dan validasi dokumen SOP 
kepada pihak pengelola layanan TI Dinkominfo agar nantinya 
dokumen SOP yang telah dibuat diharapkan dapat dijadikan 
sebagai pedoman yang terstruktur untuk menjalani aktivitas 







1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana hasil kesenjangan yang terjadi terhadap 
kondisi kekinian pengelolaan layanan TI pada pemerintah 
kota madiun dalam mengelola incident, problem, request, 
dan access dengan kondisi harapan dan kondisi ideal 
berdasarkan kerangka kerja ITIL V3?  
2. Bagaimana hasil pembuatan dokumen Standard 
Operating Procedure (SOP) dan formulir dari hasil 
analisis kesenjangan antara kondisi kekinian dan kondisi 
harapan yang disesuaikan dengan kondisi ideal 
berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 pada pengelolaan 
layanan TI  Pemerintahan Kota Madiun?  
3. Bagaimana hasil verifikasi dan validasi Standard 
Operating Procedure (SOP) pada pengelolaan layanan TI 
Pemerintahan Kota Madiun yang telah dibuat sudah sesuai 
dengan kebutuhan? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
1. Penelitian tugas akhir ini menggunakan kerangka kerja 
ITIL V3. 
2. Penyusunan SOP dan formulir yang dilakukan berfokus 
pada incident management, problem management, request 
fulfillment, dan access management untuk pengelolaan 
layanan TI menurut kerangka kerja ITIL V3 dalam 
pembuatan layanan service desk. 
3. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode analisis 
kesenjangan dengan melihat kondisi kekinian pengelolaan 
layanan TI pada pemerintah kota madiun dalam mengelola 
incident, problem, request, dan access terhadap kondisi 
harapan berdasarkan kondisi ideal sesuai dengan kerangka 
kerja ITIL V3. 
4. Penelitian ini sebatas tahapan verifikasi dan validasi 





5. Penelitian tugas akhir ini menggunakan status penanganan 
low, medium, high pada incident management, request 
fulfillment, dan access management 
 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui hasil kesenjangan yang terjadi terhadap 
kondisi kekinian pengelolaan layanan TI pada pemerintah 
kota madiun dalam mengelola incident, problem, request, 
dan access dengan kondisi harapan dan kondisi ideal 
berdasarkan kerangka kerja ITIL V3. 
2. Menghasilkan dokumen SOP dan formulir pengelolaan 
layanan TI pada proses pengelola incident, problem, 
request, dan access dari hasil analisis kesenjangan antara 
kondisi kekinian dan kondisi harapan yang disesuaikan 
dengan kondisi ideal berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 
untuk pembuatan layanan service desk pada Pemerintahan 
Kota Madiun. 
3. Mengetahui hasil verifikasi dan validasi SOP pengelolaan 
layanan TI pada proses pengelola incident, problem, 
request, dan access sehingga dapat digunakan oleh pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) Pemerintahan Kota Madiun untuk 
pembuatan layanan service desk. 
 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Menghasilkan dokumen Standard Operating Procedure 
(SOP) dan formulir pengelola incident, problem, request, 
dan access untuk pengelolaan layanan TI Pemerintahan 
Kota Madiun berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 untuk 
pembuatan layanan service desk. 
2. Meningkatkan kinerja operasional pegawai pengelolaan 
layanan TI Pemerintahan Kota Madiun terkait pengelola 
incident, problem, request, dan access melalui dokumen 




1.6. Relevansi Tugas Akhir 
Relevansi tugas akhir ini terhadap labotarium Manajemen 
Sistem Informasi (MSI) Jurusan Sistem Informasi Fakultas 
Teknologi Informasi dan Komunikasi ITS Surabaya adalah 
keterkaitan tugas akhir dengan mata kuliah dari labotarium MSI 
yaitu Manajemen Layanan TI dan Tata Kelola TI. 
 
1.7. Sistematik Penulisan 
Dalam mengerjakan tugas akhir ini, penulis menentukan 
sistematika penulisan yang dibagi menjadi tujuh bab, antara 
lain:  
 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat, 
relevansi dan sistematika penulisan.  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi mengenai referensi-referensi yang terkait dengan 
topik tugas akhir ini serta beberapa penelitian sebelumnya yang 
berkaitan dengan topic tugas akhir ini. Dasar teori yang 
dipaparkan di antaranya mengenai proses service desk menurut 
ITIL V3, Analisis kesenjangan, Format Dokumen Penyusunan 
SOP, Otomasi dengan menggunakan BPM serta konsep-konsep 
lain yang berkaitan dengan pembuatan tugas akhir. 
 
BAB III METODOLOGI  
Bab ini menggambarkan metode penyusunan tugas akhir 
beserta uraian pekerjaan yang dilakukan. 
 
BAB IV PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan mengenai proses perancangan yang 









BAB V IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan hasil dari proses perancangan yang 
didapatkan melalui wawancara, observasi dan review dokumen 
terkait.  
 
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan hasil dari proses penggalian data yang 
telah dilakukan, hasil penelitian yang dihasilkan serta 
pembahasan menyeluruh mengenai pengerjaan tugas akhir ini. 
Luaran dari bab ini berupa pembahasan penelitian dan produk 
penelitian. 
 
BAB VII PENUTUP  
Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil 





























BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian tinjauan pustaka akan menjelaskan mengenai penelitian 
sebelumnya serta dasar teori yang akan digunakan dan 
dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan tugas akhir. Hasil 
tinjauan tersebut adalah sebagai berikut. 
 
2.1. Studi Sebelumnya 
Pada sub bagian ini akan menjelaskan mengenai penelitian-
penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain 
dan dijadikan penulis sebagai refrensi dalam penyusunan tugas 
akhir. 
 
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 1 
Judul  Pembuatan Standard Operating Procedure 
(SOP) Service Desk Berdasarkan Kerangka 
Kerja ITIL V3 dengan Menggunakan Metode 










Pembuatan dokumen SOP service desk 
dilakukan berdasarkan proses-proses yang ada 
di dalam kerangka kerja ITIL V3 yang terkait 
tentang service desk. Dokumen SOP yang akan 
dihasilkan berdasarkan standar ITIL. Selain itu 
juga peneliti melakukan analisis GAP terhadap 
kondisi eksiting yang ada di dalam service desk 
tersebut untuk dibandingkan berdasarkan 








Peneliti menggunakan metode pada kerangka 
kerja ITIL V3, sehingga bisa digunakan 
sebagai acuan peneliti sebelumnya dalam 
melakukan analisis gap terhadap kondisi 
eksisting dan kondisi eskpetasi untuk 
pembuatan SOP dengan menggunakan tahapan 
dari service operation. 
 
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya 2 
Judul Pembuatan Service Level Agreement (SLA) 
Pada Layanan Teknologi Informasi 
Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 (Studi 
Kasus: DPTSI ITS) 
Nama 
Penelitian 






Penelitian ini menghasilkan pelaporan 
ketercapaian Service Level Agreement (SLA) 
untuk penanganan dan permintaan layanan 
yang ada pada service desk dengan berdasarkan 





Penelitian menggunakan standart acuan ITIL 
V3 pada level service operation bagian 
aktivitas incident management, request 
fulfillment, dan access management sehingga 
bisa dijadikan acuan untuk melihat indicator 
kesuksesan untuk masing-masing layanan yang 
ada di service desk. 
 
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya 3 
Judul Pembuatan Standard Operating Procedure 
(SOP) Layanan TI Berdasarkan GAP Analysis 
dan ITIL 2011 Level Service Operation pada 
Jurusan Sistem Informasi ITS 
Nama 
Penelitian 










Peneliti menghasilkan SOP dan formulir untuk 
jurusan sistem informasi ITS dengan 
menggunakan kerangka kerja ITIL V3 pada 
level service operation. Selain itu peneliti juga 
melakukan analisis kondisi eksisting dan 






Menggunakan metode analisis kesenjangan 
untuk membandingkan kondisi kekinian dan 
kondisi ideal pada level service operation ITIL 
V3. Melakukan verifikasi serta validasi dengan 
menggunakan metode wawancara dan simulasi 
SOP. 
 
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya 4 
Judul Pembuatan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Manajemen Akses Pada Government 
Resources Management Systems (GRMS) 
Berdasarkan Kerangka Kerja ITIL V3 Dan ISO 
27002 (Studi Kasus : Aplikasi E-Performance 
Bina Program Kota Surabaya) 
Nama 
Penelitian 






Penelitian ini berisi pembuatan SOP 
manajemen akses yang berkaitan dengan 
pengelolaan akses pada aplikasi e-perfomance 
dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 





Penelitian menggunakan standart acuan ITIL 
V3 dan ISO 27002. Pembuatan SOP mengacu 
pada kerangka kerja mengenai manajemen 




management ITIL V3 pada tahap service 
operation. 
 
2.2. Dasar Teori 
Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori yang digunakan 
dalam pengerjaan tugas akhir ini.  
 
2.2.1. E-government 
E-government merupakan cara pemerintahan dalam 
menggunakan teknologi dan informasi yang paling inovatif, 
khususnya untuk aplikasi internet yang berbasis website untuk 
memberikan akses informasi dan layanan kepada masyarakat 
dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik 
secara efisien [10]. Sehingga e-goverment memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 
mengembangkan kepemerintahan yang berbasis elektronik 




Services merupakan suatu sarana dalam memberikan value 
kepada pelanggan dengan memfasilitasi tercapainya outcome 
bagi pelanggan tanpa adanya kepemilikan biaya dan risiko 
tertentu [11]. 
 
2.2.3. Manajemen Layanan Teknologi Informasi 
IT Service management merupakan layanan teknologi 
informasi yang lebih mengacu pada implementasi dan 
manajemen kualitas layanan TI dalam memenuhi kebutuhan 
bisnis. ITSM dilakukan oleh penyedia jasa IT melalui people, 
process, and information technology [12]. Sedangkan menurut 
STQC (Government of India), menyebutkan bahwa manajemen 
layanan teknologi informasi mengarah kepada seluruh aspek 
manajerial dalam bisnis TI, termasuk model untuk perencanaan 
(plan), mendukung (support), menyampaikan (delivery), 
keamanan dan infrastruktur (security and infrastructure) yang 





Tujuan ITSM bagi suatu organisasi yaitu memaksimalkan 
layanan TI dengan melakukan pengelola layanan yang 
terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan bisnis. Dengan 
adanya penerapan manajemen layanan TI yang baik dan 
terdokumentasi, maka organisasi akan mempunyai sebuah 
panduan untuk menyediakan layanan sesuai dengan standart 
kualitas yang telah ditetapkan. 
 
2.2.4. Tata Kelola Teknologi Informasi 
Tata kelola Teknologi Informasi merupakan sebuah bagian 
yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi agar dapat 
mengarahkan, mengelola, dan mengontrol penggunaan TI 
dengan baik dan benar. Agar sebuah organisasi dapat mencapai 
tujuan bisnis dengan memastikan penambahan nilai dan fungsi 
bisnis dan TI berjalan secara selaras. Selain itu, tata kelola TI 
dapat digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada 
dan mengurangi risiko dalam pengembangan TI sehingga 
menjamin keberhasilan investasi TI [14].   
 
2.2.5. Service Desk 
Service desk merupakan single point of contact dari sekumpulan 
orang-orang atau tim yang berperan sebagai tempat komunikasi 
antara pengguna dan penyedia layanan dalam menangani 
sebuah permasalahan dan permintaan pada organisasi tertentu 
[15].  
 
2.2.5.1. Manfaat Service Desk 
Service desk merupakan unit fungsional yang menangani 
berbagai macam-macam keluhan dan permasalahan layanan TI 
yang terjadi. Permasalahan yang dikelola oleh service desk 
terkait dengan insiden layanan TI, permintaan layanan TI, serta 
pengelolaan akses pengguna terhadap layanan TI. Sehingga 
service desk dapat dinilai mampu menangani sebuah 
permasalahan dan permintaan layanan TI pada organisasi. 
Berikut ini manfaat yang diperoleh organisasi dengan 
menerapkan service desk [11]: 




▪ Meningkatkan aksebilitas karena berperan sebagai satu 
titik kontak, komunikasi dan informasi. 
▪ Meningkatkan fokus dan pendekatan yang proaktif 
terhadap penyediaan layanan kepada pengguna. 
▪ Pemenuhan permintaan pengguna dengan kualitas yang 
lebih baik. 
▪ Meningkatkan penggunaan dukungan sumber daya TI dan 
meningkatkan produktivitas personel bisnis. 
▪ Manajemen informasi yang lebih bermanfaat dalam 
mendukung keputusan. 
 
2.2.6. ITIL V3 
Information Technology Infrastructure Library merupakan 
sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan 
fungsi dan proses yang dibutuhkan dalam meningkatkan 
layanan TI yang baik. ITIL merupakan best practice dalam 
penerapan manajemen layanan TI oleh penyedia layanan. ITIL 
V3 mempunyai 5 fase yaitu service strategy, service design, 
service transaction, service operation, dan continual service 
improvement. 
 
2.2.6.1. Service Operation pada ITIL V3 
Service Operation merupakan tahapan dari lifecycle yang 
mencakup kegiatan operasional harian dalam pengelolaan 
layanan TI. Tujuan dari service operation adalah mencapai 
keefesienan dan keefektifan dalam mendukung dan 
menyediakan layanan TI untuk memastikan value kepada 
pengguna dan penyedia layanan. Termasuk dalam 
menyelesaikan kegagalan layanan, memperbaiki masalah, 
memenuhi permintaan layanan, dan melaksanakan tugas-tugas 
operasional secara rutin [16].  
 
Berikut ini merupakan beberapa proses yang dilakukan di 








1. Event Management 
Merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa 
layanan TI yang berjalan selalu dimonitor. 
2. Incident management 
Merupakan proses yang bertujuan untuk mengelola insiden 
layanan TI agar layanan TI dikembalikan di dalam keadaan 
semula (pulih) kepada pengguna secepat mungkin tanpa 
perlu menangani akar penyebab masalah. 
3. Problem management 
Merupakan proses yang bertujuan untuk mengelola akar 
masalah dari sebuah insiden layanan TI agar insiden yang 
sama tidak terulang kembali. Sehingga dapat meminimalkan 
dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Sehingga 
problem management bisa disebut dengan istilah 
permasalahan maupun insiden berulang 
4. Request fulfillment 
Merupakan proses yang bertujuan untuk memenuhi 
permintaan pengguna layanan TI diluar dari laporan insiden 
layanan TI. Seperti permintaan untuk mengubah password 
atau permintaan informasi. 
5. Access management 
Merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan hak 
akses kepada pengguna layanan TI yang berhak 
mendapatkan akses tersebut dan mencegah akses bagi 
pengguna yang tidak berwenang. 
 
Service Operation terdiri dari proses Event Management, 
Incident management, Problem management, Request 
fulfillment, dan Access management. Pada pembuatan layanan 
service desk Pemerintahan Kota Madiun lebih terfokus pada 
empat proses yang dilakukan yaitu Incident management, 
Problem management, Request fulfillment, dan Access 
management. Berikut ini merupakan uraian penjelasan terkait 







❖ Event Management 
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memantau status 
layanan TI dan CI (Configuration Item) melalui monitoring 
tools untuk mengetahui status operational layanan TI. 
Configuration Item (CI) merupakan sebuah komponen yang 
dikelola untuk menyampaikan layanan TI seperti hardware, 
software, dan dokumentasi. Dengan adanya event management, 
sangat memungkinan bagi organisasi untuk mendeteksi dan 
merespon setiap kejadian yang berpotensi mengakibatkan 
kegagalan pada setiap aktivitas pelayanan TI. Berikut ini 
merupakan penjabaran dari alur aktivitas event management 
antara lain: 
1. Event Notification 
Pada aktivitas notifikasi event ini dapat diketahui melalui 
dua acara, yaitu: 
▪ Sebuah perangkat yang diinterogasi oleh management 
tool dengan mengumpulkan target data tertentu. Ini 
seringkali disebut sebagai polling. 
▪ CI akan menghasilkan sebuah notifikasi ketika 
mengalami kondisi tertentu. Sehingga notifikasi 
tersebut didapatkan dengan menyertakan pemograman 
pada aplikasi CI tersebut. 
2. Event Detection 
Merupakan aktivitas mendeteksi event yang terjadi, event 
akan terdeteksi oleh agen yang menjalankan sistem tersebut 
atau dapat melalui management tool yang telah desain dalam 
mengartikan maksud dari event yang terjadi.  
3. Event Logged 
Setelah itu untuk setiap event yang terjadi seharusnya 
dilakukan pencatatan yang menunjukkan kejadian tersebut. 
Untuk pencatatan event tersebut bisa dicatat sebagai event 
record pada event management tool atau bisa dibiarkan 
menjadi system log. Sehingga diperlukan seorang staf 
manajemen yang bertugas untuk melakukan pengecekan log 
pada system secara rutin. Sehingga hasil keluaran untuk 
aktifitas event logged yaitu rekaman event yang telah tercatat 





4. First Level Event Correlation and Filtering 
Pada aktivitas ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi 
terhadap event yang dihasilkan oleh sistem dan menentukan 
event apa saja yang sering terjadi pada sistem tersebut. 
Terdapat beberapa tipe-tipe kategori event yaitu 
informational, warning, dan exception, berikut ini 
penjelasannya: 
▪ Informational 
Merupakan suatu event yang diharapkan terjadi normal, 
agar tidak membutuhkan sebuah tindakan lebih lanjut 
dan biasanya akan dicatat sebagai file log.  
▪ Warning 
Merupakan suatu event yang sudah mencapai diambang 
batas sehingga diperlukan pengecekan dan menentukan 
apakah perlu mengambil tindakan lebih lanjut atau 
tidak. 
▪ Exception 
Merupakan suatu event yang menyampaikan informasi 
mengenai layanan yang tidak berjalan dengan normal 
atau semestinya (abnormal), sehingga dibutuhkan 
sebuah tindakan lebih lanjut. 
5. Further Action Required 
Merupakan aktivitas apabila event yang bersifat warning 
membutuhkan sebuah penanganan lebih lanjut, sehingga 
perlu menentukan tanggapan terkait event yang terjadi. 
Tetapi jika event tidak membutuhkan tanggapan lebih lanjut 
maka akan dilakukan penutupan event. 
6. Response Selection 
Merupakan aktivitas yang mempunyai beberapa pilihan 
untuk menentukan tanggapan yang sesuai dengan event yang 
dibutuhkan untuk penanganan lebih lanjut: 
▪ Auto Response 
Beberapa event dapat memahami dengan baik 
mengenai respon yang tepat dan otomatis. Biasanya 
hasil yang diperoleh merupakan pengalaman 
sebelumnya yang pernah terjadi, seperti melakukan 




▪ Alert and human intervention 
Tujuan dari alert adalah memastikan bahwa orang 
tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dalam 
menangani event. Alert tersebut berisikan informasi 
atau panduan penting yang dibutuhkan untuk 
menentukan langkah yang tepat atau sesuai. Alert 
membutuhkan seseorang atau tim untuk melakukan 
tindakan spesifik pada perangkat spesifik dan waktu 
yang spesifik. 
▪ Incident, Problem atau change 
Beberapa event akan mengambarkan situasi dimana 
tanggapan yang tepat akan diperlukan untuk ditangani 
melalui proses management incident, problem atau 
change. Ketika event tersebut merupakan incident 
maka akan dilakukan pencatatan incident. Ketika event 
tersebut merupakan problem maka akan dilakukan 
pencatatan problem. Ketika event tersebut merupakan 
proses change management maka akan dilakukan 
dilakukan aktivitas RFC (Request for Change). 
7. Review Actions 
Pada aktivitas ini akan dilakukan peninjauan ulang untuk 
penanganan event yang berstatus exception dan warning 
sudah ditangani dengan benar. 
8. Close Event 
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk event yang telah 
terjadi. Namun untuk beberapa tipe event seperti exception 
atau informational akan ditutup sesuai dengan aktivitas yang 
dilakukan pada sub proses tersebut. Seperti tipe event 
exception akan diahlikan ke sub proses incident atau 
problem management, sehingga secara otomatis event itu 
ditutup sesuai dengan sub proses tersebut. Tetapi untuk tipe 
event informational dapat dilakukan penutupan event karena 









❖ Incident management 
Merupakan aktivitas pengelolaan untuk penanganan terhadap 
sebuah permasalahan layanan TI dan mengembalikannya agar 
dapat bekerja dengan semestinya. Karena tujuan utama dari 
incident management yaitu mengembalikan layanan TI ke 
kondisi normal saat insiden terjadi sehingga diharapkan dapat 
mempersempit dampak yang dapat ditimbulkan oleh insiden 
tersebut. Namun, insiden dapat diartikan sebagai penurunan 
sebuah kualitas layanan TI. Berikut ini merupakan penjabaran 
dari alur aktivitas incident management antara lain: 
1. Incident Identification 
Merupakan sebuah aktifitas dalam menemukan dan 
mengenali sebuah insiden. Insiden dapat diidentifikasi 
melalui pelaporan user terhadap service desk secara 
langsung maupun melalui web, email, telephone.  
2. Incident Logging 
Setelah itu setiap insiden yang diketahui akan dilakukan 
pencatatan oleh service desk dan dilakukan update selama 
penutupan insiden. Berikut ini merupakan informasi yang 
dibutuhkan dalam pencatatan insiden: 
▪ ID insiden 
▪ Kategorisasi insiden 
▪ Urgensi insiden 
▪ Dampak insiden 
▪ Prioritas insiden 
▪ Tanggal/waktu insiden dicatat 
▪ Nama orang/pihak yang mencatat insiden 
▪ Metode notifikasi (telepon, email, secara langsung, 
dsb) 
▪ Nama/departemen/telepon/lokasi pengguna 
▪ Metode pemberitahuan (telepon, email, dsb) 
▪ Deskripsi permasalahan 
▪ Status insiden (active, waiting, closed, dsb) 
▪ CI yang berhubungan 
▪ Pihak/orang yang mendukung alokasi insiden 
▪ Problem/known error yang berhubungan 




▪ Tanggal/waktu penyelesaian 
▪ Kategori penutupan 
▪ Tanggal/waktu penutupan insiden 
3. Incident Categorization 
Untuk kategorisasi sebuah insiden akan dilakukan 
berdasarkan jenis layanan ataupun spesifik insidennya. 
Selain itu pengkategorian ini digunakan untuk kebijakan 
dalam eskalasi penanganan insiden apabila insiden tersebut 
tidak dapat ditangani oleh pihak service desk. 
4. Incident Prioritization 
Aktivitas prioritas insiden yaitu menentukan kapan insiden 
tersebut harus ditangani dan diselesaikan dengan melihat 
berdasarkan impact dan urgensinya terhadap proses bisnis. 
5. Initial Diagnosis 
Pada aktivitas ini service desk harus berusaha untuk 
mencarikan solusi dalam menyelesaikan insiden dengan 
mengumpulkan berbagai informasi terkait insiden. Apabila 
service desk berhasilkan menyelesaikan insiden maka 
insiden tersebut akan ditutup. 
6. Incident Escalation  
Eskalasi akan dilakukan pada insiden yang tidak berhasil 
diselesaikan. Eskalasi insiden dibagi menjadi dua yaitu: 
▪ Functional Escalation 
Apabila insiden tidak berhasil dilakukan oleh service 
desk, maka insiden tersebut akan diteruskan kepada 
pihak kedua yaitu tim teknis yang akan mencarikan 
solusi penanganan insiden. Tetapi jika pihak kedua 
tidak juga berhasil dalam menyelesaikan insiden 
tersebut, maka insiden tersebut akan diteruskan kepada 
pihak ketiga yaitu penyedia software atau hardware 
terkait. 
▪ Hierarchic Escalation 
Apabila terdapat insiden yang serius, maka manajer TI 
harus mengetahuinya dan diharapkan manajer TI dapat 







7. Investigation and Diagnosis 
Untuk aktivitas investigation dan diagnosis yaitu aktivitas 
untuk pencarian solusi yang tepat untuk sebuah insiden yang 
terjadi. Setelah itu akan dilakukan dokumentasi pada 
incident record. Untuk aktivitas investigasi yang dilakukan 
antara lain: 
▪ Menetapkan apa yang salah terhadap layanan TI 
▪ Memahami urutan dari kronologis permasalahan 
▪ Memastikan dampak insiden 
▪ Mengidentifikasi peritistiwa yang memicu insiden 
▪ Mencari pengetahuan dengan analisis daftar insiden 
sebelumnya 
8. Resolution and Recovery 
Pada aktivitas ini akan dilakukan penerapan terhadap solusi 
penanganan masalah insiden yang telah ditemukan serta 
memastikan bahwa solusi penanganan masalah yang 
diterapkan telah menyelesaikan masalah. 
9. Incident Closure 
Pada aktivitas ini service desk akan menginformasikan 
kepada pengguna mengenai insiden yang dilaporkan apakah 
permasalah yang dilaporkan sudah terselesaikan dan 
pengguna merasa puas dengan penanganan yang telah 
dilakukan. 
 
❖ Problem management 
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengelola akar 
penyebab permasalah dari insiden yang terjadi pada layanan TI 
agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Tujuan dari 
problem management yaitu meminimalkan dampak negative 
dari sebuah insiden dengan cara mencegah terjadinya gangguan 
layanan, meminimalkan gangguan layanan yang tidak dapat 
dicegah dan menghilangkan gangguan berulang pada layanan. 
Berikut ini merupakan penjabaran dari alur aktivitas problem 
management antara lain: 
1. Problem Detection 
Pada aktivitas problem detection yang dilakukan yaitu 




Permasalahan dapat diketahui penyebabnya dari sebuah 
insiden. Untuk mengetahui mana yang termasuk dalam 
permasalahan bisa dilihat pada daftar insiden yang sering 
berulang. 
2. Problem Logging 
Dalam aktivitas problem logging yaitu dilakukan pencatatan 
terhadap permasalahan terkait insiden yang terjadi secara 
berulang. Berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan 
dalam pencatatan permasalahan: 
▪ Detail pengguna  
▪ Detail layanan 
▪ Detail perlengkapan 
▪ Tanggal/waktu pencatatan 
▪ Detail prioritas dan kategorisasi 
▪ Deskripsi insiden 
▪ Nomor pencatatan insiden 
▪ Detail aksi semua penanganan yang pernah dilakukan 
3. Problem Categorization 
Pada aktivitas problem categorizing akan dilakukan 
kategorisasi dengan mengelompokan permasalahan. 
4. Problem Investigation and Diagnosis 
Dilakukan aktivitas mendeteksi dan mendiagnosis sebuah 
akar penyebab permasalah untuk menentukan solusi 
penanganan dari masalah tersebut. Diagnosis dapat 
dilakukan dengan KEDB (Known Error Database) apabila 
memilikinya, sehingga masalah dapat ditangani dengan 
penyelesaian permasalahan sebelumnya. 
5. Raise Known Error Record  
Dilakukan dokumentasi untuk pencatatan pada Known Error 
Record mengenai akar penyelesaian masalah, penyelesaian 
sementara yang dilakukan untuk memperbaiki masalah 
tersebut. Sehingga dengan adanya KEDB maka akan 
mempercepat solusi pananganan masalah.  
6. Problem Resolution 
Setelah diketahui akar penyebab masalah dan solusi 
penyelesaiaannya, maka dilakukan penerapan penyelesaian 





permasalahan tersebut berhasil terselesaikan, maka 
permasalahan tersebut dapat ditutup. 
7. Problem Closure 
Setelah permasalahan dapat diatasi, maka akan dilakukan 
penutupan terhadap permasalahan yang telah dilaporkan 
oleh pengguna. Sebelum dilakukan penutupan perlu 
dipastikan bahwa pencatatan untuk permasalahan telah 
diupdate oleh admin service desk. 
8. Major Problem Review 
Apabila permasalahan yang terjadi merupakan 
permasalahan yang besar, maka perlu dilakukan peninjauan 
terhadap aktivitas penanganan permasalahan yang telah 
dilakukan untuk dijadikan pembelajaran kedepannya terkait 
penyelesaian permasalahan tersebut.  
 
❖ Request fulfillment 
Merupakan aktivitas pemenuhan permintaan pengguna terkait 
informasi, saran atau petunjuk, perubahan standar pada layanan 
TI. Request fulfillment merupakan sarana bagi pengguna untuk 
meminta dam menerima layanan dengan persetujuan dari pihak 
yang berwenang. Berikut ini merupakan penjabaran dari alur 
aktivitas request fulfillment antara lain: 
1. Receive Request 
Pada aktivitas receive request yaitu penerimaan request 
melalui email, RFC (Request For Change), website atau 
telephone. Kemudian bentuk pencatatan request harus 
ditetapkan untuk mempermudah dalam pencatatan 
2. Request Logging dan Validation 
Pada aktivitas logging and validation akan dilakukan 
pencatatan dan validasi untuk request layanan TI apakah 
request tersebut layak untuk dikerjakan atau tidak. Berikut 
ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam pencatatan 
request: 
▪ ID request 
▪ Kategorisasi request 
▪ Urgensi request 




▪ Prioritas request 
▪ Tanggal/waktu request dicatat 
▪ Nama orang/pihak yang mencatat request 
▪ Metode notifikasi (telepon, email, web, RFC, secara 
langsung, dsb) 
▪ Nama/departemen/telepon/lokasi pengguna 
▪ Anggaran jika berkaitan dengan biaya 
▪ Jam kerja request 
▪ Status request (in progress, waiting, authorization, 
closed, dsb) 
▪ CI yang berhubungan  
▪ Pihak/orang yang mendukung alokasi request 
▪ Tanggal/waktu penyelesaian 
▪ Tanggal/waktu penutupan request 
3. Request Categorization 
Setelah melakukan validasi terhadap request, maka akan 
dilakukan kategorisasi request layanan TI. Berikut ini 
merupakan contoh kategorisasi yang dapat digunakan untuk 
melakukan kategori terhadap request meliputi: 
▪ Berdasarkan layanan : request dikategorikan sebagai 
bagian dari layanan yang ditawarkan 
▪ Berdasarkan aktivitas : request dikategorikan sebagai 
tipe aktivitas yang perlu dilakukan 
▪ Berdasarkan tipe          : request dikategorikan 
sebagai jenis request 
▪ Berdasarkan fungsi   : request dikategorikan sesuai 
fungsi mana yang digunakan untuk pemenuhan  
▪ Berdasrkan tipe CI      :  request dikategorikan oleh tipe 
CI yang berdampak  
4. Request Prioritization 
Pada aktivitas ini akan dilakukan penentuan prioritas sesuai 
dengan dampak dan urgensitas apabila permintaan tersebut 
tidak segera dilakukan. Aktivitas request prioritization ini 
sama seperti aktvitas prioritizing incident pada incident 
management karena kedua aktivitas ini harus melihat 
berdasarkan dampak dan urgensitasnya. Faktor yang 





▪ Jumlah layanan yang terkena dampak oleh pemenuhan 
aktivitas 
▪ Jumah pengguna atau unit bisnis yang terkena dampak 
oleh pemenuhan aktivitas 
▪ Apakah orang yang meminta permintaan adalah yang 
berada pada level eksekutif atau level administrative 
▪ Tingkat keuangan jika permintaan dipenuhi atau tidak 
dipenuhi 
▪ Dampak terhadap reputasi jika permintaan tidak 
dipenuhi 
▪ Kebijakan atau sanksi jika permintaan tidak dipenuhi 
5. Request Authorization 
Pada aktivitas ini diperlukan otoritasasi terlebih dahulu 
untuk memastikan bahwa permintaan pengguna layanan TI 
dapat disetujui oleh pihak yang berwenang. Jika permintaan 
tersebut tidak dapat disetujui, maka permintaan yang ditolak 
tersebut akan disertai alasan penolakannya dan pencatatan 
permintaan juga diupdate untuk mengetahui status 
permintaannya. 
6. Request Review 
Pada aktivitas ini akan dilakukan peninjauan ulang terhadap 
permintaan yang akan dipenuhi. Jika permintaan pengguna 
dapat dipenuhi oleh service desk, maka pemenuhan 
permintaan tersebut akan dilakukan oleh service desk. 
Namun, apabila permintaan tersebut perlu dipenuhi oleh 
fungsi lain maka permintaan tersebut akan dialihkan kepada 
fungsi tersebut. 
7. Request Model Execution 
Merupakan aktivitas yang dilakukan ketika sudah ditentukan 
fungsi mana yang sudah memenuhi request pengguna, 
sehingga perlu dipastikan request model mana yang sesuai 
untuk pemenuhannya jika permintaan pengguna tersebut 
berdampak pada CI, maka akan diahlikan pada aktivitas 
change management. Namun, apabila permintaan tersebut 
tidak berubah, maka layanan akan dipenuhi oleh pihak 




permintaan dari pengguna tidak dapat dipenuhi oleh pihak 
penyedia layanan. 
8. Request Closure 
Pada tahapan aktivitas selanjutnya adalah akan dilakukan 
penutupan terhadap permintaan layanan pengguna TI. 
Sebelum dilakukan penutupan, admin service desk 
bertanggung jawab untuk memastikan permintaan telah 
terpenuhi sesuai dengan harapan pengguna. 
 
❖ Access management 
Merupakan aktivitas pengelolaan atau pemberian izin terhadap 
hak akses pengguna untuk menggunakan layanan TI, 
mengakses data atau aset lain yang terkait dengan layanan TI 
serta mencegah penyalahgunaan akses terhadap pengguna yang 
tidak berwenang. Berikut ini merupakan penjabaran dari alur 
aktivitas access management antara lain: 
1. Request Access 
Pada tahapan aktivitas permintaan akses oleh pengguna 
layanan TI kepada service desk. Permintaan akses dapat 
dilakukan melalui RFC (Request For Change), sevice 
request melalui sistem request fulfilment.  
2. Verification 
Setelah permintaan akses diterima, maka perlu dilakukan 
verifikasi terlebih dahulu mengenai profil dan identitas 
pengguna permintaan akses layanan TI yang mencakup dua 
perspektif: 
▪ Pengguna yang meminta akses adalah pengguna seperti 
yang mereka katakan. 
▪ Pengguna yang memiliki persyaratan sah untuk 
mengakses layanan yang diminta. 
3. Providing Rights 
Merupakan aktivitas penyediaan hak akses terhadap 
pengguna layanan TI. Jika pengguna telah tervalidasi maka 








4. Check and Monitor Identity Status 
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memantau status 
hak akses pengguna layanan TI jika terdapat perubahan hak 
akses. Perubahan tersebut dapat terjadi apabila: 
▪ Perubahan pekerjaan 
▪ Pemindahan  
▪ Pengunduran diri dan kematian 
▪ Pensiun  
▪ Pemecatan dsb 
5. Remove or Resist Access  
Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencabut hak 
akses pengguna. Pencabutan hak akses akan dilakukan 
apabila dalam kondisi seperti: 
▪ Kematian  
▪ Pengunduran diri 
▪ Pemecatan 
▪ Ketika pengguna berganti peran dan tidak 
membutuhkan akses terhadap layanan tersebut. 
▪ Pemindahan lokasi sehingga membutuhkan perubahan 
akses 
 
2.2.6.2. Manfaat Service Operation 
Penerapan manfaat dari service operation yang sesuai dengan 
best practice ITIL V3 guna meningkatkan kualitas layanan pada 
pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun. Berikut ini 
merupakan beberapa manfaat dari penerapan service operation: 
▪ Mengurangi tenaga kerja yang tidak terencana dan biaya 
untuk bisnis dan IT melalui penanganan yang optimal 
dengan cara mengidentifikasi akar penyebab permasalahan 
atau pemberhentian terhadap layanan tersebut. 
▪ Memenuhi tujuan dan sasaran security policy organisasi 
dengan memastikan layanan IT hanya diakses oleh mereka 
yang mempunyai wewenang untuk akses tersebut. 
▪ Mengukur, memantau, dan mengoptimalkan layanan 
untuk setiap pengguna dan penyedia layanan TI. 
▪ Mengelola kapabilitas dan sumber daya layanan secara 




2.2.7. Analisis Kesenjangan 
Analisis kesenjangan merupakan aktivitas untuk mengukur 
seberapa besar perbedaan atau jarak antara kondisi saat ini dan 
kondisi yang diharapkan. Analisis kesenjangan dapat 
mengidentifikasi proses-proses yang kurang efektif untuk 
mengurangi kesenjangan agar tercapainya kondisi yang 
diharapkan.  
 
Tujuan dari analisis kesenjangan yaitu untuk mencapai kondisi 
yang diharapkan oleh organisasi sehingga tujuan dari organisasi 
dapat dicapai dengan melakukan perbandingan antara kondisi 
saat ini dan kondisi yang diharapkan. 
 
2.2.8. Standard Operating Procedure (SOP) 
Standard Operating Procedure (SOP) merupakan sebuah 
instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin atau 
berulang yang diikuti oleh sebuah organisasi [17]. Menurut 
tjipto atmoko SOP merupakan sebuah pedoman atau acuan 
untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan 
alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif 
dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan 
sistem kerja dalam suatu unit kerja terkait [18]. Sedangkan 
menurut Ir. M. Budiharjo SOP adalah dokumen tertulis yang 
mengatur proses atau prosedur untuk dijadikan standar dalam 
palaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi [19].   
 
Dapat disimpulkan bahwa SOP merupakan serangkaian 
panduan yang disusun secara sistematis mengenai proses, tugas, 
dan peran dari masing-masing individu maupun kelompok 
dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di suatu organisasi. 
Namun, untuk analisis kesenjangan yang digunakan 
menggunakan analisis proses dalam melakukan pengelolaan 






2.2.8.1. Manfaat Standard Operating Procedure  
Dalam penggunaan SOP terdapat beberapa manfaat yang 
diperoleh dalam penerapanya. Berikut ini beberapa manfaat 
yang didapatkan dalam penerapan SOP antara lain [20]: 
▪ Dapat menstandarkan aktivitas yang dilakukan oleh pihak 
yang bersangkutan 
▪ Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab oleh pihak yang melaksanakan 
tugas 
▪ Dapat mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan 
dalam melakukan aktivitas 
▪ Dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan dalam 
suatu proses secara lebih jelas dan terperinci 
▪ Dapat memudahkan komunikasi antara pihak-pihak terkait 
▪ Dapat menciptakan ukuran standar kinerja bagi penilaian 
kinerja pihak yang bersangkutan  
▪ Dapat memberikan informasi dalam upaya peningkatan 
kinerja pegawai 
 
2.2.8.2. Kriteria dan Format Standard Operating 
Procedure 
SOP yang baik adalah SOP yang lengkap, jelas, dan mudah 
dipahami oleh pihak organisasi. Dengan demikian, perlu 
diperhatikan dalam penyusunan SOP seperti langkah-langkah 
yang jelas, terstruktur dan terperinci. Apabila terdapat 
hilangnya salah satu langkah penting akan menyebabkan 
penyimpangan dalam prosedur. Terdapat tujuh kriteria SOP 
yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu [19]: 
▪ Spesifik 
▪ Lengkap 
▪ Mudah dipahami 
▪ Mudah diaplikasikan 
▪ Mudah kontrol 
▪ Mudah diaudit 




Sedangkan dalam penyusunan SOP, organisasi perlu 
menentukan format yang akan dikehendaki dengan 
menyesesuaikan tingkat kebutuhan organisasi. Terdapat empat 
faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format SOP 
menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 3012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
adalah [21]: 
▪ Berapa banyak keputusan yang akan dibuat didalam suatu 
prosedur. 
▪ Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan 
dalam suatu prosedur. 
▪ Siapa saja yang menjadi target dari penggunaan prosedur. 
▪ Tujuan apa yang diinginkan dalam pembuatan SOP. 
Format SOP yang baik adalah format sederhana yang dapat 
menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta 
menfasilitasi implementasi SOP secara konsisten sesuai dengan 
tujuan penyusunan SOP. Terdapat empat format SOP yang 
dapat digunakan, yaitu [21]:  
o Langkah Sederhana (simple step) 
Merupakan bentuk SOP yang paling sederhana. Biasanya 
SOP ini digunakan apabila memuat sedikit kegiatan dan 
sedikit keputusan yang bersifat sederhana serta ditujukan 
bagi beberapa orang saja dalam pelaksanaanya. Biasanya 
proses yang dilakukan pendek dan umunya kurang dari 
sepuluh langkah.  
o Tahapan Berurutan (Hierarchical Steps) 
Format ini digunakan apabila prosedur yang akan ditulis 
panjang atau lebih dari sepuluh langkah dan keputusannya 
didalamnya. Format ini disertai dengan sub kalimat untuk 
menjelaskan lebih detail sehingga memudahkan pembaca 
dalam memahami SOP. 
o Grafik (Graphic) 
Grafik digunakan apabila prosedur yang disusun memiliki 
kegiatan yang panjang dan spesifik. Terdapat sub-sub 





terdiri dari beberapa langkah. Format ini digunakan 
apabila terdapat foto atau gambar dalam menggambarkan 
prosedur. 
o Diagram Alir (Flowchart) 
Merupakan format yang digunakan apabila SOP 
membutuhkan pengambilan keputusan yang kompleks. 
Format ini sangat memudahkan bagi pengguna prosedur 
karena menjelaskan informasi secara setail dan setiap sub 
sub langkah dalam proses dijbarkan secara terperinci. 
Dalam format ini digunakan beberapa symbol untuk 
mengambarkan proses. Simbol-simbol tersebut bersifat 
khas dan dikembangkan dari symbol dasar flowchart, yaitu 
symbol kapsul (terminator), symbol kota (process), 
symbol belah ketupat (decision), dan anak panah (arrow). 
 
2.2.8.3. Penyusunan Dokumen Standard Operating 
Procedure 
Dalam penyusunan dokumen SOP, menurut peraturan 
pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) berdasarkan 
format SOP yang telah disusun sebelumnya [21]. Tetapi dengan 
adanya ketidakbakuan dalam format SOP mengakibatkan 
organisasi dapat menyusun dokumen SOP sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. Format SOP dipengaruhi oleh tujuan dari 
pembuatan SOP. Sehingga apabila tujuan penyusunan berbeda 
maka format SOP akan berbeda [22]. 
 
Dokumen SOP mepunyai 2 unsur utama sesuai dengan 
anatominya yaitu Unsur SOP dan Unsur Dokumentasi. Pada 
hakekatnya dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi 
prosedur-prosedur yang distandarkan dan membentuk satu 
kesatuan proses, sehingga informasi yang dimuat dalam 
dokumen SOP terdiri dari 2 macam unsur, yaitu Unsur 




informasi mengenai Unsur Dokumentasi dan Unsur Prosedur 
adalah [21]: 
1. Unsur Dokumentasi 
Unsur dokumentasi berisikan hal-hal yang terkait dalam proses 
pendokumentasian SOP sebagai sebuah dokumen. Adapun 
unsur dokumen SOP antara lain: 
o Halaman Judul (cover) 
Hal judul berisi informasi mengenai: 
▪ Judul SOP 
▪ Instansi / Satuan Kerja 
▪ Tahun Pembuatan 




















o Keputusan Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemda 
Dengan adanya dokumen SOP sebagai pedoman setiap 
pegawai structural, fungsional atau operasional, maka 
dokumen perlu memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu 
keputusan pimpinan dalam dokumen SOP merupakan 
pedoman bagi semua pegawai untuk melaksanakan SOP 
tersebut. 
o Daftar isi dokumen SOP 
Berisi mengenai daftar SOP yang berada di dalam dokumen 
SOP. Daftar isi tersebut dibutuhkan untuk membantu dalam 
pencarian informasi secara lebih cepat dan tepat. Selain itu 
di dalam daftar isi terdapat pula informasi mengenai 
perubahan / revisi yang dbuat pada bagian tertentu dari SOP 
tersebut. 
o Penjelasan singkat penggunaan 
Berisi mengenai penjelasan cara membaca dan cara 
menggunakan dokumen SOP yang berisi terkait ruang 
lingkup, tujuan, pembuatan prosedur, kebutuhan organisasi, 
ringkasan singkat terkait prosedur, pengertian umum, dan 
definisi prosedur yang distandarkan. 
 
2. Unsur Prosedur 
Unsur prosedur merupakan unsur dari dokumen SOP yang 
berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pendokumentasian 
dokumen SOP. Unsur prosedur dibagi menjadi dua bagian yaitu 
bagian identitas dan bagian flowchart. Berikut ini penjelasan 
unsur prosedur adalah: 
a. Bagian Identitas 






















Gambar 2.2 Contoh Bagian Identitas SOP 
 
▪ Logo dan Nama Instasi / Satuan Kerja/ Unit Kerja, 
nomenklatur satuan/unit organisas pembuatan. 
▪ Nomor SOP, berisikan mengenai nomor prosedur SOP. 
▪ Tanggal Pembuatan, tanggal pembuatan SOP berupa 
tanggal selesainya SOP dibuat bukan tanggal dimulainya 
pembuatan. 
▪ Tanggal Revisi, tanggal SOP direvisi atau tanggal ditinjau 
ulangnya SOP. 
▪ Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukannya SOP. 
▪ Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada 
tingkat satuan kerja, berisi pengesahan dengan 
mencantumkan jabatan, tanda tangan, nama pejabat, NIP, 
dan stempel/cap instansi. 
▪ Judul SOP, judul prosedur yang di SOP-kan mengenai 
kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang 
dimiliki. 
▪ Dasar Hukum, peraturan yang mendasari prosedur 





▪ Keterkaitan, berisi mengenai keterkaitan prosedur yang 
distandarkan dengan prosedur yang distandarkan lainnya. 
▪ Peringatan, berisi penjelasan apabila prosedur tidak 
dilaksanakan. 
▪ Kualifikasi Pelaksana, berisi penjelasan mengenai 
kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan SOP. 
▪ Peralatan dan Perlengkapan, yang dibutuhkan terkait 
prosedur pada SOP dalam melaksanakan perannya. 
▪ Pencatatan dan Pendanaan, berisi informasi mengenai 
hal-hal yang perlu didata dan dicatat. 
 
b. Bagian Flowchart 
Didalam bagian flowchart ini berisi uraian mengenai langkah-



















▪ Nomor kegiatan 
▪ Uraian kegiatan berisi langkah-langkah (prosedur) 
▪ Pelaksana kegiatan (aktor) 
▪ Mutu baku (kelengkapan, waktu, output) 
▪ Keterangan 
 
2.2.9. Business Process Modelling Notation 
Standar BPMN dibangun oleh The Business Process 
management Initiative (BPMI). Tujuan utama dari BPMN 
adalah untuk menyediakan notasi yang siap dipahami oleh 
semua pelaku bisnis, dari business analysts yang membuat draft 
proses awal menuju pengembang teknis yang bertanggung 
jawab untuk mengimplementasi teknologi yang akan 
melakukan proses tersebut dan akhirnya sampai kepada 
business people yang akan memantau dan memonitor proses 
tersebut. BPMN menjelaskan sebuah Business Process 
Diagram (BPD) yang berdasarkan teknik membuat flowchart 
disesuaikan untuk membuat model grafik dari operasi proses 
bisnis. Terdapat empat kategori dasar dari elemen BPMN, yaitu 
[23]: 
1. Flow Objects 
Sebuah BPD setidaknya memiliki tiga dari elemen-elemen 
utama, yang mana merupakan flow objects. Tiga elemen utama 
tersebut dijelaskan pada tabel 2.5. 
Tabel 2.5 Flow Objects 
Elemen Deskripsi Notasi 
Event Sebuah event ditunjukkan 
dengan sebuah lingkaran 
dan menyatakan adaya 
sesuatu yang terjadi selama 
perjalanan proses bisnis. 







Elemen Deskripsi Notasi 
terhadap alur, yaitu Start, 
Intermediate, dan End. 
Activity Sebuah activity 
digambarkan dengan kotak 
bersudut tumpul. Jenis dari 
elemen ini adalah task dan 
sub-process. Untuk sub-
process nantinya akan 
dibedakan dengan sebuah 
simbol tambah (+) kecil di 
bagian tengah bawah dari 
elemen ini. 
 
Gateway Sebuah Gateway 
digambarkan dengan 
bentuk permata dan 
digunakan untuk 







2. Connecting Objects 
Kategori ini berguna untuk menghubungkan flow objects untuk 
membuat struktur kerangka dasar dari proses bisnis. Terdapat 
tiga penghubung yang dapat dilihat pada tabel 2.6. 
Tabel 2.6 Connecting Objects 





garis lurus dengan anak 
panah. Penghubung 












dengan ujung panah 
terbuka. Penghubung ini 
digunakan untuk 
menunjukkan alur dari 
informasi diantara dua 
Proses Partisipan yang 
berbeda. Di dalam 
BPMN, bila terdapat 
dua Pool yang berbeda 







garis titik-titik dengan 




teks, dan beberapa 





Beberapa metodologi model proses biasanya menggunakan 
swimlanes sebagai mekanisme untuk mengatur aktivitas-
aktivitas menjadi kategori visual yang berbeda agar dapat 
menggambarkan kemampuan fungsional atau tanggung jawab 
yang berbeda. Terdapat dua tipe dari BPD swimlane, yaitu: 
Pool menggambarkan partisipan di dalam sebuah proses. 





membagi-bagi beberapa aktivitas dari pool lain. Swimlane ini 
dapat dilihat pada gambar 2.4. 
 
Gambar 2.4 Pool 
Lane merupakan sub-partisi di dalam sebuah pool dan akan 
dilebarkan mengikuti bentuk dari pool. Biasanya digunakan 
untuk mengelola dan mengkategorikan aktivitas yang ada. 
Bentuk dari lane dapat dilihat pada gambar 2.5. 
 
Gambar 2.5 Lane 
4. Artifacts 
BPMN didesain untuk memungkinkan pembuat model dan alat-
alat pemodel lebih fleksibel dalam mengeksplor notasi. Banyak 
artifact yang dapat ditambahkan ke dalam diagram sesuai 
dengan konteks dari proses bisnis yang akan dimodelkan. Tabel 
2.7 menggambarkan tiga artifact dalam versi BPMN. 
Tabel 2.7 Artifacts 
Artifacts Deskripsi Notasi 















Group Sebuah Group 
ditunjukkan dengan 
sebuah kotak yang 
berujung tumpul 
dengan garis putus-
putus. Artifacts ini 
digunakan untuk 
tujuan analisis dan 
dokumentasi, tetapi 
tidak berpengaruh 
pada alur sekuens. 
 

















BAB 3  
METODOLOGI 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode tugas akhir 
yang akan digunakan tugas akhir ini. 
 
3.1. Diagram Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 





















3.2. Uraian Metode Pengerjaan Tugas Akhir 
3.2.1. Tahap Penyusunan Interview Protocol 
Penulis menggunakan interview protocol sebagai daftar acuan 
pertanyaan dalam menggali data dan informasi terkait kondisi 
kekinian dan kondisi harapan yang didapat dari pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) 
Pemerintahan Kota Madiun. Dalam penyusunan interview 
protocol, penulis menggunakan masukan dan hasil studi 
literature mengenai incident management, problem 
management, request fulfillment, dan access management pada 
level service operation berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 
serta pedoman penyusunan SOP berdasarkan Permenpan No. 
35 tahun 2012. Hasil akhir dari tahap ini yaitu berupa dokumen 
interview protocol untuk menggali data dan informasi terkait 
kondisi kekinian dan kondisi harapan yang nantinya akan 
digunakan dalam tahapan pengumpulan data. 
 
3.2.2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi 
Merupakan tahapan dimana penulis melakukan pengumpulan 
data dan informasi yang akan digunakan untuk bahan analisis 
dan penyusunan dokumen SOP dan formulir. Pengumpulan 
data dan informasi berdasarkan kondisi kekinian dilakukan 
dengan metode yaitu wawancara, observasi yang dilakukan 
secara langung dan studi dokumen. 
o Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 
dari daftar interview protocol dan menyebarkan kuesioner 
untuk mengetahui kondisi kekinian dan kondisi yang 
diharapkan pada organisasi. Wawancara akan dilakukan 
secara langsung kepada pihak narasumber terkait dengan 
data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
o Observasi 
Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi yang 
sedang berlangsung pada lokasi organisasi. Kondisi 
tersebut dapat berupa media-media yang mendukung 





problem management, request fulfillment dan access 
management pada level service operation. 
o Studi dokumen 
Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis 
dokumen-dokumen SOP apa saja yang dimiliki oleh 
pengelola layanan TI pada Pemerintahan Kota Madiun 
untuk kemudian dijadikan sebagai masukan dalam 
pembuatan SOP untuk pembuatan layanan service desk. 
 
3.2.3. Tahap Analisis Kesenjangan 
Merupakan tahapan dimana penulis melakukan analisis 
kesenjangan antara kondisi ideal pada proses incident 
management, problem management, request fulfillment dan 
access management berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 
dengan kondisi kekinian pada pengelolaan layanan e-
government kota madiun. Dengan menemukan kesenjangan 
antara keduanya, maka hasil kesenjangan tersebut dapat 
digunakan untuk penyusunan dokumen SOP terkait incident 
management, problem management, request fulfillment dan 
access management pada pengelolaan layanan TI yang dapat 
digunakan untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. 
o Analisis Kondisi Kekinian dan Kondisi Ideal 
Analisis kondisi kekinian didapatkan dari hasil wawancara 
dan observasi dan studi dokumen yang telah dilakukan pada 
tahap sebelumnya. Sedangkan analisis kondisi ideal 
didapatkan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 terkait 
incident management, problem management, request 
fulfillment dan access management untuk pengelolaan 
layanan TI pada level service operation. 
o Analisis Kesenjangan 
Penulis menggunakan analisis kesenjangan proses untuk 
mengetahui kesenjangan antara kondisi kekinian dengan 
kondisi ideal berdasarkan kerangka kerja ITIL V3. Dalam 
melakukan analisis kesenjangan penulis dapat 
membandingkan hasil analisis kondisi kekinian dan kondisi 
ideal yang telah didapatkan pada tahapan analisis 




kesejangan antara kondisi kekinian pada pengelolaan 
layanan TI e-government kota madiun dengan kondisi ideal 
menurut ITIL V3. Serta dilakukan penilaian kesenjangan 
dengan memberikan bobot per proses dan per aktivitas untuk 
menilai kesesuaian aktivitas pada Pemerintahan Kota 
Madiun dengan kondisi ideal. 
 
3.2.4. Tahap Perancangan Pembuatan Dokumen SOP 
Tahap ini merupakan tahap dimana penulis akan melakukan 
perancangan isi SOP terkait pengelolaan incident, problem, 
request, dan acess berdasarkan hasil analisis antara kondisi 
kekinian dan kondisi harapan berdasarkan kondisi ideal ITIL 
V3 dengan pedoman yang digunakan dalam penyusunan SOP 
berdasarkan standar yang mengatur mengenai kriteria dan 
format yang ada didalam dokumen SOP menurut acuan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. Setelah dokumen SOP selesai 
dibuat akan dilakukan tahap verfifkasi dan tahap validasi 
terlebih dahulu. 
o Menyusun Dokumen SOP  
Penyusunan dokumen SOP terkait pengelolaan incident, 
problem, request, dan access pada layanan TI dilakukan 
berdasarkan hasil analisis kondisi kekinian dan kondisi 
harapan yang telah didapat sebelumnya. Dokumen SOP ini 
mencakup aktivitas-aktivitas yang ada pada level service 
operation. Penulis menggunakan acuan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. Setelah dokumen SOP selesai 
disusun kemudian akan diserahkan kepada bagian 
pengelola layanan TI kota madiun untuk dilakukan 








Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan metode 
review dokumen dan wawancara. Review dokumen akan 
dilakukan dengan menyerahkan hasil dokumen SOP 
kepada bagian pengelola layanan TI Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun untuk dilakukan review dan 
mengetahui apakah dokumen SOP sudah memenuhi 
kebutuhan organisasi atau belum. Verifikasi dilakukan 
untuk mengetahui apakah dokumen SOP yang dibuat telah 
memenuhi kriteria yang telah dibutuhkan organisasi. Jika 
belum memenuhi kriteria maka akan dilakukan perbaikan 
dokumen SOP sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 
organisasi. 
o Validasi 
Tahap ini dilakukan dimana peneliti akan melakukan 
validasi terhadap dokumen SOP yang telah dibuat. 
Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang 
telah dibuat dapat dilaksanakan, dijalankan, dan 
diimplematsikan oleh unit kerja terkait pengelolaan 
layanan TI. Validasi dilakukan dengan cara pengujian 
melaui simulasi dokumen secara langsung kepada bagian 
pengelola layanan TI Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun. Jika dokumen SOP belum terverifikasi atau 
belum valid, maka peneliti akan melakukan perbaikan dan 



















BAB 4  
PERANCANGAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai proses perancangan 
terkait perangkat yang dibutuhkan dalam penelitian tugas akhir 
ini. Berikut ini perancangan yang perlu dilakukan sebagai 
panduan dalam pengerjaan tugas akhir. 
 
4.1. Perancangan Studi Kasus 
4.1.1. Tujuan Studi Kasus 
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah membuat dokumen 
standard operating procedure yang terstandarisasi terkait 
proses pembuatan service desk bagi organisasi. Oleh karena itu, 
penulis menggunakan studi kasus Pemerintahan Kota Madiun 
untuk pengerjaan tugas akhir ini. Tujuan dari studi kasus 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kekinian 
pengelolaan layanan TI pada Pemerintahan Kota Madiun 
dengan membandingkan kondisi ideal yang sesuai standar 
acuan, sehingga dapat mengethaui hasil kesenjangan yang 
terjadi untuk dibuatkan suatu dokumen terstandarisasi berupa 
standard operating procedure (SOP) bagi pengelola layanan TI 
Pemerintahan Kota Madiun dengan berdasarkan proses service 
desk menurut ITIL V3 dan memastikan dokumen tersebut telah 
sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan oleh seluruh 
OPD Pemerintahan Kota Madiun. Terdapat 2 metode 
penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 
digunakan untuk meneliti sampel tertentu dan untuk teknik 
pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian. 
Namun, metode kualitatif juga bergantung pada pengamatan 
oleh manusia serta menghasilkan sebuah data deskriptif yang 
menyerupai kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati. Sedangkan metode kuantitatif dikatakan sebagai 
metode yang menekankan pada aspek pengukuran secara 
objektif terhadap fenomena social [24]. Dalam penelitian ini 




SOP penelitian yang menghasilkan dokumen SOP untuk 
layanan service desk Pemerintahan Kota Madiun. 
 
Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan studi kasus 
sehingga peneliti dapat meneliti data dalam konteks tertentu. 
Studi kasus didefinisikan sebagai penyelidikan sebuah proses 
nyata dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam 
pengumpulan data, seperti observasi dan wawancara [25]. 
 
Menurut Yin, terdapat 3 tipe dari studi kasus, antara lain [25]: 
• Exploratory (menggali) : merupakan studi kasus dengan 
menggali fenomena dalam data yang berfungsi sebagai 
tempat tujuan untuk peneliti 
• Descriptive (deskriptif) : merupakan tipe studi kasus 
dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam 
bentuk narasi 
• Explanatory (memperjelas) : merupakan studi kasus 
dengan menjelaskan fenomena yang terjadi secara jelas 
mulai dari hal yang mendasar hingga yang paling dalam 
secara lebih detail 
 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis menggunakan tipe 
studi kasus explorasi karena dilakukan penggalian data dan 
membutuhkan lokasi untuk melihat fenomena proses bisnis 
yang terkait dengan pengelolaan permasalahan dan permintaan 
layanan TI pada Pemerintahan Kota Madiun. Fenomena 
tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan SOP. Tujuan dari 
penggunaan studi kasus untuk menyelesaikan rumusan masalah 
dalam penelitian tugas akhir. 
 
Dalam penentuan studi kasus diperlukan perancangan studi 
kasus yang terbagi atas 2 jenis studi kasus, yaitu single case 
design dan multiple case design. Single case design merupakan 
jenis studi kasus yang berfokus pada satu kasus, sedangkan 
multiple case design merupakan jenis studi kasus yang berfokus 
pada berbagai kasus. Dalam perancangan studi kasus penelitian 





berfokus pada Pemerintahan Kota Madiun sebagai objek 
penelitian. Di dalam single case design terdapat 2 tipe unit of 
analysis, yaitu single unit of analysis dan multiple units of 
analysis. Single unit of analysis dapat digunakan pada 
penelitian yang memiliki kasus unik, kritis maupun terdapat 
penyimpangan kasus. Sementara, multiple units of analysis 
dapat digunakan pada penelitian yang melakukan replikasi 
temuan di seluruh studi kasus dengan membandingkan sub-
units [26]. 
 
Pada tugas akhir ini menggunakan single unit of analysis. Single 
unit of analysis dalam tugas akhir ini adalah dengan melakukan 
analisis kesenjangan yang berfokus pada pengelolaan 
permasalahan dan permintaan layanan TI pada Pemerintahan 
Kota Madiun. Tugas akhir ini merupakan tipe penelitian 
kualitatif eksplorasi.  
 
4.1.2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan data dan 
fakta terkait kebutuhan penelitian yang dilakukan. Pada tugas 
akhir, subjek penelitianya adalah Pemerintahan Kota Madiun, 
terutama dalam pengelolaan permasalahan dan permintaan 
layanan TI. Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan 
diteliti atau sesuatu yang menjadi pusat pada penelitian untuk 
dijadikan sasaran penelitian. pada tugas akhir, objek 
penelitiannya adalah proses pengelolaan insiden, request, 
akses, dan problem terhadap operasional layanan TI yang ada 
di Pemerintahan Kota Madiun yang disempurnakan dengan 
pembuatan (SOP) yang mendokumentasikan kebutuhan proses 
pengelolaan layanan TI menurut proses service desk ITIL V3. 
 
4.2. Perancangan Penggalian Data  
Pada bagian ini merupakan perancangan yang digunakan dalam 




4.2.1. Data yang Diperlukan 
Untuk kebutuhan penelitian tugas akhir ini, terdapat beberapa 
data yang diperlukan terkait proses yang dilakukan oleh pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai 
staff TI) sesuai dengan standar acuan yang telah ditentukan 
peneliti. Berikut beberapa data yang dibutuhkan dalam 
penelitian: 
 
Tabel 4.1 Data yang Dibutuhkan 
No Data yang dibutuhkan Tujuan 
1 Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dalam 









2 Kondisi kekinian terkait proses 
pengelolaan insiden, request, 
akses serta problem layanan 
operasional TI yang dilakukan 
oleh pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan OPD yang 







3 Pihak yang terlibat dalam 
setiap proses pengelolaan 
event, insiden, request, akses 
dan problem layanan 
operasional TI (Dinkominfo 
dan OPD yang mempunyai 
staff TI) 
4 Aktivitas dokumentasi 
pengelolaan insiden, request, 
akses dan problem layanan 
yang telah dilakukan pihak 





No Data yang dibutuhkan Tujuan 
(Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) 
5 Kondisi yang diharapkan 
terkait pengelolaan insiden, 
request, akses dan problem 
layanan operasional TI 
6 Hasil implementasi SOP yang 
sudah dimiliki oleh pihak 
pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) 
Pemerintahan Kota Madiun 
7 Cara kerja sistem yang 
digunakan pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai staff TI) 
dalam mendukung aktivitas 
pengelolaan insiden, request, 
akses, problem 
Mengetahui kinerja 





4.2.2. Teknik Penggalian data 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai persiapan 
pengumpulan data dan informasi yang dilakukan peneliti 
melalui wawancara, observasi dan studi dokumen digunakan 
untuk mendukung tujuan studi kasus terkait pengamatan 
terhadap kondisi kekinian dan kondisi yang diharapkan pada 
layanan TI Pemerintahan Kota Madiun untuk dibandingkan 
dengan kondisi ideal sesuai dengan standar acuan, sehingga 
dapat mengetahui kesenjangan yang terjadi untuk digunakan 
sebagai dasar pembuatan terstandarisasi. Dalam pengerjaan 
tugas akhir ini menggunakan metode wawancara, observasi, 
dan studi dokumen. 
4.2.2.1 Wawancara 
Wawancara yang dilakukan dengan pihak staff  pada bagian 




Wawancara dapat dilakukan secara individu ataupun group 
discussion dengan pihak yang terkait pada bagian tersebut. 
Pertanyaan yang diajukan saat wawancara yaitu kondisi 
kekinian terkait pengelolaan layanan insiden, request, akses dan 
problem. Dalam proses wawancara nantinya akan 
menggunakan recorder sebagai alat untuk merekam jawaban 
interview serta menggunakan interview protocol dan form 




Metode observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati 
secara langsung objek penelitian guna mengetahui kondisi 
kekinian yang terjadi. Pengamatan secara langsung dilakukan 
oleh peneliti untuk mengetahui gambaran terkait sistem yang 
mendukung dalam pengelolaan layanan terhadap insiden, 
request,akses dan problem pada Pemerintahan Kota Madiun. 
Dengan demikian, diharapkan data dan informasi yang 
diperoleh peneliti melalui pengamatan secara langsung dapat 
melengkapi data guna mendukung penelitian yang dilakukan. 
 
4.2.2.3 Studi Dokumen 
Merupakan metode yang dilakukan peneliti dengan 
mempelahari dokumen-dokumen yang dimiliki Pemerintahan 
Kota Madiun terkait layanan TI. Dengan demikian, diharapkan 
data dan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara 
dapat mendukung penelitian yang dilakukan.  
 
Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan peneliti 
melalui wawancara, observasi dan studi dokumen digunakan 
untuk mendukung tujuan studi kasus terkait pengamatan 
terhadap kondisi kekinian dan kondisi yang diharapkan pada 
layanan TI Pemerintahan Kota Madiun untuk dibandingkan 
dengan kondisi ideal sesuai dengan standar acuan, sehingga 
dapat mengetahui kesenjangan yang terjadi untuk digunakan 





4.2.3. Penyusunan Interview Protocol 
Dilakukan perancangan interview protocol yang akan 
digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam menggali data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Interview protocol 
yang dirancang peneliti terdiri atas dua bagian utama, yaitu 
bagian keterangan pelaksanaan dan bagian list pertanyaan dan 
jawaban. Berikut merupakan tampilan dari bagian keterangan 
pelaksanaan pada tabel interview protocol yang ditunjukkan 
pada tabel 4.2 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.2 Template Interview Protocol Bagian 1 
Interview Protocol  
Keterangan Pelaksanaan  
Topik : (ex: Incident management) 
Tujuan : (ex: Mengetahui kondisi pengelolaan 
permasalahan layanan operasional TI 
di Pemerintahan Kota Madiun) 
Hari, Tanggal : (ex: Kamis, 10-Okt-16) 
Waktu  : (ex: 14.00 siang) 
Lokasi : (ex: Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil) 
Narasumber : (ex: Dewi Aulia) 
Jabatan : (ex: Staf Service Desk) 
 
Pada tampilan interview protocol tersebut terdapat 
beberapa item yang perlu dicatat sebagai keterangan informasi 
pelaksanaan wawancara, seperti: topik, tujuan pelaksanaan 
wawancara, hari/tanggal, waktu, lokasi, narasumber, serta 
jabatan. Berikut merupakan tampilan dari bagian list pertanyaan 
dan jawaban pada tabel interview protocol yang ditunjukkan 










Tabel 4.3 Template Interview Protocol Bagian 2 
List Pertanyaan dan Jawaban 
No Uraian 
1. Pertanyaan: 
(ex. bagaimana proses pelaksanaan pencatatan 
insiden yang dilakukan pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) 
Pemerintahan Kota Madiun) 
 
Jawaban: 
(ex: selalu dilakukan pencatatan untuk semua 
permasalahan secara manualmenggunakan excel 








 Pada tampilan interview protocol tersebut terdapat 
bagian yang perlu dilakukan pencatatan untuk list pertanyaan 
dan jawaban dengan melakukan wawancara kepada salah satu 
narasumber yang terkait pada bagian tersebut. 
 Interview protocol yang dibuat oleh peneliti mengacu 
pada proses service desk menurut ITIL V3  dan daftar 
pertanyaan telah di plot sesuai dengan sub proses dari setiap 
proses service desk ITIL V3. Berikut ini merupakan beberapa 
poin-poin yang akan diajukan oleh peneliti sebagai bahan 
materi wawancara sebagai berikut: 
 
1. Mengidentifikasi tupoksi layanan TI pada Pemerintahan 
Kota Madiun 
2. Melakukan penggalian informasi kondisi kekinian terkait : 






▪ Proses pengelolaan request layanan oleh Pemerintahan 
Kota Madiun 
▪ Proses pengelolaan akses layanan oleh Pemerintahan 
Kota Madiun 
▪ Proses pengelolaan problem layanan oleh Pemerintahan 
Kota Madiun 
3. Mengidentifikasi pihak yang terlibat (actor dalam proses 
pengelolaan insiden, request, akses dan problem layanan) 
4. Kondisi yang diharapkan terkait pengelolaan insiden, 
request, akses dan problem layanan 
5. Aktivitas dokumentasi pengelolaan insiden, request, akses 
dan problem layanan 
6. Hasil implementasi SOP yang sudah dimiliki dan dilakukan 
oleh pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD 
yang mempunyai staff TI) Pemerintahan Kota Madiun 
 
Untuk lebih detailnya, dapat melihat lampiran interview 
protocol paada Lampiran A.  
 
4.3. Perancangan Analisis Data  
Pada bagian ini merupakan perancangan yang digunakan dalam 
melakukan analisis data. 
 
4.3.1. Metode Pengelolahan 
Metode pengelohan data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan 
review dokumen terkai kondisi kekinian serta kondisi ideal 
berdasarkan standar acuan mengenai incident management, 
problem management, request fulfillment dan access 
management. Selain itu digunakan pula tools dalam wawancara 
yaitu recorder sebagai media pendukung dalam melakukan 
analisis deskriptif terhadap kondisi kekinian. Untuk 
memvisualisasikan kondisi kekinian dari hasil penggalian data 
dapat menggunakan draw.io. Tujuan digunakannya metode 




dengan kebutuhan penelitian tugas akhir. Hasil dari pengelohan 
data dapat dianalisis lebih lanjut untuk digunakan dalam 
pembuatan dokumen SOP  terkait incident management, 
problem management, request fulfillment dan access 
management pada pengelolaan layanan TI. 
 
4.3.2. Pendekatan Analisis yang Digunakan 
Setelah dilakukan pengolahan terhadap data, maka diperoleh 
hasil analisis berupa informasi yang dibutuhkan untuk 
penelitian. Data hasil penelitian akan digunakan sebagai sumber 
untuk melakukan pembuatan standard operating procedure 
(SOP) bagi pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD 
yang mempunyai staff TI) Pemerintahan Kota Madiun. Berikut 
ini merupakan beberapa pendekatan analisis yang digunakan: 
 
4.3.2.1. Pendekatan Analisis dengan Standar Acuan  
Pendekatan analisis dengan ITIL V3 berfokus kepada proses 
service desk pada fase service operation yang mencakup 
incident management, request fulfillment, access management, 
dan problem management dimana lingkup aktivitasnya sesuai 
dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh service desk 
sesuai dengan standar. Pendekatan ini digunakan untuk 
mengetahui kondisi ideal terkait service desk. 
4.3.2.2. Pendekatan Analisis Kesenjangan 
Pendekatan analisis kesenjangan berupa aktivitas untuk 
mencari kesenjangan penyampaian layanan dengan standar 
layanan yang seharusnya. Pendekatan analisis ini menggunakan 
analisis kesenjangan proses pada masing-masing aktivitas 
layanan yang telah dilakukan. Dengan menggunakan 
pendekatan ini, maka peneliti dapat memperoleh gambaran 
kesenjangan untuk dilakukan proses terstandarisasi sesuai 
dengan standar acuan, yaitu sesuai dengan ITIL V3 dengan 
membandingkan antara kondisi kekinian dengan kondisi ideal. 
Proses terstandarisasi dilakukan melalui penambahan prosedur, 





penilaian kesenjangan dengan memberikan bobot per proses 
untuk masing-masing aktivitas untuk menilai kesesuaian 
aktivitas pada Pemerintahan Kota Madiun dengan kondisi ideal. 
Dalam penentuan bobot dan dan penentuan nilai dengan 
mengacu pada penelitian sebelumnya [8]. Berikut ini 
merupakan penjelasan nilai yang diberikan yaitu: 
❖ Bobot  
Pemberian bobot ditentukan dari setiap proses untuk 
kelima proses service operation. Setiap proses diberikan 
total bobot sebesar 100% dan akan dibagi per aktivitas. 
Hasil pembagian tersebut merupakan bobot per aktivitas. 
❖ Nilai Aktivitas  
Metode penilaian selanjutnya adalah dengan mencocokkan 
kodisi kekinian dengan kondisi pada ITIL. Pencocokkan 
tersebut disertai dengan pemberian poin, dengan ketentuan 
sebagai berikut :  
• Jika sub-aktivitas pada kondisi kekinian sudah sesuai 
dengan kondisi ideal ITIL, maka diberikan poin 1.  
• Jika sub-aktivitas pada kondisi kekinian sudah 
diterapkan namun kurang sesuai dengan kondisi ideal 
ITIL, maka diberikan poin 1-0 yaitu dibagi dengan 
poin ketercapaian untuk per aktivitas.  
• Jika sub-aktivitas pada kondisi kekinian sangat tidak 
sesuai dengan ITIL atau bahkan tidak ada sub-
aktivitas tersebut, maka diberikan poin 0.  
Penilaian akan ditentukan secara kuantitatif berdasarkan 
apa yang perlu dihitung dalam aktivitas tersebut dan akan 
dijelaskan pada kolom keterangan nilai yang didapatkan.  
❖ Sub Total dan Total  
Sub total adalah nilai yang di dapat dari perkalian bobot 
dan nilai aktivitas. Akumulasi dari sub total akan menjadi 
nilai total suatu proses. Selanjutnya, nilai total tersebut 
diakumulasikan kembali dan dicari rata-ratanya, sehingga 






❖ Nilai Kesenjangan 
Nilai Kesenjangan didapatkan dari pengurangan antara 
persentase kesesuaian tertinggi (yaitu 100%) dengan 
persentase rata-rata semua proses service operation yang 
ada di Pemerintahan Kota Madiun. 
4.4. Perancangan Dokumen Standard operating procedure 
(SOP) 
Perancangan dokumen standard operating procedure (SOP) 
yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada Pemerpan No.35 
tahun 2012, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait 
pendoman dalam penyusunan standar operasional prosedur. 
Berikut gambaran rancangan dokumen standard operating 
procedure yang akan dilakukan oleh peneliti pada tabel 4.4 
sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 Gambaran Struktur Dokumen SOP 






terkait pengesahan yang 
dilakukan oleh pihak 
organisasi sebagai 
persetujuan penggunaan 




Berisi tujuan pembuatan 
dokumen standard operating 
procedure (SOP)  
Ruang 
Lingkup 
Berisi ruang lingkup 
dokumen standard operating 
procedure (SOP) terkait 





Berisi penjelasan mengenai 
daftar prosedur apa saja yang 
terdapat dalam dokumen 






Struktur Bab Sub-Bab Deskripsi 
Struktur 
Organisasi 
Berisi gambaran struktur 
organisasi Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun 
yang terdapat pada bagian 
service desk di dalamnya  
Ketentuan 
Eskalasi 
Berisi penjelasan terkait 




Berisi mengenai informasi 





definisi prosedur yang dibuat 
serta tujuan pembuatan 
prosedur 
Prosedur 
Berisi penjabaran atau detail 
aktivitas yang dilakukan 
untuk menjalankan proses 
tertentu dengan tampilan 
berupa bagian identitas dan 
flowchart 
Formulir Formulir 
Berisi template form yang 
dibutuhkan untuk 
mendukung pelaksanaan 
aktivitas sesuai prosedur 
yang dibuat 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perancangan 
dokumen standard operating procedure (SOP) memiliki 
struktur bab yang dijabarkan menjadi sub bab terkait. 
 
4.5. Perancangan Pengujian Dokumen Standard operating 
procedure (SOP) 
Perencanaan pengujian dokumen standard operating procedure 




Setiap pengujian yang dilakukan memiliki tahap tersendiri yang 
dapat digambarkan seperti berikut: 
 
4.5.1. Verifikasi 
Verifikasi diajukan kepada Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun bagian pengelola layanan TI. Di dalam tahap verifikasi 
terdapat aktivitas verifikasi yang dilakukan yaitu tujuan 
verifikasi, sasaran verifikasi, metode verifikasi dan tahap 
pengujian verifikasi. Berikut merupakan rincian aktivitas 
verifikasi yang akan dilakukan pada tabel yang ditunjukkan 
pada tabel 4.5 sebagai berikut. 
 
Tabel 4.5 Perencanaan Verifikasi 
Verifikasi Uraian 
Tujuan 
Melakukan verifikasi dokumen standard 
operating procedure yang dibuat telah sesuai 
dengan kebutuhan organisasi, dalam studi 
kasus ini merupakan Pemerintahan Kota 
Madiun. Verifikasi akan diajukan kepada pihak 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun untuk 
memastikan apakah dokumen standard 
operating procedure yang dibuat sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 
Metode  Pengisian form dan wawancara 
Sasaran 
Seluruh OPD Pemerintahan Kota Madiun 
selaku pengguna dari prosedur 
Tahap 
Pengujian 
Berikut merupakan tahap pengujian yang 
dilakukan 
1. Penulis menyerahkan dan menjelaskan isi 
dokumen standard operating procedure 
terkait incident management, problem 
management, request fulfillment dan access 
management untuk selanjutnya dilakukan 
pengecekan oleh bagian pengelola layanan 
TI Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
2. Bagian pengelola layanan TI Dinkominfo 






dokumen standard operating procedure 
terkait incident management, problem 
management, request fulfillment dan access 
management 
3. Penulis melakukan wawancara langsung 
terhadap kesesuaian data, informasi serta 
proses terkait yang ada di dalam dokumen 
standard operating procedure terkait 
incident management, problem 
management, request fulfillment dan access 
management 
4. Pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun memberikan review dan hasil revisi 
terkait dokumen standard operating 
procedure 
5. Peneliti melakukan revisi terkait dokumen 
standard operating procedure sesuai 
dengan hasil revisi yang diberikan (hasil 
wawancara) 
6. Penliti memberikan hasil revisi dokumen 
standard operating procedure yang telah 
diperbaiki 
7. Pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun menyetujui dokumen standard 
operating procedure yang telah diperbaiki 
 
Dalam melakukan verifikasi, peneliti akan memberikan 
template verifikasi kepada pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun, terutama pada pihak bagian pengelola layanan TI 
yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan verifikasi. 
Form verifikasi yang disertakan mengacu kepada prinsip 
penyusunan SOP. Template form verifikasi disertakan pada 






Validasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk 
memastikan bahwa sesuatu yang dibuat benar-benar dapat 
digunakan dan diterapkan oleh organisasi. Validasi dapat 
dilakukan dengan pengujian dan simulasi yang ditujukan 
kepada pihak pengelola layanan TI Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun untuk memastikan bahwa dokumen SOP yang 
dibuat dapat diterapkan dengan baik. Berikut merupakan 
aktivitas validasi yang akan dilakukan pada tabel yang 
ditunjukkan pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
 
Tabel 4.6 Perencanaan Validasi 
Validasi Uraian 
Tujuan 
Melakukan validasi dokumen standard 
operating procedure yang akan diajukan 
kepada pihak pengelola layanan TI Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun untuk memastikan 
apakah dokumen standard operating procedure 
yang dibuat dapat diterapkan dan dipahami 
penggunaannya dengan baik 
Metode 
Simulasi standard operating procedure pihak 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Sasaran 
Pelaksanaan standard operating procedure 
yaitu seluruh OPD Pemerintahan Kota Madiun 
Tahap 
Pengujian 
Berikut merupakan tahap pengujian yang 
dilakukan: 
1. Peneliti menyerahkan dokumen standard 
operating procedure terkait incident 
management, problem management, 
request fulfillment dan access management 
yang telah diperbaiki pada tahap verifikasi 
kepada pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun 
2. Peneliti memberikan arahan dan penjelasan 
terkait penggunaan dokumen standard 







3. Staff pihak  Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun melakukan simulasi 
penggunaan dokumen standard operating 
procedure 
4. Peneliti menerima feedback dan review 
terkait hasil simulasi dokumen standard 
operating procedure 
5. Peneliti melakukan perbaikan dokumen 
standard operating procedure jika terdapt 
ketidaksesuaian 
6. Dokumen standard operating procedure 
dapat dinyatakan valid untuk digunakan 
dan diterapkan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun  
 
Untuk scenario validasi pelaksanaan simulasi dokumen 
















BAB 5  
IMPLEMENTASI 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dai proses 
perancangan yang didapatkan melalui wawancara, observasi 
dan review dokumen terkait. Luaran dari bab ini berupa data 
dan informasi mentah. 
5.1. Analisis Kondisi Kekinian dan Kondisi Ideal 
5.1.1. Hasil Wawancara 
Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan pada bab IV 
terkait penggalian data yang dibutuhkan pada penelitian, 
dilakukan wawancara kepada pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang 
terkait dalam bagian pengelola layanan TI Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun yaitu bapak Noor Aflah, S.Kom 
selaku Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan Eletronik, bapak Tunggul Priyono, ST selaku 
staff Pranata Komputer, dan ibu Dewi Aulia Suryo, A.Md 
selaku staff Pranata Komputer. Wawancara dilakukan pada 
tanggal 12 Maret - 23 Maret 2018 dan 11 April - 06 Juli 2018. 
Topik wawancara secara singkat berisi poin berikut: 
1. Mengidentifikasi tupoksi bagian pengelola layanan TI 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun  
2. Mengidentifikasi kondisi kekinian terkait proses yang 
dilakukan pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai staff TI) Pemerintahan Kota 
Madiun mengenai insiden, request, akses dan problem 
layanan 
3. Mengidentifikasi pihak yang terlibat (actor dalam proses 
pengelolaan insiden, request, akses dan problem layanan) 
4. Kondisi yang diharapkan terkait pengelolaan insiden, 
request, akses, dan problem layanan oleh pihak pengelola 






5. Aktivitas dokumentasi pengelolaan insiden, request, akses 
dan problem layanan 
Untuk hasil wawancara secara lengkap dan detail dapat dilihat 
pada Lampiran B. 
5.1.1.1. Identifikasi Aktor Penanganan Layanan 
Pihak yang terlibat (aktor dalam proses pengelolaan insiden, 
request, akses dan problem layanan) diketahui dari aktivitas 
wawancara yang ditujukan kepada pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) Pemerintahan 
Kota Madiun. Pihak yang terlibat mencakup pihak yang terlibat 
dalam layanan yang dikelola oleh bagian pengelola layanan TI 
(layanan yang dapat ditangani atau dilakukan eskalasi). Hasil 
identifikasi aktor tersebut dapat diketahui pada tabel yang 
ditunjukkan pada tabel 5.1 sebagai berikut: 














Aplikasi rusak Dinkominfo 









































































































Laptop Laptop hang Dinkominfo 
Hardisk  Hardisk rusak Dinkominfo 
Server  Server down Dinkominfo 

































































Mutasi  Dinkominfo 
 
Berikut ini merupakan istilah penamaan aktor untuk kondisi 
kekinian dengan kondisi ideal sebagai berikut: 
 
Tabel 5.2 Penamaan Aktor Kondisi Kekinian dan Kondisi Ideal 
Kondisi kekinian Kondisi Ideal 
User Klien  
Pengelola layanan TI Service Desk Operator 
Teknisi  Teknisi  
Kepala dinas, kepala seksi 






5.1.1.2. Kondisi Kekinian Penanganan Layanan pada pihak 
pengelola layanan TI 
Kondisi kekinian menjelaskan mengenai kondisi terkini yang 
terjadi pada pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun 
mengenai penanganan layanan, yaitu pengelolaan insiden dan 
permasalahan, pemenuhan permintaan layanan dan akses 
pengguna. Kondisi kekinian diketahui dengan melakukan 
wawancara. Dalam melakukan analisis kondisi kekinian yang 
berdasarkan standart acuan ITIL V3 pada tahapan service 
design terdapat 4 aspek penting dalam mendesain sebuah 
layanan TI pada tahapan service design. Keempat aspek penting 
ini digunakan karena sesuai dengan standart ITIL dalam 
melakukan persiapan dan perencanaan yang efektif dan efisien. 
Keempat aspek tersebut antara lain yaitu: 
• People : Merupakan pihak yang terlibat dalam layanan TI 
dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing 
• Processes : Merupakan tindakan, aktivitas, prosedur, 
kebijakan dan layanan TI 
• Product : Merupakan aspek teknologi, infrastruktur, 
aplikasi, sistem manajemen yang digunakan untuk 
menyediakan layanan TI 
• Partners : Merupakan pihak pendukung yang terlibat 
dalam penyediaan layanan TI seperti suppliers, vendor dan 
Manufacture 
Dalam penlitian ini, hanya terdapat dua dari empat aspek yang 
digunakan, diantaranya adalah aspek people dan processes. 
Peneliti menggunakan aspek tersebut dikarenakan berrdasarkan 
standard acuan. Organisasi akan merasakan keuntungan dari 
penggunaan ITIL ketika terdapat kesesuaian dan kejelasan 
terhadap proses dan pihak yang terkait dengan proses. Oleh 
karena itu peneliti menggunakan dua aspek dari empat aspek 









A. Aktivitas (Processes) 
Berdasarkan standar acuan menurut ITIL V3 pada level service 
operation. Terdapat lima proses dalam service operation yaitu 
event management, incident management, request fulfillment, 
access management dan problem management yang terkait 
dalam aktivitas penanganan layanan. Berikut ini merupakan 
penjelasan terkait penanganan layanan pada Pemerintahan Kota 
Madiun berdasarkan kondisi eksisting terkait proses incident 
management, request fulfillment, access management, dan 
problem management sebagai berikut: 
✓ Incident management 
Proses pengelolaan insiden pada Pemerintahan Kota Madiun 
untuk kategori aplikasi, jaringan, hardware dan data 
ditangani dengan beberapa pihak yang berbeda-beda seperti 
pihak OPD, pihak ketiga, pihak pusat dan pihak 
Dinkominfo. Berikut ini merupakan matriks untuk proses 
pengelolaan insiden yang ada pada tabel 5.3 sebagai berikut: 









































Berdasarkan matriks proses pengelolaan insiden diatas, maka 
akan dijelaskan setiap proses penanganan berdasarkan hasil 
tabel diatas. Berikut ini merupakan penjelasan untuk setiap 






• Penanganan Pihak OPD 
Untuk penanganan pihak OPD, apabila ada masalah TI, user 
akan langsung melaporkan masalah kepada staff TI yang 
kemudian akan menentukan prioritas penanganan dan 
memberikan solusi masalah kepada user. Berikut ini 
merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak OPD yang ditunjukkan pada gambar 5.1 
sebagai berikut: 
• Penanganan Pihak OPD dan Ketiga 
Untuk penanganan Pihak OPD dan Ketiga diawali dengan 
laporan adanya masalah yang akan coba ditangani secara 
mandiri oleh staff TI. Apabila masalah tidak dapat ditangani 
maka akan menghubungi pihak ketiga melalui Dinkominfo 
untuk melakukan penanganan masalah. Berikut ini 
merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak OPD dan ketiga yang ditunjukkan pada 
gambar 5.2 sebagai berikut: 
• Penanganan Pihak OPD dan Pusat 
Untuk penanganan Pihak OPD dan Pusat diawali dengan 
laporan adanya masalah yang akan coba ditangani secara 
mandiri oleh staff TI. Apabila masalah tidak dapat ditangani 
maka akan dilakukan eskalasi ke pusat untuk melakukan 
penanganan masalah. Berikut ini merupakan visualisasi 
proses penanganan terkait penanganan pihak OPD dan pusat 
yang ditunjukkan pada gambar 5.3 sebagai berikut: 
• Penanganan Pihak Ketiga 
Penanganan masalah TI oleh Pihak Ketiga diawali dengan 
adanya laporan masalah dari OPD yang akan didata oleh 
Sekretariat OPD yang kemudian akan dilaporkan kepada 
Dinkominfo untuk diteruskan kepada Pihak Ketiga. Hal ini 
dilakukan agar pelaporan masalah menjadi terpusat dan 
hanya ada 1 orang yang bertanggung jawab menghubungi 
Pihak Ketiga. Berikut ini merupakan visualisasi proses 
penanganan terkait penanganan pihak ketiga yang 






• Penanganan Pihak OPD dan Dinkominfo 
Untuk penanganan pihak OPD dan Dinkominfo diawali 
dengan laporan adanya masalah yang akan coba ditangani 
secara mandiri oleh staff TI. Apabila masalah tidak dapat 
ditangani maka akan dilakukan eskalasi ke Dinkominfo 
dengan menerima laporan masalah dari OPD yang akan 
didata oleh Sekretariat OPD yang kemudian akan dilaporkan 
kepada Dinkominfo. Berikut ini merupakan visualisasi 
proses penanganan terkait penanganan pihak OPD dan 
Dinkominfo yang ditunjukkan pada gambar 5.5 sebagai 
berikut: 
• Penanganan Pihak Dinkominfo 
Penanganan masalah TI oleh Pihak Dinkominfo diawali 
dengan adanya laporan masalah dari OPD yang akan didata 
oleh Sekretariat OPD yang kemudian akan dilaporkan 
kepada Dinkominfo untuk dilakukan penanganan kepada 
Pihak Dinkominfo. Berikut ini merupakan visualisasi proses 
penanganan terkait penanganan pihak Dinkominfo yang 































































































































✓ Request fulfillment 
Proses pengelolaan permintaan layanan pada Pemerintahan 
Kota Madiun untuk kategori aplikasi, jaringan dan data 
ditangani oleh dua pihak yang berbeda yaitu pihak 
Dinkominfo dan pihak ketiga. Berikut ini merupakan 
penjelasan untuk proses pengelolaan permintaan layanan: 
• Penanganan Pihak Dinkominfo 
Pemenuhan permintaan layanan TI oleh Pihak 
Dinkominfo diawali dengan adanya laporan permintaan 
layanan dari OPD yang akan didata oleh Sekretariat OPD 
yang kemudian akan dilaporkan kepada Dinkominfo 
untuk dilakukan penanganan terkait permintaan layanan 
yang diajukan oleh user untuk semua permintaan layanan 
user harus mempersiapkan surat permohonan permintaan 
layanan yang dibuat oleh sekretaris dan ditanda tangani 
oleh kepala dinas atau kepala seksi apabila permintaan 
tersebut mempengerahui proses bisnis organisasi. 
Permintaan layanan yang dapat dipenuhi Dinkominfo 
yaitu permintaan yang tidak membutuhkan persetujuan 
dari bagian keuangan Dinkominfo sendiri. Berikut ini 
merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak Dinkominfo yang ditunjukkan pada 
gambar 5.7 sebagai berikut: 
• Penanganan Pihak OPD dan Ketiga 
Untuk pemenuhan permintaan layanan TI oleh pihak 
ketiga harus melalui pihak Dinkominfo terlebih dahulu 
sebelum permintaan layanan tersebut ditangani oleh 
pihak ketiga dikarenakan dibutuhkannya pertesetujuan 
dari pihak pengelola keuangan Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun setelah disetujui maka 
permintaan layanan tersebut bisa langsung ditangani oleh 
pihak ketiga. Semua laporan permintaan layanan dari 
OPD akan didata oleh Sekretariat OPD yang kemudian 





merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak OPD dan ketiga yang ditunjukkan 































































✓ Access management 
Proses pengelolaan permintaan akses pada Pemerintahan 
Kota Madiun untuk kategori aplikasi dan status identitas 
ditangani oleh pihak Dinkominfo saja tanpa melibatkan 
pihak lain. Berikut ini merupakan penjelasan untuk proses 
pengelolaan permintaan akses: 
• Penanganan Pihak Dinkominfo 
Pemenuhan permintaan akses oleh Pihak Dinkominfo 
diawali dengan adanya laporan permintaan akses dari 
OPD yang akan didata oleh Sekretariat OPD yang 
kemudian akan dilaporkan kepada Dinkominfo untuk 
dilakukan pemenuhan terkait permintaan akses yang 
diajukan oleh user, untuk semua permintaan akses user 
harus mempersiapkan surat permohonan permintaan 
akses yang dibuat oleh sekretaris dan ditanda tangani 
oleh kepala dinas atau kepala seksi. Berikut ini 
merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak Dinkominfo yang ditunjukkan pada 






































✓ Problem management 
Proses pengelolaan permasalahan pada Pemerintahan Kota 
Madiun untuk kategori aplikasi, jaringan, hardware dan 
data ditangani oleh pihak Dinkominfo saja tanpa 
melibatkan pihak lain. Berikut ini merupakan penjelasan 
untuk proses pengelolaan permasalahan: 
• Penanganan Pihak Dinkominfo 
Pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo) melakukan 
pemantauan terhadap insiden yang sering kali berulang 
atau yang sering kali terjadi. Setelah melakukan 
pemantauan terkait insiden berulang pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo) akan melakuka diskusi atau 
rapat terkait penanganan insiden yang sering kali 
berulang untuk mengetahui akar penyebab dari 
permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut tidak 
berulang kembali. Penanganan insiden berulang selama 
ini hanya dilakukan oleh pihak pengelola layanan TI 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun. Berikut ini 
merupakan visualisasi proses penanganan terkait 
penanganan pihak Dinkominfo yang ditunjukkan pada 























Gambar 5.10 Penanganan Pihak Dinkominfo 
 
Berdasarkan kondisi kekinian mengenai penanganan layanan yang dilakukan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) telah dilakukan divisualisasikan tersebut, dapat dilakukan 
identifikasi terkait proses kekinian yang sudah dijalankan dengan melakukan pemetaan kondisi kekinian 
berdasarkan aktivitas yang terdapat dalam standar acuan. Berikut ini merupakan kondisi kekinian yang 





Tabel 5.4 Kondisi Kekinian Proses Incident Management 




















yang dilaporkan oleh 
user secara langsung 
kepada staf service 
desk (melalui 
telepon, email, 
formulir online di 
web) 








• Nama pelapor 
• Tanggal 
pengaduan 























pencatatan insiden:  
















































langsung, dsb)  
• Nama/departem
en/telepon/loka







• Status insiden 
(active, waiting, 
closed, dsb)  




























































































Aktivitas Kondisi Kekinian Justifikasi 
Initial 
Diagnosis 






























































dan OPD yang 
mempunyai staff 
TI) tidak mampu 
Diperlukan aktivitas 
incident escalation 
apabila insiden tidak 
berhasil diselesaikan 
oleh service desk, 
maka insiden dapat 
diteruskan kepada 
pihak kedua, yaitu 
kepada tim teknis 









dengan cara biasa 
maka akan 
dieskalasi kepada 
tim teknis yaitu 
pihak 
Dinkominfo, 




olah orang yang 
lebih ahli dalam 
bidang tersebut. 













benar tidak dapat 
diselesaikan 
dengan cara yang 
biasa dilakukan. 























apa yang terjadi dan 
akan disampaikan 
kepada pihak yang 
dilakukan eskalasi 
mengenai insiden 




insiden saja tanpa 
melihat alur 
kronologis insiden 
















































insiden yang telah 
dilakukan oleh 
pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang memiliki 



























































Tabel 5.5 Kondisi Kekinian Proses Problem Management 




















beberapa hal, yaitu 
dari insiden. Untuk 
mengetahui mana 




daftar insiden yang 
berulang 
























tersebut, mencakup:  
• Detail 
pengguna  









• Detail prioritas 





















untuk insiden yang 






masalah apa yang 












service desk tidak 

























antara pihak service 









































insiden yang sering 
terjadi secara 




dari insiden yang 
sering terjadi secara 
berulang. 
Diperlukan aktivitas 













































insiden yang sering 
terjadi sehingga 



















terisi dan lengkap 























yang telah dilakukan 
 
Tabel 5.6 Kondisi Kekinian Proses Request Fulfillment 















receive request untuk 
penerimaan 
permintaan layanan 
yang diajukan oleh 
pengguna layanan TI 
kepada pihak service 
desk melalui email, 
RFC, website atau 
telepon 










• Nama pelapor 
• Tanggal 
pengaduan 






• Media Pelaporan 
Diperlukan aktivitas 






















































• ID request  
• Kategorisasi 
request  


















langsung, dsb)  
• Nama/departem
en/telepon/loka
si pengguna  
• Anggaran jika 
berkaitan 
dengan biaya  
















closed dsb)  































siapa insiden akan 
diteruskan dengan 
melihat  aktivitas apa 
yang perlu 
dilakukan, jenis 
request apa,  fungsi 
mana yang 
digunakan,  tipe CI 
yang berdampak, 




































































layanan TI disetujui 










tangani oleh kepala 
dinas atau kepala 
seksi masing-
masing. 
Aktivitas Kondisi Kekinian Justifikasi 





































dapat dilakukan oleh 
service desk, maka 
request akan 
dipenuhi oleh 
service desk. Namun, 
jika request butuh 
dipenuhi oleh fungsi 











Aktivitas Kondisi Kekinian Justifikasi 
Request Model 
Execution 











TI) dapat melalui 






















pengguna layanan TI 
yang sudah 
ditentukan fungsi 
mana yang akan 
memenuhi request 
tersebut 



























layanan yang sudah 
dilaporkan telah 
dipenuhi oleh 






Tabel 5.7 Kondisi Kekinian Proses Access Management 

















receive request untuk 
penerimaan 
permintaan layanan 
yang diajukan oleh 
pengguna layanan TI 
kepada pihak service 
desk melalui email, 
RFC, website atau 
telepon 
Aktivitas Kondisi Kekinian Justifikasi 



















kepala dinas atau 
kepala seksi. 
permintaan akses 
terhadap layanan TI 
dengan meliputi dua 
perspektif: 























































providing rights untuk 
menyediakan hak 
akses terhadap 





diberikan hak untuk 
mengakses layanan 
yang diminta 










check and monitor 
identity status untuk 
memantau status hak 
akses pengguna 
terhadap layanan TI 
apabila terdapat 
perubahan. Perubahan 




• Pemindahan  







Aktivitas Kondisi Kekinian Justifikasi 
Log and Track 
Access 
tidak dilakukan log 






Tidak perlu dilakukan 









permintaan hak akses 
yang diajukan 
pengguna tetapi tidak 
melakukan 
pemantauan hak akses 
yang mencurigakan 














remove or resist 
access untuk 
mencabut hak akses 
pengguna. 





• Kematian  
• Pengunduran diri  
• Pemecatan  















B. Kebijakan (Aktivitas) 
Kegiatan penyusunan tata kelola e-government ini juga 
merupakan implementasi dari Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Nasional dan Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
e-Government mencakup terkait prosedur aktivitas 
(Standard Operating Procedure / SOP), formulir 
pendukung, standar layanan, dan unit pendukung 
pelaksana.  
 
C. Struktur Organisasi (People) 
Pemerintahan Kota Madiun memiliki OPD Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) yang bertugas 
melakukan penanganan terhadap layanan yang dilaporkan 
oleh user  terkait insiden, permintaan layanan dan 
permintaan akses serta melakukan pemantauan status 
layanan dan berperan dalam menentukan permasalahan. 
Berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun pada seksi Layanan 
Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Eletronik yang 





















Gambar 5.11 Struktur Organisasi Dinkominfo 
 
Struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa service desk 
terdiri atas lima jabatan utama yang masing-masing terdiri 
atas satu orang staff yang bertugas sebagai Staff Verifikator 
Keuangan, dua orang staff yang bertugas sebagai Staff 
Pranata Komputer, tiga orang staff yang bertugas sebagai 
Tenaga Outsourcing Implementator E-goverment, dua orang 
staff yang bertugas sebagai Tenaga Outsourcing Website 
Administrator dan tiga orang staff yang bertugas sebagai 
Tenaga Outsourcing Jaringan Komputer. Terdapat 1 orang 
Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan Elektronik yang bertanggung jawab terhadap 
service desk. 
 
D. Sumber Daya Manusia (people) 
Terdapat beberapa jabatan yang berperan terhadap 
pengelolaan layanan teknologi informasi yang dikelola oleh 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun pada Seksi 
Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik 
yang terlibat dalam penanganan layanan. Masing-masing 
jabatan memiliki peran masing-masing berdasarkan 
Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian 





dan Informatika Walikota Madiun dalam melakukan 
penanganan layanan teknologi informasi sesuai dengan tabel 
5.8. 
 
      Tabel 5.8 Jabatan Berdasarkan Kondisi Kekinian 
Jabatan Tanggung Jawab 
Kepala Seksi Layanan 








Membantu dalam melakukan 









Membantu dalam melakukan 












publik di lingkungan 
pemerintahan dan non 





layanan Pusat Application 















Permasalahan yang muncul pada kondisi kekinian 
berdasarkan hasil wawancara antara lain sebagai berikut: 
❖ Incident management 
✓ Tidak dilakukan pencatatan maupun perekapan 
masalah yang dilaporkan oleh user 
✓ Tidak dilakukan prioritisasi terhadap masalah 
✓ Tidak dilakukan dokumentasi terkait penanganan 
masalah yang telah dilakukan 
✓ Pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD 
yang mempunyai staff TI) tidak secara aktif 
berkomunikasi dengan pengguna 
❖ Request fulfillment 
✓ Tidak dilakukan pencatatan maupun perekapan 
permintaan yang dilaporkan oleh user 
✓ Tidak dilakukan kategorisasi terhadap permintaan 
layanan  
✓ Tidak dilakukan prioritisasi terhadap permintaan 
layanan 
✓ Tidak dilakukan dokumentasi terkait penanganan 
permintaan layanan yang telah dilakukan 
✓ Pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD 
yang mempunyai staff TI) tidak secara aktif 
berkomunikasi dengan pengguna 
❖ Access management 
✓ Belum memiliki kebijakan pencabutan akses 
pengguna 
❖ Problem management 






✓ Tidak dilakukan pencatatan maupun perekapan 
insiden berulang 
✓ Tidak dilakukan kategorisasi terhadap insiden 
berulang 
 
5.1.1.3. Kondisi Harapan Penanganan Layanan pada pihak 
pengelola layanan TI 
Pada bagian ini akan membahas mengenai kondisi harapan 
terhadap pengelolaan layanan TI. Kondisi harapan didapatkan 
dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang 
terkait dalam bagian pengelola layanan TI Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun yaitu bapak Noor Aflah, S.Kom 
selaku Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan Eletronik, bapak Tunggul Priyono, ST selaku 
staff Pranata Komputer, dan ibu Dewi Aulia Suryo, A.Md 
selaku staff Pranata Komputer. Wawancara dilakukan pada 
tanggal 12 Maret - 23 Maret 2018 dan 11 April - 06 Juli 2018. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk 
kondisi harapan disesuaikan dengan kondisi ideal menurut 
standar acuan ITIL V3 pada setiap aktivitasnya. Untuk hasil 
wawancara secara lengkap dan detail dapat dilihat pada 
Lampiran B. 
Dalam melakukan analisis kondisi harapan yang berdasarkan 
standart acuan ITIL V3 terdapat 4 aspek penting dalam 
mendesain sebuah layanan TI pada tahapan service design. 
Keempat aspek penting ini digunakan Karena sesuai dengan 
standart ITIL dalam melakukan persiapan dan perencanaan 
yang efektif dan efisien. Keempat aspek tersebut antara lain 
yaitu: 
• People : Merupakan pihak yang terlibat dalam layanan TI 
dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing 
• Processes : Merupakan tindakan, aktivitas, prosedur, 





• Product : Merupakan aspek teknologi, infrastruktur, 
aplikasi, sistem manajemen yang digunakan untuk 
menyediakan layanan TI 
• Partners : Merupakan pihak pendukung yang terlibat dalam 
penyediaan layanan TI seperti suppliers, vendor dan 
Manufacture 
Dalam penlitian ini, hanya terdapat dua dari empat aspek yang 
digunakan, diantaranya adalah aspek people dan processes. 
Peneliti menggunakan aspek tersebut dikarenakan 
berrdasarkan standard acuan. Organisasi akan merasakan 
keuntungan dari penggunaan ITIL ketika terdapat kesesuaian 
dan kejelasan terhadap proses dan pihak yang terkait dengan 
proses. Oleh karena itu peneliti menggunakan dua aspek dari 
empat aspek yang digunakan berdasarkan hasil dari 
wawancara terkait kondisi harapan. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan sebelumnya pihak pengelola 
layanan TI menginginkan semuanya terstandarisasi sesuai 
dengan standart acuan. 
 
A. Aktivitas (Processes) 
Berdasarkan standar acuan menurut ITIL V3 pada level service 
operation. Terdapat lima proses dalam service operation yaitu 
event management, incident management, request fulfillment, 
access management dan problem management yang terkait 
dalam aktivitas penanganan layanan. Berikut ini merupakan 
visualisasi kondisi harapan terkait incident management, 
request fulfillment, access management dan problem 












Berikut ini merupakan visualisasi kondisi harapan yang disesuaikan dengan standar acuan terkait penanganan 

















Berikut ini merupakan visualisasi kondisi harapan yang disesuaikan dengan standar acuan terkait penanganan 

















Berikut ini merupakan visualisasi kondisi harapan yang disesuaikan dengan standar acuan terkait penanganan 



















Berikut ini merupakan visualisasi kondisi ideal yang disesuaikan dengan standar acuan terkait penanganan 






Gambar 5.15 Kondisi Ideal Penanganan Access Management 
  
Berdasarkan kondisi harapan mengenai penanganan layanan yang diharapkan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) telah dilakukan divisualisasikan tersebut, dapat dilakukan 
pemetaan kondisi harapan berdasarkan aktivitas yang terdapat dalam standar acuan. Berikut ini merupakan 





Tabel 5.9 Kondisi Ideal Proses Incident Management 




mengenali insiden yang 
dapat dilakukan dengan 
menerima laporan dari 
beberapa media. Pelaporan 
masalah yang dapat 
diterima oleh service desk 
melalui berbagai media 
melalui web interface, 












secara detail mengenai 
insiden yang dilaporkan 
oleh pengguna terkait 
beberapa item antara lain: 
• ID insiden 
• Kategorisasi insiden 
• Urgensi insiden 
• Dampak insiden 
• Prioritas insiden 
• Tanggal/waktu 
insiden dicatat 
• Nama orang/pihak 
yang mencatat insiden 
• Metode notifikasi 




















• Status insiden (active, 
waiting, closed, dsb) 
• CI yang berhubungan 
• Pihak/orang yang 
mendukung alokasi 
insiden 
• Problem/known error 
yang berhubungan 






• Kategori penutupan 
• Tanggal/waktu 
penutupan insiden 
Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Incident 
Categorization 
Service desk melakukan 
kategorisasi insiden 
berdasarkan jenis layanan, 
komponen dan spesifik 










Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Incident 
Prioritization 




impact dampak dan 
urgensi insiden tersebut 
untuk mengetahui insiden 













terlebih dahulu. Namun, 
terdapat beberapa target 
resolution time sebagai 
target waktu ideal 
penanganan layanan yang 
telah disediakan oleh ITIL. 
 
Berikut ini merupakan 




• Jumlah layanan yang 
terkena dampak 
penanganan aktivitas 
• Pengguna / unit bisnis 










High 1 2 3 
Medi
um 
2 3 4 









1 Critical 1 hour 














• Level / jabatan 
pengguna yang 
melakukan pelaporan 
• Tingkat keuangan jika 
insiden ditangani atau 
tidak 
• Dampak terhadap 




Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Initial 
Diagnosis 
Service desk melakukan 
upaya penanganan 
terhadap insiden yang 
dilaporkan dengan 
menggumpulkan seluruh 












insiden apabila service 
desk tidak dapat 
menangani insiden 
tersebut dan eskalasi 
dilakukan secara: 
• Fungsional 
Eskalasi dilakukan oleh 
tim teknis apabila 
insiden tersebut 
membutuhkan 
















lebih lanjut apabila 
insiden tidak dapat 
ditangan oleh tim teknis 










setelah dilakukan eskalasi 
terkait insiden yang 
dilaporkan oleh pengguna 
mencakup aktivitas: 
• Menetapkan apa yang 
salah terhadap layanan 
TI 
• Memahami urutan dari 
kronologis 
permasalahan 





• Mencari pengetahuan 













terkait solusi penanganan 
insiden oleh pihak yang 
menangani insiden 
tersebut dan memastikan 














Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Incident 
Closure 
• Service desk 
memberikan informasi 
kepada pelapor insiden 
bahwa penanganan 
insiden telah selesai 
dilakukan 
• Service desk 
memastikan bahwa 
pengguna puas terhadap 
penanganan insiden 
yang telah dilakukan 
dengan melakukan 
survei kepuasan 
• Service desk melakukan 
update status 
penanganan terkait 
insiden yang dilaporkan 
pengguna 




tidak sesuai akan 
dilakukan perbaruan  
• Service desk 
memastikan bahwa 
pencatatan insiden telah 
terisi dengan lengkap 
dan benar 
• Service desk melakukan 
penutupan terkait 














Tabel 5.10 Kondisi Ideal Proses Problem Management  




pendeteksian masalah yang 
sering terjadi secara 
berulang. Identifikasi dapat 
dikenali melalui service 
desk, event management, 














secara detail dan lengkap 
mengenai insiden yang 
sering terjadi secara 
berulang terkait dengan 
beberapa item antara lain: 
• Detail pengguna 
• Detail layanan 
• Detail perlengkapan 
• Waktu pencatatan 
permasalahan 
• Detail kategorisasi 
• Detail prioritas 
• Deskripsi insiden 
• Nomor pencatatan 
insiden 









Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Problem 
Categorization 
Service desk melakukan 
aktivitas pengkategorisasian 
masalah secara multi level 
dengan menyesuaikan 











berdasarkan jenis insiden 
berulang yang terjadi 
(insiden), komponen apa 
yang terjadi insiden 
berulang (insiden), serta 
termasuk pada kategori 
layanan apa komponen 









Investigasi dan diagnosi 
akar penyebab 
permasalahan dilakukan 
guna mengetahui solusi 
penanganan yang sesuai. 
Dilakukan dengan bantuan 
KEBD untuk menangani 
permasalahan (problem) 



















• Akar penyebab 
permasalahan 
• Penyelesaian sementara 
yang dilakukan 
• Kaitannya dengan 












• Status penanganan 
permasalahan 
 






jika sudah dilakukan 
identifikasi terkait solusi 









Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Problem 
Closure 
• Adanya aktivitas 
penutupan terhadap 
permasalahan yang telah 
dilakukan penanganan  
• Adanya aktivitas 
pengecekan terhadap 
kelengkapan pencatatan 
















yang dilakukan untuk jenis 
atau kategori permasalahan 
yang besar, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan 
evaluasi dalam memperoleh 















Tabel 5.11 Kondisi Ideal Proses Request Fulfillment 
Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Receive 
Request 
Service desk dapat 
menerima permintaan 
layanan melalui berbagai 














secara detail mengenai 
permintaan layanan yang 
dilaporkan oleh pengguna 
terkait beberapa item antara 
lain: 
• ID request 
• Kategorisasi permintaan 
layanan 
• Urgensi permintaan 
layanan 
• Dampak permintaan 
layanan 





• Nama orang/pihak yang 
mencatat permintaan 
layanan 
• Metode notifikasi 
(telepon, email, web, 















• Anggaran jika berkaitan 
dengan biaya 
• Jam kerja permintaan 
layanan 
• Status permintaan 
layanan (in progress, 
waiting, authorization, 
closed, dsb) 
• CI yang berhubungan  








Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request 
Categorization 
Service desk melakukan 
kategorisasi permintaan 
pengguna, sebagai berikut: 
• Berdasarkan layanan: 
request dikategorikan 
sebagai bagian dari 
layanan yang 
ditawarkan 
• Berdasarkan aktivitas: 
request dikategorikan 
sebagai tipe aktivitas 












• Berdasarkan tipe: 
request dikategorikan 
sebagai jenis request 
• Berdasarkan fungsi: 
request dikategorikan 
sesuai fungsi mana yang 
digunakan untuk 
pemenuhan  
• Berdasrkan tipe CI:  
request dikategorikan 
oleh tipe CI yang 
berdampak 
 
Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request 
Prioritization 
Service desk melakukan 
prioritasi pemenuhan 
permintaan layanan dengan 
memperhatikan factor 
impact dampak dan urgensi 










High 1 2 3 
Medi
um 
2 3 4 































Berikut ini merupakan 
beberapa faktor yang bisa 
dijadikan pertimbangan 
dalam menentukan dampak: 
• Jumlah layanan yang 
terkena dampak 
penanganan aktivitas 
• Pengguna / unit bisnis 
yang terkena dampak 
penanganan 
• Level / jabatan pengguna 
yang melakukan 
pelaporan 
• Tingkat keuangan jika 
permintaan layanan dapat 
dipenuhi atau tidak 
• Dampak terhadap 
reputasi jika tidak 
dipenuhi 







Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request 
Authorization 
• Service desk memastikan 
permintaan pengguna 
terkait layanan disetujui 
pihak yang berwenang 
dalam menyetujui 
pemenuhan permintaan 
yang diajukan pengguna. 
• Service desk memberikan 













permintaan tidak dapat 
dipenuhi. 
Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request 
Review 
Service desk meninjau 
kembali permintaan dari 
pengguna: 
• Apabila permintaan 
dapat dipenuhi maka 
dilakukan pemenuhan 
oleh pihak service desk 
• Apabila permintaan 
tidak dapat dipenuhi 
maka akan dieskalasi 
kepada pihak yang ahli 








Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request Model 
Execution 
Penentuan request model 




procedure yang sesuai untuk 
memenuhi permintaan 
pengguna). 
Berikut ini terdapat dua 
kondisi pemenuhan 
permintaan layanan yang 
kemungkinan bisa terjadi: 
• Apabila CI berubah, 
maka akan masuk ke 
dalam proses change 
management 
• Apabila CI tidak 












akan dipenuhi oleh 
penyedia layanan. 
Tetapi jike permintaan 
layanan tersebut tidak 
dapat dipenuhi maka 
akan dikembalikan 
kepada pengguna 
Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Request 
Closure 
• Service desk memberikan 
informasi kepada pelapor 
permintaan layanan 
bahwa pemenuhan 
permintaan layanan telah 
selesai dilakukan 
• Service desk memastikan 
bahwa pengguna puas 
terhadap pemenuhan 
permintaan layanan yang 
telah dilakukan dengan 
melakukan survei 
kepuasan 
• Service desk melakukan 
update status pemenuhan 
permintaan layanan 
terkait permintaan 
layanan yang dilaporkan 
pengguna 


















• Service desk memastikan 
bahwa pencatatan 
permintaan layanan telah 
terisi dengan lengkap dan 
benar 
• Service desk melakukan 
penutupan terkait 
permintaan layanan yang 
telah diselesaikan 
 
Tabel 5.12 Kondisi Ideal Proses Access Management 





akses yang dapat diterima 
oleh service desk melalui 
berbagai media seperti 
change request, service 








Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Verification  Service desk melakukan 
verifikasi permintaan akses 
berdasarkan profil dan 
identitas pengguna dengan 
melibatkan dua perspektif: 
• Pengguna yang 
meminta akses adalah 
pengguna yang sesuai 
dengan identitas 
sebenarnya 
• Pengguna yang 
mempunyai prasyaratan 






















✓ Authorisasi kepada 
pihak manajer yang 
terkait 





Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Providing 
Rights 
Service desk menyediakan 
akses layanan kepada 
pengguna yang telah 
terverifikasi sesuai dengan 














status akses pengguna 
layanan apabila terdapat: 
• Perubahan pekerjaan 
• Pemindahan divisi 
• Pengunduran diri 















Aktivitas Kondisi Ideal Keterangan 
Remove or 
Resist Access 
Pencabutan hak akses 
dilakukan apabila pengguna 
mendapati situasi: 
• Kematian 
• Pengunduran diri 
• Pemecatan  
• Pergantian jabatan 










B. Kebijakan (Processes) 
Kegiatan penyusunan tata kelola e-government ini juga 
merupakan implementasi dari Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Nasional dan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan e-Government mencakup 
terkait prosedur aktivitas (Standard Operating Procedure / 
SOP), formulir pendukung, standar layanan, dan unit 
pendukung pelaksana. Selain itu selaras dengan hasil 
wawancara yang telah dilakukan bahwa penggunaan ITIL V3 
akan dijadikan sebagai standard acuan dalam pelaksanaan e-
government yang terstandarisasi. Adanya sertifikasi ITIL V3 
akan meningkatkan nilai dari penerapan tata kelola TI di 
lingkungan Pemerintahan Kota Madiun. 
 
C. Struktur Organisasi (People) 
Dalam melakukan penanganan insiden yang sesuai standar 
acuan ITIL V3 maka terdapat usulan menambahkan level 
support berdasarkan kondisi kekinian struktur organisasi 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun yang disesuaikan 
dengan standar. Berikut ini merupakan gambaran usulan 
penambahan level support pada struktur organisasi Dinkominfo 




















Gambar 5.17 Usulan Level Support 
 
D. Sumber Daya Manusia (People) 
Terdapat beberapa pelaksana yang berperan terhadap 
pengelolaan layanan teknologi informasi yang dikelola oleh 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun pada Seksi Layanan 
Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik yang terlibat 
dalam penanganan layanan. Dengan menambahkan level 
support pada masing-masing peran untuk masing-masing 
jabatan sesuai sebagai berikut[27]. 
Tabel 5.13 Deskripsi Peran Level Pelaksana (1) 


















Sebagai titik komunikasi 
utama dengan klien 
Berupaya melakukan 
penyelesaian masalah klien 
Melakukan eskalasi kepada 




seluruh aktivitas yang 
berkaitan dan berhubungan 
dengan klien 
Level 2 Teknisi 
Membantu melakukan 
penyelesaian masalah klien 
yang tidak dapat 




masalah klien kepada service 
desk 
Berperan menyelesaikan 




Tabel 5.14 Peran Setiap Level Pelaksana (2) 
Jabatan 
Peran dan Tanggung 
Jawab 
Kepala Seksi Layanan 
Aplikasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan Elektronik 
Sebagai teknisi yang 




Staff Verifikator Keuangan 
Sebagai service desk 
operator yang membantu 










inventaris dinas sesuai 
ketentuan perundang-
undangan 
Staff Pranata Komputer 
Sebagai service desk 
operator dan knowledge 
manager yang membantu 
dalam melakukan kegiatan 









untuk mendukung layanan 
interoperabilitas dan 
interkonektivitas layanan 
publik di lingkungan 
pemerintahan dan non 
pemerintah (Stakeholder 
Smart City) 
Tenaga Outsourcing Website 
Administrator 
Sebagai teknisi yang 
membantu melaksanakan 
layanan Pusat Application 




Sebagai teknisi yang 
membantu melaksanakan 
layanan interkoneksi 







E. Harapan  
Harapan mendatang terkait aktivitas penanganan layanan 
teknologi informasi yang disampaikan saat wawancara oleh 
narasumber antara lain sebagai berikut: 
• Terdapat aktivitas pencatatan untuk setiap pelaporan 
masalah atau permintaan melalui sistem 
• Bagian yang bertanggung jawab terkait penanganan layanan 
yang dieskalasikan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) harus 
lebih cepat dalam memberikan tanggapan  
• Adanya aktivitas perekapan dan pendokumentasian yang 
dilakukan secara sistematis guna memudahkan dalam 
melakukan laporan akhir tahun 
• Adanya pengelompokan masalah yang disesuaikan dengan 
jenis layanannya 
• Terdapatnya sistem yang memudahkan dalam melakukan 
pemantauan mengenai status penanganan layanan yang 
sedang dikerjakan 
• Pembuatan prosedur yang tidak terlalu rumit agar mudah 
diikuti dan digunakan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) dan user 
 
5.2. Hasil Observasi 
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 
proses penanganan layanan yang dilakukan oleh pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai 
staff TI). Berikut ini merupakan hasil observasi yang didapat 
melalui wawancara dan form survey yang telah dilakukan untuk 
setiap proses penanganan layanan yang dilakukan oleh pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai 
















1 Incident Identification 
Melakukan identifikasi dari 
pelaporan user  
2 Incident Logging 





Dilakukan kategorisasi guna 
menentukan PIC  
4 Incident Prioritization 
Tidak dilakukan prioritisasi 
penanganan  
5 Initial Diagnosis 
Melakukan upaya 
penanganan insiden terlebih 
dahulu yang berasal dari 
informasi terdahulu 
6 Functional Escalation 
Dilakukan eskalasi kepada 





Dilakukan eskalasi kepada 
ketua seksi dan bagian 












terhadap solusi penanganan 
insiden 
10 Incident Closure 
Dilakukan penutupan 
insiden terkait penyelesaian 
insiden 
Request Fulfillment 
1 Receive Request 
Melakukan penerimaan 










Request Logging and 
Validation 
Tidak dilakukan pencatatan 
permintaan layanan 
3 Request Categorization 
Dilakukan kategorisasi guna 
menentukan PIC 
4 Request Prioritization 
Tidak dilakukan prioritisasi 
penanganan 












8 Request Closure 
Dilakukan penutupan 
permintaan layanan terkait 
pemenuhan permintaan 
layanan yang diajukan 
Access Management 
1 Receive Request 
Melakukan penerimaan 





3 Provide Rights 
Menyediakan akses kepada 
user sesuai dengan yang 
diajukan 
4 
Check and Monitor 
Identity Status 
Tidak melakukan 
pemantauan terkait akses 
yang mencurigakan 
5 
Remove or Resist 
Access 
Dilakukan pencabutan hak 











1 Problem Detection 
Dilakukan identifikasi 
terkait pelaporan masalah 
yang sering terjadi secara 
berulang dan rapat tidak 
dilakukan secara terjadwal 
2 Problem Logging 










Dilakukan investigasi dan 
diagnosis akar penyebab 
permasalahan 
5 Raise Known Error 
Tidak melakukan pencatatan 
mengenai hasil 
penangananan akar 
penyebab insiden yang 
terjadi secara berulang 
6 Problem Resolution 
Menetapkan solusi 
penanganan permasalahan 
7 Problem Closure 
Melakukan penutupan 
penanganan permasalahan 
8 Major Problem Review 




5.3 Hasil Review Dokumen  
Berdasarkan perancangan penggalian data yang dilakukan yaitu 
dengan melakukan review dokumen, didapatkan sebuah 
informasi mengenai dokumen yang dimiliki oleh Pemerintahan 
Kota Madiun. Berikut ini merupakan dokumen yang akan 
direview antara lain sebagai berikut: 
1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 





Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi 
dan Informatika Walikota Madiun 
Dokumen tersebut berisikan terkait tupoksi untuk masing-
masing jabatan pegawai dan struktur organisasi 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun. Dengan 
demikian, melalui dokumen ini dapat diketahui tugas 
pokok Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun guna 
mendukung penelitian tugas akhir ini. Tupoksi tersebut 
nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun 
peran pelaksanaan pada dokumen SOP incident 
management, request fulfillment, problem management 
dan access management. 
 
2. Dokumen SOP pengelolaan gangguan permasalahan 
tahun 2017  
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun memiliki SOP 
pengelolaan gangguan permasalahan yang digunakan 
untuk melakukan pengelolaan permasalahan pada 
Pemerintahan Kota Madiun. Dokumen tersebut 
memamparkan mengenai prosedur-prosedur yang perlu 
dilakukan untuk mengelola permasalahan user terhadap 
layanan. Dokumen tersebut menjelaskan mengenai 






BAB 6  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari proses 
penggalian data yang telah dilakukan, hasil penelitian yang 
dihasilkan serta pembahasan menyeluruh mengenai pengerjaan 
tugas akhir ini. Luaran dari bab ini berupa pembahasan 
penelitian dan produk penelitian. 
6.1. Analisis Kesenjangan  
Analisis kesenjangan dilakukan dengan cara menganalisis 
kondisi kekinian Pemerintahan Kota Madiun berdasarkan 
aktivitas yang terdapat didalam standar acuan dan 
membandingkannya dengan kondisi ideal menurut ITIL V3 
pada level service operation. Selanjutnya dilakukan pemetaan 
antara kondisi kekinian dan kondisi ideal untuk memudahkan 
dalam mengetahui kesenjangan yang terjadi pada pengelolaan 
layanan TI Pemerintahan Kota Madiun, sehingga analisis 
kesenjangan ini digunakan untuk mengetahui adanya ketidak 
sesuaian antara kondisi kekinian dengan kondisi ideal menurut 
standar acuan. Berikut ini merupakan pemetaan hasil analisis 
kesenjangan dari semua proses dengan melakukan 
perbandingan antara kondisi kekinian dengan kondisi ideal 
menurut standar acuan ITIL V3 sebagai berikut: 
 
• Analisis Kesenjangan Incident management 
Berikut ini merupakan pemetaan untuk proses bisnis 
pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun terkait 
kondisi kekinian dan kondisi ideal proses incident management  







Tabel 6.1 Analisis Kesenjangan Incident Management 
Incident Identification 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses  Insiden diidentifikasi 
menggunakan berbagai 
media pelaporan 
melalui surat, telepon, 
atau secara langsung 
tetapi belum adanya 
pelaporan yang 
menggunakan aplikasi 
seperti service desk 
Merupakan aktivitas 
mengenali insiden yang 
dapat dilakukan dengan 
menerima laporan dari 
beberapa media. 
Pelaporan masalah yang 
dapat diterima oleh 
service desk melalui 
berbagai media melalui 
web interface, phone 
call, email. 
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
sudah dapat menerima pelaporan masalah dari berbagai 
media pelaporan melalui surat, telepon atau secara langsung. 
Namun belum dilakukan pencatatan melalui web interface 
Incident Logging 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 




• Nama pelapor 
• Tanggal 
pengaduan 





• Media Pelaporan 
• Deksripsi Masalah 
Melakukan pencatatan 
secara detail mengenai 
insiden yang dilaporkan 
oleh pengguna terkait 
beberapa item antara 
lain: 
• ID insiden 
• Kategorisasi insiden 
• Urgensi insiden 
• Dampak insiden 







• Hasil Penanganan 
Masalah 




sehingga formulir yang 
dibuat oleh Dinkominfo 
tidak berjalan dengan 
semestinya sedangkan 
OPD yang mempunyai 




• Nama orang/pihak 
yang mencatat 
insiden 









(telepon, email, dsb) 
• Deskripsi 
permasalahan 
• Status insiden 
(active, waiting, 
closed, dsb) 
• CI yang 
berhubungan 




















Pencatatan insiden tidak dilakukan, sehingga tidak adanya 
dokumentasi tertulis untuk setiap insiden yang dilaporkan 
oleh pengguna. 
Incident Categorization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
staff TI) melakukan 
kategorisasi insiden 
berdasarkan jenis 
layanan, komponen dan 
spesifik insiden. Setelah 
insiden masuk, maka 
akan langsung 
dilakukan kategorisasi 




Service desk melakukan 
kategorisasi insiden 
berdasarkan jenis 
layanan, komponen dan 




Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standart karena 
pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) sudah melakukan kategorisasi insiden 
sesuai dengan jenis layanan, komponen dan spesifik insiden 
yang dilihat dengan kebutuhan organisasi. 
Incident Prioritization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 












dampak dan urgensi 
insiden tersebut untuk 
mengetahui insiden mana 











dahulu. Namun, terdapat 
beberapa target resolution 
time sebagai target waktu 
ideal penanganan layanan 
yang telah disediakan oleh 
ITIL. 
 
Berikut ini merupakan 




• Jumlah layanan yang 
terkena dampak 
penanganan aktivitas 
• Pengguna / unit bisnis 










High 1 2 3 
Medi
um 
2 3 4 



























• Level / jabatan 
pengguna yang 
melakukan pelaporan 
• Tingkat keuangan jika 
insiden ditangani atau 
tidak 
• Dampak terhadap 
reputasi jika tidak 
ditangani 
• Kebijakan penanganan 
insiden 
Kesenjangan 
• Tidak dilakukan prioritisasi dalam melakukan penanganan 
untuk setiap pelaporan  
• Tidak adanya target waktu minimal yang dibutuhkan dalam 
melakukan penangan insiden untuk setiap level insiden 
yang terjadi 
Initial Diagnosis 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 









dan keluhan yang 
dilaporkan oleh 
pengguna atas insiden 
yang terjadi. 
• Penanganan yang 
dilakukan oleh pihak 
pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan 
Service desk melakukan 
upaya penanganan 
terhadap insiden yang 
dilaporkan dengan 
menggumpulkan seluruh 
















Sudah sesuai dengan kondisi ideal berdasarkan standart 
karena pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) melakukan upaya penanganan insiden 
terlebih dahulu, namun belum dilakukan dokumentasi 
Incident Escalation 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
staff TI) akan 
melakukan eskalasi 
apabila insiden tersebut 
tidak dapat ditangani 
dan akan diteruskan 
oleh: 
Teknisi 
Apabila pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo 
dan OPD yang 
mempunyai staff TI) 
tidak mampu 
melakukan penanganan 
dengan cara biasa maka 
akan dieskalasi kepada 
tim teknis yaitu pihak 
Dinkominfo, pusat, dan 
pihak ketiga sehingga 
Melakukan eskalasi 
insiden apabila service 
desk tidak dapat 
menangani insiden 
tersebut dan eskalasi 
dilakukan secara: 
Fungsional 
Eskalasi dilakukan oleh 
tim teknis apabila insiden 
tersebut membutuhkan 





lebih lanjut apabila 
insiden tidak dapat 
ditangan oleh tim teknis 






insiden tersebut akan 
ditangani olah orang 
yang lebih ahli dalam 
bidang tersebut 








apabila insiden tersebut 
benar-benar tidak dapat 
diselesaikan dengan 





Sudah sesuai dengan kondisi ideal berdasarkan standart 
karena pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) akan melakukan eskalasi kepada pihak 
yang lebih ahli dalam menangani insiden tersebut 
dikarenakan pengelola layanan TI mempunyai tim teknisi 
yaitu pihak Dinkominfo, pusat, dan pihak ketiga untuk 
melakukan eskalasi terkait insiden yang disampaikan oleh 
pengguna. 
Investigation and Diagnosis 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Mengumpulkan 
informasi terkait insiden 
yang dilaporkan oleh 
pengguna sehingga 
pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
staff TI) akan 




eskalasi terkait insiden 







yang terjadi dan akan 
disampaikan kepada 
pihak yang dilakukan 
eskalasi mengenai 
insiden yang terjadi, 
tetapi informasi yang 
disampaikan sebatas 
penetapan insiden saja 
tanpa melihat alur 
kronologis insiden dan 
hal apa saja yang 
memicu insiden 
tersebut. 
• Menetapkan apa yang 
salah terhadap 
layanan TI 
• Memahami urutan 
dari kronologis 
permasalahan 





• Mencari pengetahuan 
dengan analisis daftar 
insiden sebelumnya 
Kesenjangan 
Tidak adanya penginformasikan secara jelas kepada pihak 
yang dilakukan eskalasi terkait penjelasan informasi insiden 
yang telah dilaporkan oleh pengguna. 
Resolution and Recovery 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Penerapan terhadap 
solusi penanganan 
insiden yang telah 
dilakukan oleh pihak 
pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD 
yang mempunyai staff 
TI) dan tim eskalasi 
tekait pelaporan dari 
pengguna mengenai 





oleh pihak yang 
menangani insiden 






Sudah sesuai dengan kondisi ideal berdasarkan standart 
karena tim eskalasi sudah melakukan penanganan insiden 
sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak pengelola 





namun belum dilakukan dokumentasi terkait tahapan-tahapan 
penyelesaian yang dilakukan 
Incident Closure 





tetapi untuk permintaan 
feedback, pencatatan 
insiden, dan update 
status penanganan 
insiden masih belum 
dilakukan. 
• Service desk 
memberikan 
informasi kepada 
pelapor insiden bahwa 
penanganan insiden 
telah selesai dilakukan 








• Service desk 
melakukan update 
status penanganan 
terkait insiden yang 
dilaporkan pengguna 





tidak sesuai akan 
dilakukan perbaruan  
• Service desk 
memastikan bahwa 
pencatatan insiden 
telah terisi dengan 





• Service desk 
melakukan penutupan 
terkait insiden yang 
telah diselesaikan  
Kesenjangan 
• Tidak adanya update status penanganan terkait insiden 
yang dilaporkan 
• Pemeriksaan kembali mengenai kategorisasi dan 
kelengkapan pencatatan insiden belum dilakukan 
• Survei kepuasan oleh pelapor terkait perfoma penanganan 
insiden belum dilakukan 
 
• Analisis Kesenjangan Problem management 
Berikut ini merupakan pemetaan untuk proses bisnis 
pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun terkait 
kondisi kekinian dan kondisi ideal proses problem management  
pada tabel 6.2 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.2 Analisis Kesenjangan Problem Management 
Problem Detection 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 








yang terjadi secara 
berulang. Identifikasi 
dapat dikenali melalui 





Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standart karena 









Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
staff TI) tidak 
melakukan pencatatan 
mengenai insiden yang 
sering terjadi secara 
berulang. 
Melakukan pencatatan 
secara detail dan lengkap 
mengenai insiden yang 
sering terjadi secara 
berulang terkait dengan 
beberapa item antara 
lain: 
• Detail pengguna 
• Detail layanan 
• Detail perlengkapan 
• Waktu pencatatan 
permasalahan 
• Detail kategorisasi 
• Detail prioritas 
• Deskripsi insiden 
• Nomor pencatatan 
insiden 
• Penanganan yang 
pernah dilakukan 
Kesenjangan 
Pencatatan untuk insiden yang terjadi secara berulang tidak 
dilakukan pendokumentasian untuk keseluruhan item yang 
seharusnya dilakukan pencatatan. 
Problem Categorization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
staff TI) tidak 
melakukan aktivitas 
pengkategorisasian 
untuk insiden yang 
sering terjadi secara 
berulang. 
Service desk melakukan 
aktivitas 
pengkategorisasian 




yaitu dapat dilakukan 





berulang yang terjadi 
(insiden), komponen apa 
yang terjadi insiden 
berulang (insiden), serta 
termasuk pada kategori 
layanan apa komponen 
insiden berulang tersebut 
(kategori layanan). 
Kesenjangan 
Tidak adanya aktivitas pengkategorisasian untuk insiden 
yang sering terjadi secara berulang, sehingga tidak diketahui 
kategorisasi untuk insiden yang sering terjadi secara 
berulang. 
Problem Investigation and Diagnosis 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 




yang dilakukan terkait 
insiden yang sering 
terjadi secara berulang.  
Investigasi dan diagnosis 
akar penyebab 
permasalahan dilakukan 
guna mengetahui solusi 
penanganan yang sesuai. 
Dilakukan dengan 
bantuan KEBD untuk 
menangani 
permasalahan (problem) 








Tidak adanya KEBD yang berisikan informasi mengenai 
daftar-daftar permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya 
dan solusi penanganan apa saja yang pernah dilakukan guna 
membantu manajemen dalam melakukan investigation dan 





Raise Known Error Record 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Tidak melakukan 
aktivitas pencatatan 
terhadap permasalahan 
terhadap akar penyebab 
permasalahan dari 
insiden yang sering 
terjadi secara berulang, 
selain itu tidak 
dilakukan pencatatan 
terkait solusi 
penanganan dari insiden 











• Kaitannya dengan 
problem record  
• Status penanganan 
permasalahan 
Kesenjangan 
Tidak adanya pencatatan terhadap permasalahan terkait 
insiden yang sering terjadi secara berulang dikarenakan tidak 
dilakukan identifikasi mengenai insiden berulang dan juga 
tidak dilakukan pencatatan mengenai solusi penanganan 
insiden yang sering terjadi secara berulang. 
Problem Resolution 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 








permasalahan, jika sudah 
dilakukan identifikasi 
terkait solusi 
permasalahan yang benar 
dan sesuai. 
Kesenjangan 
Tidak dilakukan pencatatan terkait insiden yang sering terjadi 
secara berulang sehingga tidak ada pencatatan terkait solusi 







Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 





insiden yang sering 
















• Tidak adanya aktivitas penutupan terkait permasalahan 
yang telah dilakukan penanganannya 
• Tidak adanya aktivitas pengecekan terkait kelengkapan 
pencatatan item permasalah sebelum dilakukan 
penutupan 
Major Problem Review 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 









dilakukan untuk jenis 
atau kategori 
permasalahan yang 
besar, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan 
evaluasi dalam 
memperoleh 







Tidak  melakukan aktivitas peninjauan permasalahan yang 
bersifat besar (major problem)  
 
• Analisis Kesenjangan Request fulfillment 
Berikut ini merupakan pemetaan untuk proses bisnis 
pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun terkait 
kondisi kekinian dan kondisi ideal proses request fulfillment 
pada tabel 6.3 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.3 Analisis Kesenjangan Request Fulfillment 
Receive Request 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD 




media melalui surat, 
telepon, maupun secara 
langsung, tetapi belum 
adanya pelaporan yang 
menggunakan aplikasi 
seperti service desk 
Service desk dapat 
menerima permintaan 
layanan melalui berbagai 
media surat, email, 
website, telepon.  
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standart karena 
telah menerima pelaporan permintaan layanan dari berbagai 
media pelaporan. Namun belum dilakukan pencatatan 
melalui web interface 
Request Logging and Validation 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 






secara detail mengenai 







• Nama pelapor 
• Tanggal pengaduan 
• Nama PIC 
• Tanggal penanganan 
• Kategori permintaan 
layanan 
• Media Pelaporan 
• Deksripsi 
permintaan layanan 







sehingga formulir yang 
dibuat oleh Dinkominfo 
tidak berjalan dengan 
semestinya sedangkan 
OPD yang mempunyai 






untuk permintaan yang 
diajukan oleh pengguna 
beberapa item antara 
lain: 
• ID request 
• Kategorisasi 
permintaan layanan 
• Urgensi permintaan 
layanan 
• Dampak permintaan 
layanan 





• Nama orang/pihak 
yang mencatat 
permintaan layanan 
• Metode notifikasi 
(telepon, email, web, 




• Anggaran jika 
berkaitan dengan 
biaya 
• Jam kerja permintaan 
layanan 
• Status permintaan 


















Pencatatan permintaan layanan belum dilakukan, sehingga 
tidak adanya dokumentasi tertulis untuk setiap permintaan 
layanan yang dilaporkan oleh pengguna. 
Request Categorization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD 



















sebagai tipe aktivitas 
yang perlu dilakukan 
• Berdasarkan tipe: 
request 
dikategorikan 





• Berdasarkan fungsi: 
request 
dikategorikan sesuai 
fungsi mana yang 
digunakan untuk 
pemenuhan  
• Berdasrkan tipe CI:  
request 
dikategorikan oleh 
tipe CI yang 
berdampak  
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standart karena 
pihak pengelola layanan TI Dinkominfo sudah melakukan 
kategorisasi permintaan layanan. Sehingga untuk kategorisasi 
permintaan layanan berdasarkan aktivitas, fungsi, layanan, 
dan tipe CI masih belum dilakukan. 
Request Prioritization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 




pelaporan yang masuk 
akan segera ditangani 
secepat mungkin. 




factor impact dampak 
dan urgensi berdasarkan 










High 1 2 3 
Medi
um 
2 3 4 






Berikut ini merupakan 




• Jumlah layanan yang 
terkena dampak 
penanganan aktivitas 
• Pengguna / unit bisnis 
yang terkena dampak 
penanganan 
• Level / jabatan 
pengguna yang 
melakukan pelaporan 
• Tingkat keuangan jika 
permintaan layanan 
dapat dipenuhi atau 
tidak 
• Dampak terhadap 

































• Tidak dilakukan prioritisasi dalam melakukan penanganan 
untuk setiap pelaporan 
• Tidak adanya target waktu minimal yang dibutuhkan dalam 
melakukan pemenuhan permintaan layanan untuk setiap 
level permintaan yang dilakukan 
Request Authorization 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Sebelum memenuhi 
permintaan pengguna, 
pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 







dan telah ditanda 
tangani oleh kepala 
dinas atau kepala seksi 
masing-masing. 

















Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) melakukan pemenuhan permintaan yang 
diajukan dengan meminta persetujuan dari kepala dinas atau 
kepala seksi. 
Request Review 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak pengelola layanan 
TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai 
Service desk meninjau 






staff TI) melakukan 




akan dipenuhi oleh 
pengelola layanan TI 
apabila permintaan 
tersebut dapat 
dilakukan oleh pihak 





tersebut tidak dapat 
dipenuhi oleh pihak 
pengelola layanan TI 
• Apabila permintaan 
dapat dipenuhi maka 
dilakukan 
pemenuhan oleh 
pihak service desk 
• Apabila permintaan 
tidak dapat dipenuhi 
maka akan dieskalasi 
kepada pihak yang 
ahli pada bidang 
tersebut 
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) berupaya memenuhi permintaan 
layanan dari pelapor dan akan dieskalasi apabila pemenuhan 
permintaan layanan tersebut tidak dapat ditangani oleh pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI), tetapi belum dilakukan dokumentasi. 
Request Model Execution 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses • Penentuan model 
pemenuhan 
permintaan layanan 




Penentuan request model 










mempunyai staff TI) 

















Berikut ini terdapat dua 
kondisi pemenuhan 
permintaan layanan yang 
kemungkinan bisa 
terjadi: 
• Apabila CI berubah, 
maka akan masuk ke 
dalam proses change 
management 







tersebut tidak dapat 




Tidak adanya alur aktivitas yang menunjukkan atau 
menjelaskan mengenai perubahan pada asset layanan TI, 
apabila dilakukan pemenuhan permintaan layanan tersebut. 
Request Closure 






























yang telah dilakukan 
dengan melakukan 
survei kepuasan 













tidak sesuai akan 
dilakukan perbaruan  




telah terisi dengan 
lengkap dan benar 







layanan yang telah 
diselesaikan  
Kesenjangan 
• Tidak adanya update status pemenuhan permintaan 
layanan terkait permintaan layanan yang dilaporkan 
• Tidak adanya pemeriksaan kembali mengenai kategorisasi 
dan kelengkapan pencatatan permintaan layanan 
• Tidak adanya survei kepuasan oleh pelapor terkait perfoma 
pemenuhan permintaan layanan 
 
• Analisis Kesenjangan Access management 
Berikut ini merupakan pemetaan untuk proses bisnis 
pengelolaan layanan TI Pemerintahan Kota Madiun terkait 
kondisi kekinian dan kondisi ideal proses access management  
pada tabel 6.4 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.4 Analisis Kesenjangan Access Management 
Receive Request 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 





surat, telepon, atau 








akses yang dapat diterima 
oleh service desk melalui 
berbagai media seperti 
change request, service 
request, HR request. 
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 





berbagai media pelaporan permintaan akses. Namun belum 
dilakukan pencatatan melalui web interface 
Verification 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 







yang ditanda tangani 
oleh kepala dinas atau 
kepala seksi. 
Service desk melakukan 
verifikasi permintaan akses 
berdasarkan profil dan 
identitas pengguna dengan 
melibatkan dua perspektif: 
• Pengguna yang 
meminta akses adalah 
pengguna yang sesuai 
dengan identitas 
sebenarnya 
• Pengguna yang 
mempunyai 
prasyaratan sah dalam 
mengakses layanan, 
sebagai berikut: 








✓ Authorisasi kepada 
pihak manajer yang 
terkait 










Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
sudah terdapat aktivitas verifikasi untuk permintaan akses 
dari organisasi yang terkait 
Providing Rights 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pemberian hak akses 
yang dilakukan oleh 
pihak Dinkominfo 
berdasarkan role yang 
dilakukan pengguna. 
Service desk menyediakan 
akses layanan kepada 
pengguna yang telah 
terverifikasi sesuai dengan 
kebutuhan hak akses yang 
diminta. 
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
telah menyediakan akses yang sesuai dengan role semestinya. 
Check and Monitor Identity Status 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 






status akses pengguna 
layanan apabila terdapat: 
• Perubahan pekerjaan 
• Pemindahan divisi 
• Pengunduran diri 
• Kematian  
• Pensiun 
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar karena 
terdapat aktivitas pemantauan status akses pengguna layanan 
sehingga status akses pengguna masih bisa dipantau 
keaktifannya. 
Remove or Resist Access 
Aspek Kondisi Kekinian Kondisi Ideal 
Proses Pihak Dinkominfo 
melakukan 
pencabutan dan 
pembatasan hak akses 















• Pengunduran diri 
• Pemecatan  
• Pergantian jabatan 
• Pemindahan lokasi 
atau divisi  
Kesenjangan 
Sudah sesuai dengan kondisi ideal menurut standar 
dikarenakan adanya aktivitas pencabutan dan pembatasan 
hak akses guna menghindari penyalah gunaan hak akses 







6.1.1. Penilaian Kesenjangan 
Setelah dibandingkan dengan ITIL V3, berikutnya akan diberikan penilaian terhadap kondisi kekinian incident 
management, problem management, request fulfillment dan access management yang ada pada di 
Pemerintahan Kota Madiun terhadap ITIL V3. Berkut ini merupakan hasil penilain per aktivitas untuk setiap 
proses sebagai berikut : 













Aktivitas incident identification 













Aktivitas incident identification 












Sudah dilakukan aktivitas initial 
diagnosis dengan melakukan 













penutupan insiden apabila 




Sudah dilakukan aktivitas 
escalation insiden secara 





Sudah dilakukan aktivitas 
investigation and diagnosis 
tetapi hanya mencakup aktivitas 
menetapkan apa yang salah 





Sudah dilakukan aktivitas 
resolution and discover sengan 






Sudah dilakukan aktivitas 
incident closure dengan 
menginformasikan penanganan, 
insiden telah selesaikan, 
memeriksa kategorisasi serta 





















management sudah dilakukan 



















Sudah dilakukan aktivitas 






Tidak dilakukan aktivitas 





Sudah dilakukan aktivitas 




























Aktivitas receive request sudah 








Sudah dilakukan aktivitas 
request logging and validation 
namun hanya mencakup 





Aktivitas request categorization 












Aktivitas request authorization 
sudah dilakukan sesuai dengan 





Sudah dilakukan aktivitas 
request review dengan meninjau 
permintaan tersebut dapat 
















Sudah dilakukan aktivitas 
request model execution untuk 






Sudah dilakukan aktivitas 
incident closure dengan 
menginformasikan penanganan, 
permintaan telah selesaikan, 


















Aktivitas receive request sudah 




Verification 20% 1 
Aktivitas verification sudah 





Aktivitas providing sudah 

















Aktivitas check and monitor sudah 




Aktivitas remove and resist access 









Dari perhitungan di atas, dapat digambarkan kondisi 
ketercapaian masing-masing proses service operation di 
Pemerintahan Kota Madiun terhadap kerangka kerja ITIL V3. 










Gambar 6.1 Kondisi Ketercapaian Proses 
Rata-rata ketercapaian 
=





Selanjutnya dapat dihitung nilai kesenjangan antara proses 
service operation Pemerintahan Kota Madiun yaitu :  
 
Nilai Kesenjangan = 100% – rata-rata ketercapaian proses  
              = 100% – 57.80%  
              = 42.20% 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kesenjangan 
proses operasional layanan terhadap ITIL V3 adalah sebesar 
42,20%. Hasil penilaian kesenjangan tersebut menunjukkan 
bahwa aktivitas pada proses service operation yang dilakukan 
di oleh Pemerintahan Kota Madiun sepenuhnya belum sesuai 














disebabkan karena tidak ada acuan untuk melaksanakan proses 
service operation sehingga banyak aktivitas yang tidak 
dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan 
perancangan perangkat prosedur sebagai panduan untuk 
melaksanakan rangkaian proses service operation.  
 
6.1.2. Identifikasi Perubahan 
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, dapat dilakukan 
identifikasi perubahan ketika sebuah organisasi mempunyai 
gambaran dalam meningkatkan pelayanan secara optimal 
dengan mengubah kondisi eksisting menuju kondisi ideal 
menurut standar acuan. Berikut ini merupakan pemetaan hasil 
identifikasi perubahan dari semua proses menurut standar acuan 
ITIL V3 sebagai berikut: 
• Identifikasi Incident Management 
Berikut ini merupakan hasil identifikasi perubahan pada proses 
incident management yang ditunjukkan pada tabel 6.9 sebagai 
berikut: 
 





Adanya aktivitas pelaporan insiden dengan 
menggunakan aplikasi service desk  
Incident 
Logging 
Adanya aktivitas mengenai pencatatan 
terkait insiden yang dilaporkan oleh user  
Terdapatnya formulir pencatatan insiden 
melalui aplikasi madiun service desk untuk 
memudahkan dalam mengisikan item apa 
saja yang perlu dicatat  
Incident 
Categorization 
Tidak ada perubahan 
Incident 
Prioritization 
Terdapat acuan dalam penentuan dampak 
dan urgensi yang digunakan untuk 
menentukan level prioritasi penanganan 







Adanya aktivitas prioritasi insiden 
Initial 
Diagnosis 




Adanya dokumentasi mengenai aktivitas 
eskalasi yang dilakukan 
Terdapatnya formulir eskalasi yang 




Adanya aktivitas mengenai investigasi dan 
diagnosis untuk melakukan penanganan 




Adanya aktivitas mengenai penanganan 
insiden dari pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai 




Adanya aktivitas update status penanganan 
dan pengecekan kembali dokumentasi 
pelaporan sebelum dilakukan penutupan 
insiden  
Adanya aktivitas penyampaian mengenai 
formulir survei kepuasan pengguna 
layanan untuk mengetahui perfoma 
penanganan insiden yang dilakukan 
 
• Identifikasi Request Fulfillment 
Berikut ini merupakan hasil identifikasi perubahan pada proses 















Adanya aktivitas pelaporan permintaan 





Adanya aktivitas mengenai pencatatan 
terkait permintaan layanan yang dilaporkan 
oleh user 
Terdapatnya formulir pencatatan 
permintaan layanan melalui aplikasi 
madiun untuk memudahkan dalam 
mengisikan item apa saja yang perlu dicatat 
Request 
Categorization 
Adanya aktivitas kategorisasi permintaan 
layanan  
Terdapatnya daftar kategorisasi permintaan 
layanan sesuai dengan layanan yang terkait 
Request 
Prioritization 
Terdapat acuan dalam penentuan dampak 
dan urgensi yang digunakan untuk 
menentukan level prioritasi penanganan 
permintaan layanan yang dilaporkan 




Tidak ada perubahan 
Request 
Review 
Adanya dokumentasi mengenai aktivitas 
peninjauan pemenuhan permintaan layanan 
Terdapatnya formulir eskalasi yang 




Adanya aktivitas pelaksanaan pemenuhan 
permintaan layanan user dengan melihat 
perubahan aset yang dialami 
Request 
Closure 
Adanya aktivitas update status penanganan 







pelaporan sebelum dilakukan penutupan 
permintaan layanan 
Adanya aktivitas penyampaian mengenai 
formulir survei kepuasan pengguna 
layanan untuk mengetahui perfoma 
pemenuhan permintaan layanan yang 
dilakukan 
 
• Identifikasi Problem Management 
Berikut ini merupakan hasil identifikasi perubahan pada proses 
problem management menurut standar acuan atau yang bisa 
disebut dengan istilah permasalahan maupun insiden berulang 
yang ditunjukkan pada tabel 6.11 sebagai berikut: 
 





Adanya aktivitas mengenai pelaporan 
masalah yang sering terjadi secara berulang 
Problem 
Logging 
Terdapatnya formulir pencatatan mengenai 
permasalahan yang digunakan untuk 
memudahkan mengetahui item apa saja 
yang perlu dicatat 
Adanya aktivitas pencatatan permasalahan 
dengan menggunakan aplikasi service desk 
Problem 
Categorization 
Adanya aktivitas kategorisasi 
permasalahan 
Terdapatnya daftar kategorisasi 





Adanya aktivitas inisiasi untuk 
memanfaatkan penggunaan KEDB dalam 
melakukan investigasi dan diagnosis 









Adanya aktivitas terkait menginisiasi untuk 




Adanya aktivitas dokumentasi terkait 




Adanya aktivitas pengecekan kembali 
terkait pencatatan penanganan 
permasalahan yang telah dilakukan 





Adanya aktivitas peninjauan terkait 
permasalahan yang besar 
 
• Identifikasi Access Management 
Berikut ini merupakan hasil identifikasi perubahan pada proses 
access management yang ditunjukkan pada tabel 6.12 sebagai 
berikut: 
 





Adanya aktivitas pelaporan permintaan 
akses dengan menggunakan aplikasi 
service desk  
Verification Tidak dilakukan perubahan 
Providing 
Rights 












Tidak dilakukan perubahan 
 
6.1.3. Identifikasi Dampak  
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, dapat dilakukan 
identifikasi dampak ketika adanya perubahan yang telah 
dilakukan oleh suatu organisasi guna mengetahui akibat dari 
perpindahan kondisi kekinian menuju kondisi ideal menurut 
standar acuan. Berikut ini merupakan hasil identifikasi dampak 
pada setiap proses menurut standar acuan sebagai berikut:  
 
• Identifikasi Incident Management 
Berikut ini merupakan daftar dampak yang dampak 
diidentifikasi dari  perubahan yang dilakukan pada proses 
incident management yang ditunjukkan pada tabel 6.13 sebagai 
berikut: 
 





Pelaporan insiden yang dilaporkan user 
melalui aplikasi madiun service desk secara 
otomatis akan tercatat dan mempunyai 
record  
Pelapor yang melakukan pelaporan insiden 
dapat dilacak dengan menggunakan record 
yang telah tercatat 
Incident 
Logging 
Adanya aktivitas pencatatan melalui 
aplikasi madiun service desk pada setiap 
insiden yang dilaporkan user untuk item 
pencatatannya berdasarkan  standar acuan 
Mempermudah dalam melakukan 














Adanya aktivitas mengenai prioritasi 
penanganan insiden berdasarkan level 
insiden yang dialami user 
Initial 
Diagnosis 
Adanya aktivitas mengenai diagnosis awal 
yang dilakukan oleh pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) terhadap insiden yang 
dilaporkan user apakah dapat dilakukan 
penanganan atau tidak untuk informasi 
yang didapat terkait penanganan insiden  
Incident 
Escalation 
Adanya aktivitas terkait memberikan 
informasi eskalasi insiden kepada pihak 




Adanya aktivitas mengenai investigation 
dan diagnosis kepada pihak yang dilakukan 
eskalasi guna mengetahui keseluruhan 
informasi insiden melalui pengecekan 




Adanya aktivitas pendokumentasian 
penanganan insiden yang dilakukan oleh 
pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo 
dan OPD yang mempunyai staff TI) dan 
pihak eskalasi mengenai informasi yang 
didapat dari diagnosis awal 
Incident 
Closure 
Adanya aktivitas pengecekan kategorisasi 
dan kelengkapan pencatatan kembali 
sebelum dilakukan penutupan insiden 
Adanya aktivitas survey untuk mengetahui 






• Identifikasi Request Fulfillment 
Berikut ini merupakan daftar dampak yang dampak 
diidentifikasi dari  perubahan yang dilakukan pada proses 
request fulfillment yang ditunjukkan pada tabel 6.14 sebagai 
berikut: 
 





Pengajuan permintaan layanan yang 
dilaporkan user melalui aplikasi madiun 
service desk secara otomatis akan tercatat 
dan mempunyai record  
Pelapor yang melakukan pengajuan 
permintaan layanan dapat dilacak dengan 




Adanya aktivitas pencatatan melalui 
aplikasi madiun service desk pada setiap 
permintaan layanan yang diajukan user 
untuk item pencatatannya berdasarkan  
standar acuan 
Mempermudah dalam melakukan 




Mempermudah untuk mengetahui kategori 




Adanya aktivitas mengenai prioritasi 
penanganan permintaan layanan 








Mempermudah dalam melakukan 







dapat dipenuhi atau perlu dilakukan 
eskalasi 
Menberikan informasi mengenai eskalasi 
permintaan layanan kepada pihak yang 




Mengetahui penanganan lebih lanjut 
apabila terdapat perubahan asset layanan 




Adanya aktivitas update status penanganan 
dan pengecekan kelengkapan pencatatan 
kembali sebelum dilakukan penutupan 
permintaan layanan 
Adanya aktivitas survey untuk mengetahui 
tanggapan user terkait kinerja penanganan 
permintaan layanan 
 
• Identifikasi Problem Management 
Berikut ini merupakan daftar dampak yang dampak 
diidentifikasi dari  perubahan yang dilakukan pada proses 
problem management atau yang bisa disebut dengan istilah 
permasalahan maupun insiden berulang yang ditunjukkan pada 
tabel 6.15 sebagai berikut: 
 





Adanya aktivitas identifikasi untuk 
mengetahui masalah yang sering terjadi 
secara berulang  dengan melakukan 
pengamatan record insiden melalui 









Adanya aktivitas pencatatan permasalahan 
untuk insiden yang sering terjadi dengan 
mengisikan item-item yang sudah 
disesuaikan dengan standar acuan 
Problem 
Categorization 
Mempermudah dalam mengetahui kategori 
layanan mengenai permasalahan atau 




Mempermudah dalam melakukan 
penanganan mengenai insiden berulang 
dikarenakan sudah memiliki daftar 
permasalahan yang sudah dilakukan 
identifikasi dan pencatatan sebelumnya 
Raise Known 
Error 
Terdapatnya daftar known error terkait 
permasalahan yang terjadi sebelumnya 
dengan mengidentifikasi akar penyebab 




Mengetahui solusi yang tepat untuk 
dilakukan penerapan penanganan 




Adanya aktivitas pengecekan pencatatan 
item permasalahan yang telah terisi dengan 
lengkap sehingga terdokumentasi secara 





Terdapatnya hasil evaluasi terkait 
penanganan insiden berulang yang 
dilakukan untuk melakukan perbaikan di 
masa yang akan datang  
 
• Identifikasi Access Management 
Berikut ini merupakan daftar dampak yang dampak 





access management yang ditunjukkan pada tabel 6.16 sebagai 
berikut: 
 





Pengajuan permintaan akses yang dilaporkan 
user melalui aplikasi madiun service desk 
secara otomatis akan tercatat dan mempunyai 
record  
Pelapor yang melakukan pengajuan 
permintaan akses dapat dilacak dengan 
menggunakan record yang telah tercatat 
Verification 















Tidak dilakukan identifikasi dampak 
perubahan  
 
6.1.4. Identifikasi Solusi 
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, dapat dilakukan 
identifikasi solusi ketika diperolehnya hasil analisis perubahan 
dan dampak yang telah dilakukan untuk mengetahui solusi yang 
diberikan dapat mempengaruhi aktivitas bisnis organisasi baik 
dalam menambah aktivitas atau mengurangi aktivitas yang 
didasarkankan pada proses bisnis ideal menurut standar acuan. 
Berikut ini merupakan hasil identifikasi solusi pada setiap 
proses menurut standar acuan yang ditunjukkan pada tabel 6.7 






• Identifikasi Incident Management 
Berikut ini merupakan identifikasi solusi yang diperoleh 
berdasarkan analisis perubahan dan dampak pada proses 
incident management yang ditunjukkan pada tabel 6.17 sebagai 
berikut: 
 





Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas pelaporan insiden 
dari berbagai media pelaporan 
Incident 
Logging 
Pembuatan formulir pencatatan insiden 
melalui aplikasi madiun service desk 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas pencatatan 
pelaporan insiden  
Incident 
Categorization 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas kategorisasi 
Incident 
Prioritization 
Pembuatan justifikasi dampak, urgensi dan 
penentuan level prioritas insiden 
berdasarkan standar acuan 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas prioritasi 
Initial 
Diagnosis 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas diagnosis awal 
Incident 
Escalation 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas eskalasi 
Pembuatan formulir mengenai eskalasi 




Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas investigation dan 
diagnosis setelah dilakukan eskalasi 
Resolution 
and Recovery 
Pembuatan prosedur mengenai solusi 







aktivitas penyelesaian penanganan insiden 




Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas penutupan insiden 
Pembuatan formulir survey yang 
digunakan sebagai feedback dari user 
 
• Identifikasi Request Fulfillment 
Berikut ini merupakan identifikasi solusi yang diperoleh 
berdasarkan analisis perubahan dan dampak pada proses 
request fulfillment yang ditunjukkan pada tabel 6.18 sebagai 
berikut: 
 





Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan layanan untuk aktivitas 




Pembuatan formulir permintaan layanan 
melalui aplikasi madiun service desk 
Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan layanan untuk aktivitas 
pencatatan pengajuan permintaan layanan  
Request 
Categorization 
Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 




Pembuatan justifikasi dampak, urgensi dan 
penentuan level prioritas permintaan 
layanan berdasarkan standar acuan 
Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 









Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan untuk aktivitas otorisasi 
Request 
Review 
Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan untuk aktivitas peninjauan 
permintaan layanan dan eskalasi 
Pembuatan formulir mengenai eskalasi 




Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan untuk aktivitas 
pengimplementasian penanganan 
permintaan permintaan layanan 
Request 
Closure 
Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan layanan untuk aktivitas 
penutupan permintaan layanan 
Pembuatan formulir survey yang 
digunakan sebagai feedback dari user 
 
• Identifikasi Problem Management 
Berikut ini merupakan identifikasi solusi yang diperoleh 
berdasarkan analisis perubahan dan dampak pada proses 
problem management atau yang bisa disebut dengan istilah 
permasalahan maupun insiden berulang yang ditunjukkan pada 
tabel 6.19 sebagai berikut: 
 





Pembuatan prosedur mengenai penanganan 




Pembuatan prosedur mengenai penanganan 










Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
permasalahan untuk aktivitas kategorisasi  
Pembuatan daftar kategorisasi 





Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
permasalahan untuk aktivitas invetigasi 
dan diagnosis akar penyebab permasalahan 
Raise Known 
Error 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
permasalahan untuk aktivitas pembuatan 
daftar permasalahan beserta dengan solusi 
penanganan yang dilakukan 
Problem 
Resolution  
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
permasalahan untuk aktivitas penyelesaian 
permasalahan yang terjadi 
Problem 
Closure 
Pembuatan prosedur mengenai penanganan 





Pembuatan prosedur mengenai penanganan 
permasalahan untuk aktivitas peninjauan 
permasalahan yang bersifat besar 
 
• Identifikasi Access Management 
Berikut ini merupakan identifikasi solusi yang diperoleh 
berdasarkan analisis perubahan dan dampak pada proses access 
management yang ditunjukkan pada tabel 6.20 sebagai berikut:  
 





Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 









Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 




Pembuatan prosedur mengenai pemenuhan 
permintaan akses untuk aktivitas 




Pembuatan kebijakan mengenai 




Pembuatan kebijakan mengenai 
pencabutan dan pembatasan hak akses user 
 
6.2. Penyusunan Standard Operating Procedure 
Penyusunan standard operating procedure (SOP) mengacu pada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 
2012. Dalam penyusunan formar SOP didasarkan pada tujuan 
pembuatan SOP serta tidak adanya format baku dalam 
penyusunan format SOP [21]. Sehingga apabila terdapat 
perbedaan tujuan pembuatan SOP, maka format SOP akan ikut 
berbeda juga. 
6.2.1. Memetakan Solusi dan Proses pada Prosedur 
Sesuai dengan proses penanganan layanan yang dilakukan oleh 
pihak service desk menurut standar acuan ITIL V3, dapat 
dilakukan suatu pengelompokan proses menjadi kelompok 
aktivitas penanganan layanan berdasarkan solusi yang didapat 
dari analisis kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya. 
Berikut merupakan hasil pemetaan antara solusi dan proses 
pada masing-masing kelompok aktivitas menurut standar acuan 








• Pemetaan Proses Incident Management pada Prosedur 
Pemetaan antara solusi dan proses menurut standar acuan ITIL 
V3 menjadi kelompok aktivitas untuk proses incident 
management ditunjukkan pada tabel 6.21 sebagai berikut: 
 











insiden untuk aktivitas 
pelaporan insiden yang 
diidentifikasi melalui 
berbagai sumber, seperti 
dilaporkan oleh user secara 
langsung kepada staf help 
desk (melalui telepon, email, 




pencatatan insiden melalui 
aplikasi madiun service desk 
agar semua pencatatan 
dilakukan secara tersistem 
Pembuatan prosedur 
mengenai penanganan 
insiden untuk aktivitas 
pencatatan pelaporan 
insiden yang dilaporkan oleh 
pengguna layanan ti kepada 





insiden untuk aktivitas 
kategorisasi yang digunakan 
sebagai penentuan PIC 












dampak, urgensi dan 
penentuan level prioritas 




insiden untuk aktivitas 
prioritasi dalam menentukan 
kapan insiden tersebut harus 





insiden untuk aktivitas 
diagnosis awal dalam 
meyelesaikan insiden 
dengan mengumpulkan 






insiden untuk aktivitas 












insiden untuk aktivitas 
eskalasi terhadap insiden 
tidak berhasil diselesaikan 








Proses ITIL Solusi 
Pembuatan formulir 
mengenai eskalasi insiden 
kepada pihak yang 
dilakukan eskalasi agar 
semua aktivitas eskalasi 
yang dilakukan tercatat 





insiden untuk aktivitas 
investigation dan diagnosis 
setelah dilakukan eskalasi 
untuk kemudian 
didokumentasikan pada 
incident record termasuk 







insiden untuk aktivitas 












insiden untuk aktivitas 
penutupan insiden yang 









Proses ITIL Solusi 
Pembuatan formulir survey 
yang digunakan sebagai 
feedback dari pengguna 
layanan untuk memastikan 
apakah permasalahan yang 
dialami sudah teratasi dan 
pengguna merasa puas 
dengan penanganan yang 
dilakukan 
 
• Pemetaan Proses Request fulfillment pada Prosedur 
Pemetaan antara solusi dan proses menurut standar acuan 
ITIL V3 menjadi kelompok aktivitas untuk proses request 
fulfillment ditunjukkan pada tabel 6.22 sebagai berikut:  
 
 












permintaan layanan untuk 
aktivitas pengajuan 
permintaan layanan yang 
akan diterima melalui email, 





permintaan layanan melalui 
aplikasi madiun service desk 
agar semua pencatatan 










Proses ITIL Solusi 
permintaan layanan untuk 
aktivitas pencatatan 
pengajuan permintaan 
layanan yang dilaporkan 
oleh pengguna layanan ti 





permintaan layanan untuk 
aktivitas kategorisasi yang 
digunakan sebagai 
penentuan PIC dalam 




dampak, urgensi dan 
penentuan level prioritas 
permintaan layanan 
berdasarkan standar acuan 
Pembuatan prosedur 
mengenai pemenuhan 
permintaan untuk aktivitas 
prioritasi dalam menentukan 
kapan insiden tersebut harus 





permintaan untuk aktivitas 
otorisasi dengan memastikan 
bahwa permintaan pengguna 
terhadap layanan TI disetujui 
oleh pihak yang berwenang 
dalam menyetujui 













permintaan untuk aktivitas 
peninjauan permintaan 
layanan dan eskalasi yang 
akan dipenuhi oleh service 
desk atau fungsi lain 
Pembuatan formulir 
mengenai eskalasi 
permintaan layanan kepada 
pihak yang dilakukan 
eskalasi agar semua aktivitas 
eskalasi yang dilakukan 






permintaan untuk aktivitas 
pengimplementasian 
penanganan permintaan 
permintaan layanan yang 
sudah ditentukan fungsi 









permintaan untuk aktivitas 
peninjauan permintaan 
layanan dan eskalasi yang 
akan dipenuhi oleh service 
desk atau fungsi lain 
Pembuatan formulir 
mengenai eskalasi 








Proses ITIL Solusi 
pihak yang dilakukan 
eskalasi agar semua aktivitas 
eskalasi yang dilakukan 

















permintaan layanan untuk 
aktivitas penutupan 
permintaan layanan yang 
sudah ditangani oleh pihak 
service desk 
Pembuatan formulir survey 
yang digunakan sebagai 
feedback dari pengguna 
layanan untuk memastikan 
apakah permasalahan yang 
dialami sudah teratasi dan 
pengguna merasa puas 
dengan penanganan yang 
dilakukan 
 
• Pemetaan Proses Access management pada Prosedur 
Pemetaan antara solusi dan proses menurut standar acuan ITIL 
V3 menjadi kelompok aktivitas untuk proses access 



















permintaan akses untuk 
aktivitas pengajuan 
permintaan akses yang dapat 
dilakukan melalui RFC 
(Request For Change), 
sevice request melalui sistem 




permintaan akses untuk 
aktivitas verifikasi terhadap 
profil dan identitas pengguna 
yang melakukan permintaan 





permintaan akses untuk 
aktivitas pemenuhan 
permintaan akses kepada 
pengguna telah terverifikasi, 
maka pengguna akan 
diberikan hak untuk 








permintaan akses untuk 
aktivitas pemantauan status 
hak akses user terhadap 









Proses ITIL Solusi 
Remove or 
Resist Access  
Pembuatan prosedur 
mengenai pemenuhan 
permintaan akses untuk 
aktivitas pencabutan dan 
pembatasan hak akses user 
 
• Pemetaan Proses Problem management pada Prosedur 
Pemetaan antara solusi dan proses menurut standar acuan ITIL 
V3 menjadi kelompok aktivitas untuk proses problem 
management ditunjukkan pada tabel 6.24 sebagai berikut: 
 




































Proses ITIL Solusi 










yang digunakan sebagai 


















aktivitas invetigasi dan 





terjadinya insiden untuk 
menentukan solusi 













Proses ITIL Solusi 
aktivitas pembuatan 
daftar permasalahan 



































6.2.2. SOP yang dihasilkan 
Prosedur yang akan dibuat adalah berdasarkan solusi perubahan 
yang terjadi. Standard operating procedure yang dibuat 
mengacu pada kerangka kerja proses incident management, 





management ITIL V3. Berikut ini daftar SOP yang diusulkan 
untuk setiap kelompok proses yang ditunjukkan pada tabel 6.25 
sebagai berikut:  









SOP Penanganan Insiden 
(sub penanganan insiden) 
Eskalasi Insiden 
SOP Penanganan Insiden 
(sub eskalasi insiden) 
Penutupan 
Insiden 
SOP Penanganan Insiden 


























































Berdasarkan tabel di atas, setiap proses yang ditangani oleh 
pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI), masing-masing mempunyai kelompok 
aktivitas yang terdiri dari masing-masing prosedur yang 
mendukung kelompok aktivitas itu sendiri. Berikut ini 
merupakan daftar terkait proses, kelompok aktivitas serta SOP 
yang terkait yang ditunjukkan pada tabel 6.26 sebagai berikut: 






















































































































































































































Berdasarkan deskripsi SOP yang telah dibuat telah diketahui 





telah dilakukan pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan 
OPD yang mempunyai staff TI ) yaitu: 
• Prosedur Penanganan Insiden merupakan prosedur yang 
digunakan untuk melakukan penanganan apabila terdapat 
sebuah insiden yang dilaporkan oleh user kepada pihak 
pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI ), mulai dari insiden dilaporkan hingga 
dilakukan penutupan insiden. SOP ini berkaitan dengan 
SOP Pemenuhan Permintaan layanan dan pemenuhan 
permintaan akses dikarenakan apabila pelaporan yang 
dilaporkan user ke pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) bukan 
merupakan pelaporan insiden melainkan pelaporan 
permintaan layanan dan akses maka pelaporan tersebut 
akan diproses pada SOP Pemenuhan Permintaan layanan 
dan pemenuhan permintaan akses. 
• Prosedur Penanganan Permasalahan merupakan prosedur 
yang digunakan untuk melakukan indetifikasi 
permasalahan atau insiden berulang yang dilaporkan oleh 
user dan tercatat dalam aplikasi madiun service desk. 
Pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI ) akan mengadakan rapat apabila ingin 
melakukan identifikasi terkait permasalahan atau insiden 
berulang dengan mengecek pelaporan yang terjadi melalui 
aplikasi madiun service desk. SOP ini berkaitan dengan 
SOP Penanganan Insiden dikarenakan mencari akar 
penyebab permasalahan dan solusi penanganan dari 
insiden yang sering terjadi secara berulang. 
6.2.3. Formulir yang Dihasilkan 
Standard operating procedure (SOP) mempunyai keterkaitan 
dengan formulir yang dihasilkan dari analisis kesenjangan 
kemudian dilakukan indentifikasi perubahan, identifikasi 
dampak dan identifikasi solusi yang merupakan hasil dari 
pembuatan formulir yang dibutuhkan untuk pendukung SOP. 





terdapat pada proses incident management, request fulfillment, 
access management dan problem management berdasarkan 
standar acuan pada ITIL V3. Untuk mengetahui kertakaitan 
antara prosedur dan formulirnya, berikut ini merupakan 
pemetaan terkait formulir yang dihasilkan yang ditunjukkan 
pada tabel 6.27 sebagai berikut: 
 




















































6.2.4. Pemetaan SOP dan Formulir 
Penyusunan SOP dan formulir yang dihasilkan dapat dipetakan 
menggunakan kode untuk setiap SOP dan formulir yang 
ditunjukkan pada tabel 6.28 sebagai berikut: 
Tabel 6.28 Pemetaan SOP dan Formulir 
























































































































6.2.5. Struktur Standard Operating Procedure 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai struktur dari setiap 
standard operating procedure yang mengacu pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan yang ditunjukkan pada 
tabel 6.29 sebagai berikut: 
Tabel 6.29 Struktur Dokumen SOP 

















































































































6.3. Pembuatan Dokumen SOP 
Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan mengenai setiap 
prosedur yang tertera dalam SOP incident management, request 
fulfillment, problem management dan access management. 
Dalam melakukan penyusunan SOP incident management, 
request fulfillment, problem management dan access 
management, penulis menggunakan panduan SOP menurut 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. Di dalam SOP, model 
prosedur akan dijabarkan dalam bentuk flowchart dikarenakan 
terdapat banyak aktivitas dan keputusan yang saling berkaitan. 
Hasil keseluruhan dokumen SOP akan dilampirkan kedalam 





problem management dan access management. Berikut ini 
merupakan salah satu pemaparan prosedur penanganan insiden. 
6.3.1. Prosedur Penanganan Insiden 
Prosedur penanganan insiden merupakan panduan yang 
berisikan alur dan langkah-langkah untuk melakukan aktivitas 
penanganan insiden terkait insiden yang dilaporkan oleh klien 
kepada pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI). Tujuan dari prosedur penanganan insiden 
ini yaitu memberikan panduan dalam melaksanakan aktivitas 
penanganan insiden, yang terbagi dari sub proses penanganan 
insiden yang mencakup terkait aktivitas penerimaan insiden 
sampai penanganan dilakukan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI), sub prosedur 
eskalasi yang mencakup terkait aktivitas eskalasi insiden yang 
tidak dapat ditangani oleh level support lain dan sub prosedur 
penutupan insiden yang mencakup terkait aktivitas penutupan 
insiden yang telah diselesaikan oleh pihak pengelola layanan TI 
(Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) maupun level 
support lain. Prosedur penanganan insiden ini disusun 
berdasarkan standar acuan ITIL V3 pada proses incident 
management. 
1. Definisi  
Insiden merupakan suatu aktivitas pengelolaan untuk 
penanganan terhadap sebuah masalah layanan TI dan 
mengembalikannya agar dapat bekerja dengan semestinya. 
Insiden yang terjadi pada suatu layanan, karena adanya 
kesalahan, baik kesalahan dari user, sistem atau lingkungan. 
Sehingga insiden mengakibatkan terganggunya aktivitas 
operasional dan menyebabkan layanan tidak tersedia bagi klien 
akibat layanan tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, 
tujuan utama dari incident management yaitu mengembalikan 
layanan TI ke kondisi normal saat insiden terjadi, sehingga 
diharapkan dapat mempersempit dampak yang dapat 






• Tujuan Utama 
Tujuan utama penyusunan prosedur terkait proses penanganan 
insiden layanan adalah untuk memastikan bahwa setiap 
masalah terkait insiden yang dilaporkan oleh klien dapat 
diselesaikan sesuai dengan masalah yang terjadi, termasuk 
siapa saja pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan insiden yang dilaporkan tersebut. Dengan 
demikian, dapat diketahui bagaimana alur penanganan insiden 
dalam menyelesaikan insiden tersebut. 
 
• Pendefinisian Kategori Insiden 
Dalam melakukan penanganan insiden, pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) 
perlu menentukan kategorisasi layanan yang terkait dengan 
insiden yang terjadi. Berikut ini merupakan kategori insiden 
layanan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Madiun yang 
ditunjukkan pada tabel 6.30 sebagai berikut: 
 










Update aplikasi gagal 
OS OS crash 





Jaringan Perbaikan jaringan 
WAN WAN mati 
Hardware Komputer 
Komputer rusak 
Komputer terkena virus 
Komputer hang 










Laptop Laptop hang 
Hardisk Hardisk rusak 
Server Server down 
Kabel Kabel rusak 
Listrik Listrik rusak 
RAM RAM kotor 
Data Data 
Data tidak sinkron 
Data hilang 
Data pending 
Update data lambat 
• Pendefinisian Prioritas 
Dalam menentukan insiden mana yang perlu diprioritaskan, 
pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang 
mempunyai staff TI) perlu mempertimbangkan dampak dan 
urgensi terkait insiden yang dilaporkan, sehingga dapat 
mengetahui insiden mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. 
Berikut ini merupakan pendefinisian prioritas penanganan 
layanan yang dibedakan berdasarkan urgensi dan dampak 
insiden yang ditunjukkan pada tabel 6.31 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.31 Level Urgensi dan Dampak 
Level Urgensi dan Dampak 
Level Urgensi Deskripsi 
Tinggi 
Perangkat TI pendukung layanan tidak 
dapat digunakan sama sekali 
Layanan tidak tersedia 
Kerusakan yang disebabkan oleh insiden 
meningkat dengan cepat 
Menenggah 
Perangkat TI pendukung layanan hanya 
dapat digunakan secara terbatas 
Layanan tersedia dalam waktu yang kritis 
Kerusakan yang disebabkan oleh insiden 






Perangkat TI pendukung layanan masih 
bisa digunakan 
Layanan tersedia secara terbatas dan 
membuat klien tidak dapat mengerjakan 
sebagian aktivitas mereka 
Level Dampak Deskripsi 
Tinggi 
Menganggu proses bisnis utama 
Banyak user yang tidak dapat 
meneruskan pekerjaan 
Berpotensi kehilangan banyak data 
Menenggah 
Mengganggu satu atau beberapa proses 
bisnis 
Hanya satu atau beberapa user yang 
terhambat pekerjaanya 
Rendah 
Menghambat pekerjaan user secara 
personal 
 
Berdasarkan dampak dan urgensi tersebut, dapat diperoleh level 
prioritas berdasarkan ITIL V3 yang disesuaikan dengan 
kebutuhan organisasi (Standard Level Agreement) atau SLA. 
Level prioritas penanganan menurut ITIL dibagi menjadi level 
prioritas yaitu tinggi, menenggah, dan rendah yang dapat 





Gambar 6.2 Prioritas Penanganan Insiden 
 
Masing-masing kategori prioritas tersebut kemudian ditentukan 
target response time dan target resolution time nya agar 
penanganan dari masing-masing kategori prioritas dapat 





resolution time yang ditunjukkan pada tabel 6.32 sebagai 
berikut [28]: 










1 Tinggi 10 menit 8 jam 
2 Menengah 1 jam 24 jam 
3 Rendah 4 jam 48 jam 
 
Keterangan:  
• Target Response Time  
Merupakan total waktu yang dibutuhkan dari insiden 
dilaporkan dan dicatat sampai insiden tersebut direspon atau 
ditangani, serta diberi status “Baru”.  
• Resolution Time  
Merupakan total waktu yang dibutuhkan dari pencatatan 
insiden sampai dengan penyelesaian insiden hingga layanan 
kembali normal. 
 
Setiap level prioritas penanganan yang diidentifikasi, memiliki 
waktu respon dan waktu penyelesaian yang berbeda sesuai 
dengan jenis layanan yang ditangani. Waktu respon dan waktu 
penyelesaian setiap layanan. Berikut merupakan deskripsi 
target waktu respon dan waktu penyelesaian untuk setiap level 
prioritas menurut ITIL V3 yang ditunjukkan pada tabel 6.33 
sebagai berikut: 
 











10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 
Tinggi 4 jam 6 x 8 jam 












Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 
Tinggi 4 jam 6 x 8 jam 














1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 




10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 





10 menit 1 x 8 jam 
Menengah 1 jam 3 x 8 jam 






• Pendefinisian Status Penanganan 
Dalam menentukan status penanganan insiden, pihak pengelola 
layanan TI (Dinkominfo dan OPD yang mempunyai staff TI) 
perlu mengetahui status penanganan apa saja yang perlu 
diberikan ketika memberikan status penanganan layanan dan 
melakukan update terkait status penanganan tersebut. Berikut 
ini merupakan daftar status penanganan layanan yang 
ditunjukkan pada tabel 6.34 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.34 Status Penanganan Insiden 
Status Penanganan Deskripsi 
Baru 
Status yang menunjukkan bahwa 
layanan yang dilaporkan telah 
tercatat dan segera membutuhkan 
penanganan lebih lanjut 
Dalam Penanganan 
Status yang menunjukkan bahwa 
layanan yang dilaporkan sedang 
dalam proses penanganan 
Selesai 
Status yang menunjukkan bahwa 
layanan yang dilaporkan telah 
ditutup dan dinyatakan selesai 
penanganannya 
 
2. Alur Prosedur 
Pada prosedur penanganan insiden akan dijelaskan terkait 
rangkaian aktivitas yang dilakukan terkait penanganan insiden. 
Untuk hasil prosedur penanganan insiden secara lengkap dan 
detail dapat dilihat pada Lampiran G. Sedangkan untuk 
prosedur pemenuhan permintaan layanan, pemenuhan 
permintaan akses dan penanganan permasalahan dapat dilihat 
pada dokumen SOP yang dibukukan secara terpisah dari buku 
tugas akhir dan berjudul Dokumen Standar Operasional 
Prosedur Proses Pengelolaan Insiden, Pengelolaan 
Permasalahan, Pemenuhan Permintaan dan Pengelolaan Akses. 
Berikut ini merupakan gambaran secara singkat terkait prosedur 
penanganan insiden yang ditunjukkan pada gambar 6.3 dan 6.4 
















































Formulir merupakan bukti tertulis yang mendukung aktivitas 
penanganan layanan agar lebih terstandar. Terdapat beberapa 
formulir yang menyertai aktivitas penanganan layanan yang 
dilakukan. Untuk hasil formulir pada prosedur penanganan 
insiden dapat dilihat secara lengkap dan detail pada Lampiran 
G. Berikut ini merupakan salah satu contoh formulir yang dapat 
digunakan untuk mendukung aktivitas penanganan layanan 
yang dilakukan oleh pihak pengelola layanan TI (Dinkominfo 
dan OPD yang mempunyai staff TI), antara lain: 
Formulir Pelaporan 
Formulir ini diisi oleh user yang akan melaporkan masalah atau 
permintaan untuk ditangani dan diselesaikan. Berikut ini 

























• Key Perfomance Indicator (KPI) 
Key Performance Indicator (KPI) merupakan satuan ukuran dalam melakukan evaluasi kinerja pada sebuah 
organisasi untuk mencapai dan menjalankan visi strateginya [29]. Indikator pengukuran kinerja untuk proses 
pengelolaan layanan TI pada Pemerintahan Kota Madiun dilakukan guna mengetahui sejauh mana realisasi 
penanganan layanan yang dilakukan Pemerintahan Kota Madiun jika dibandingkan dengan target dan dapat 
dilakukan evaluasi perbaikan proses apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapakan. Berikut ini 
merupakan KPI untuk prosedur penanganan insiden sebagai berikut: 
 
6.3.6. KPI Prosedur Penanganan Insiden 
Indikator pengukuran kinerja pada aktivitas penanganan insiden dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
realisasi penanganan insiden dapat memenuhi target dari aktivitas penanganan insiden yang dilakukan. Dengan 
demikian dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan proses bila realisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan 
target yang ingin dicapai. Terdapat beberapa aktivitas, tujuan serta indikator dalam penanganan insiden yang 
ditunjukkan pada tabel 6.35 sebagai berikut: 
 
Tabel 6.35 KPI Penanganan Insiden 
Incident management 
Aktivitas Tujuan Indikator Kinerja Target Realisasi 




Jumlah pelaporan insiden yang 







Aktivitas Tujuan Indikator Kinerja Target Realisasi 
melalui aplikasi 
madiun service desk  
Persentase pelaporan insiden yang 











Persentase kategorisasi insiden yang 






dilakukan sesuai target 
waktu penyelesaian 
yang ditentukan untuk 
setiap level prioritas  
 
Target response time terpenuhi  
 
N/A N/A 
Target resolution time terpenuhi  N/A N/A 
Diagnosa Awal  
 
Memastikan diagnosa 
awal dilakukan dalam 
waktu yang singkat dan 
memberikan solusi 
mengenai cara 
penanganan insiden  
Waktu diagnosa awal yang 
dibutuhkan untuk mencari informasi 









Jumlah penanganan insiden yang 








Aktivitas Tujuan Indikator Kinerja Target Realisasi 
Eskalasi Insiden  
Memastikan eskalasi 
dilakukan kepada orang 
yang tepat atau sesuai 
dengan keahlianya 
Jumlah pengembalian formulir 
eskalasi kepada pihak pengelola 
layanan TI dari masing-masing level 





yang dibutuhkan untuk 
melakukan diagnosis 
Jumlah insiden yang diketahui 
solusi penanganannya saat 





yang dilaporkan telah 
selesai dilakukan 
penanganan 
• Presentase insiden tinggi yang 
telah dilakukan penanganan 
• Presentase insiden  menengah 
yang telah dilakukan 
penanganan 
• Presentase insiden rendah yang 
telah dilakukan penanganan 
N/A N/A 
Incident Closure  
Memastikan 
pelaksanaan aktivitas 
penutupan insiden  
Jumlah insiden “SELESAI” yang 
telah tercatat 
N/A N/A 
Memastikan klien puas 
dengan penanganan 
yang dilakukan 
Rata-rata nilai yang diperoleh dari 







6.4. Hasil Pengunjian Standard Operating Procedure 
Pengujian standard operating procedure (SOP ) dilakukan 
dengan menggunakan dua cara, yaitu verifikasi dan validasi. 
Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang 
dibuat telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan 
meberikan form verifikasi untuk dilakukan pengecekan 
mengenai dokumen SOP. Sedangkan validasi dilakukan dengan 
melakukan simulasi penggunaan SOP yang telah dibuat 
sebelumnya yan mana pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun sebagai pihak pelaksana. 
6.4.1. Hasil Verifikasi  
Hasil verifikasi dilakukan dengan cara wawancara dan 
menyerahkan formulir verifikasi kepada staff praanata 
komputer dan tenaga outsourcing website administrator yang 
hasilnya secara detail akan dilampirkan pada Lampiran E. Dari 
hasil verifikasi, dibutuhkan beberapa revisi dokumen SOP, 
yaitu: 
1. Pergantian nama sebagai level 0, level 1 dan level 3 
menjadi knowledge manager, service desk operator dan 
teknisi pada setiap jabatan. 
Berdasarkan hasil verifikasi SOP yang telah dilakukan 
sebelumnya. Perlu dilakukan pergantian nama pada setiap 
jabatan dengan mengganti level 0, level 1 dan level 2 
menjadi knowledge manager, service desk operator dan 
teknisi agar mudah dipahami dan semakin jelas untuk peran 
dan tanggung jawab pada masing-masing jabatan daripada 
























Gambar 6.6 Pergantian Nama Sebagai Level 0, Level 1 dan Level 2 
(Sebelum Perubahan) 
 











Gambar 6. 7 Pergantian Nama Sebagai Level 0, Level 1 dan Level 2 
(Setelah Perubahan) 
 
2. Penghapusan kolom koordinator pengelola hubungan 
pengguna layanan, hasil kajian dan persetujuan, dan 
tanda tangan pengguna layanan pada formulir survey 
kepuasan masalah dan permintaan. 
Berdasarkan hasil verifikasi SOP yang telah dilakukan 
sebelumnya. Pada formulir survey kepuasan masalah dan 




hubungan pengguna layanan; hasil kajian dan persetujuan; 
dan tanda tangan pengguna layanan sebaiknya dihapus agar 
memudahkan para pelapor dalam mengisi formulir survey 
kepuasan tanpa harus menscan tanda tangan dikarenakan 
formulir tersebut bukan diisi secara offline. Sedangkan 
untuk kolom koordinator pengelola hubungan pengguna 















Gambar 6.8 Penghapusan Kolom Tertentu pada Formulir Survey 
















Gambar 6.9 Penghapusan Kolom Tertentu pada Formulir Survey 
Kepuasan Masalah dan Permintaan (Setelah Perubahan) 
 
3. Perubahan pada penjelasan aktivitas untuk prosedur  
pemenuhan permintaan akses 
Berdasarkan hasil  verifikasi SOP  yang telah dilakukan 
sebelumnya.  Perlu dilakukan perbaikan mengenai 
penjelasan pada aktivitas  no.4 dan no.10 untuk prosedur 
pemenuhan permintaan akses. karena pada aktivitas no.4 
dan no.10  kurang jelas dan kurang spesifik  sehingga  
membinggungkan dan sulit dipahami. 







Gambar 6.10 Perubahan Pada Penjelasan Aktivitas untuk Prosedur 
















Gambar 6.11 Perubahan Pada Penjelasan Aktivitas untuk Prosedur 
Pemenuhan Permintaan Akses (Setelah Perubahan) 
 
4. Penambahan keterangan pada surat permohonan 
permintaan akses 
Berdasarkan hasil verifikasi SOP yang telah dilakukan 
sebelumnya. Perlu ditambahkan  penulisan keterangan 
didalam template surat permohonan permintaan yang 
digunakan sebagai  menuliskan  informasi tambahan  yang 
ingin disampaikan oleh pemohon permintaan tersebut. 












Gambar 6.12 Penambahan Keterangan pada Surat Permohonan 














Gambar 6.13 Penambahan Keterangan pada Surat Permohonan 




6.4.2. Hasil Validasi 
Hasil validasi SOP dilakukan dengan mensimulasikan aktivitas 
operasional yang benar-benar terjadi. Dalam melakukan 
validasi SOP, penulis menggunakan simulasi sebagai metode 
validasi dan disertai dengan keikutsertaan pelaksana SOP 
dalam simulasi. Hasil validasi SOP secara lengkap dilampirkan 
ada Lampiran F. Berikut ini adalah pemetaaan masing-masing 
prosedur dan skenario simulasinya sebagai berikut:  
Tabel 6.36 Hasil Simulasi Prosedur Penanganan Insiden 










































































































Tabel 6.37 Hasil Simulasi Prosedur Permintaan Layanan 









































































































































Tabel 6.38 Hasil Simulasi Prosedur Pemenuhan Permintaan Akses 













































































































Tabel 6.39 Hasil Simulasi Prosedur Penanganan Permasalahan 








yang sering terjadi 
pada aplikasi 








































































BAB 7  
PENUTUPAN 
Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan mengenai 
pembuatan dokumen standard operating procedure 
penanganan layanan untuk Pemerintahan Kota Madiun dari 
penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya. 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban dari perumusan 
masalah yang telah disusun dan berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian 
ini antara lain: 
Rumusan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
1. Hasil kesenjangan yang terjadi antara kondisi kekinian 
dan kondisi ideal pada pengelolaan layanan TI 
pemerintah kota madiun  
Hasil penilaian kesenjangan menunjukkan bahwa 
kesesuaian antara kondisi kekinian pada pemerintahan kota 
madiun dan kondisi ideal menurut ITIL adalah sebesar 
57,80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenjangan 
proses operasional layanan terhadap ITIL V3 adalah sebesar 
42,20%. Hasil penilaian kesenjangan tersebut menunjukkan 
bahwa aktivitas pada proses service operation yang 
dilakukan oleh pemerintahan kota madiun sepenuhnya 
belum sesuai dengan bestpractice ITIL 2011. 
Ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena tidak ada acuan 
untuk melaksanakan proses service operation sehingga 
banyak aktivitas yang tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perancangan perangkat prosedur 










2.  Hasil pembuatan dokumen Standard Operating 
Procedure (SOP) berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 
pada pengelolaan layanan TI  Pemerintahan Kota 
Madiun 
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, didapatkan empat 
usulan prosedur berdasarkan standar acuan ITIL V3 yaitu 
prosedur penanganan insiden, prosedur pemenuhan 
permintaan layanan, prosedur pemenuhan permintaan akses 
dan prosedur penanganan permasalahan yang telah tersistem 
oleh aplikasi madiun service desk. Di dalam masing-masing 
prosedur terdapat delapan formulir yang mendukung 
pelaksanaan prosedur yaitu formulir pelaporan, formulir 
pencatatan, formulir tambah artikel, formulir survey 
kepuasan masalah,  formulir survey kepuasan permintaan, 
formulir eskalasi, surat permohonan permintaan layanan dan 
surat permohonan permintaan akses. Namun terdapat empat 
formulir yang tersistem oleh aplikasi madiun service desk 
yaitu formulir pelaporan, formulir pencatatan, formulir 
tambah artikel dan formulir eskalasi, sedangkan untuk empat 
formulir yang tidak tersistem oleh aplikasi madiun service 
desk yaitu formulir survey kepuasan masalah, formulir 
survey kepuasan permintaan, surat permohonan permintaan 
layanan dan surat permohonan permintaan yang dilakukan 
secara manual dengan mengupload file pada aplikasi madiun 
service desk.   
3. Hasil verifikasi dan validasi Standard Operating 
Procedure (SOP) pada pengelolaan layanan TI 
Pemerintahan Kota Madiun  
Semua dokumen SOP yang dibuat telah terverifikasi dan 
tervalidasi oleh manajemen Kepala Seksi Layanan Aplikasi 
dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik dan staf Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik, Staff Pranata Komputer 
dan Tenaga Outsourcing Website Administrator. Verifikasi 
dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen 





Saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan penelitian 
tugas akhir ini antara lain: 
• Penelitian ini tidak melakukan aktivitas pemantauan pada 
hak akses yang mencurigakan untuk SOP pemenuhan 
permintaan akses 
• Dalam penelitian ini, dilakukan pembatasan hanya untuk 
proses incident management, request fulfillment, access 
management dan problem management sedangkan untuk 
proses event management tidak termasuk dalam pembuatan 
SOP layanan service desk Pemerintahan Kota Madiun 
• Penelitian tidak melakukan pemantauan terhadap 
penggunaan SOP di dalam kegiatan sehari-hari sehingga 
untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penilaian 
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LAMPIRAN A – INTERVIEW PROTOCOL 
Perancangan interview protocol dilakukan oleh peneliti untuk 
mendapatkan data-data terkait dengan kondisi eksisting dan 
kondisi yang diharapkan oleh Pemerintahan Kota Madiun. 
Tabel A.1 Hasil Interview Protocol (1) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Proses penanganan layanan 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait aktivitas 
yang dilakukan pihak Dinkominfo 
pemerintahan kota  madiun dalam 
mengelola incident, request, access, 
problem secara umum 
Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 
Staff Pranata Komputer 
List Pertanyaan dan Jawaban 
No Uraian 
1  Pertanyaan: 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
sendiri mempunyai layanan service desk untuk 
pelaporan masalah maupun permintaan yang 
dilaporkan user kepada pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun?. 
2 Pertanyaan: 
Apakah Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 






Apakah bagian layanan aplikasi dan tata kelola 
pemerintahan elektronik mempunyai struktur 
organisasi tersendiri untuk penanganan layanan? 
Berapa pekerjanya dan siapa saja? Bagaimana role dan 
tugasnya? 
4 Pertanyaan: 
Layanan apa saja yang dapat ditangani dan diesklasikan 
oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun?  
5 Pertanyaan: 
Bagaimana dengan alur penanganan layanan yang 
dilakukan oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun dan seperti apa prosesnya? 
6 Pertanyaan: 
Apakah ada hal yang perlu diperhatikan dari sisi 
keuangan dalam melakukan penanganan insiden, 
request, akses dan problem layanan?  
7 Pertanyaan: 
Bagaimana aktivitas pendokumentasian yang 
dilakukan oleh pihak Dinkominfo pemerintahan kota  
madiun selama ini mengenai pengelolaan insiden, 
request, akses dan problem layanan?  
8 Pertanyaan: 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
memiliki kondisi harapan mengenai proses 
pengelolaan: 
1. Incident management 
2. Request fulfillment 
3. Access management 
4. Problem management  
9 Pertanyaan: 
Bagaimana implementasi terkait dokumen SOP yang 
dimiliki Pemerintahan Kota Madiun selama ini? 
Apakah terdapat kekurangan, kelebihan maupun 





Tabel A.2 Hasil Interview Protocol (2) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Incident Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan masalah layanan 
operasional TI di Pemerintahan Kota 
Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 
Staff Pranata Komputer 
List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Incident Identification 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya masalah 
terhadap layanan TI? 
B. Incident Logging 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap setiap masalahn yang 
terjadi mengenai layanan TI? 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 
pencatatan masalah? Jika ya, bagaimana cara kerjanya?  
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada masalah 






4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada masalah layanan TI? 
C. Incident Categorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 
terkait masalah layanan TI? Apabila ya, berdasarkan 
apa kategorisasinya? 
2 Pertanyaan : 
Siapa yang biasanya melakukan kategorisasi masalah? 
D. Incident Prioritization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan prioritisasi 
terkait penanganan masalah? Apabila ya, berdasarkan 
apa prioritisasinya? 
E. Initial Diagnosis 
1 Pertanyaan : 
Apa saja permasalahan yang dapat ditangani dan 
diselesaikan oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun? 
F. Functional Escalation 
1 Pertanyaan : 
Apabila pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
tidak dapat menangani masalah tersebut, apa yang akan 
dilakukan? Apakah akan langsung dilakukan eskalasi? 
2 Pertanyaan : 
Kepada siapa masalah tersebut akan dilakukan 
eskalasi? Apakah sudah mengetahui harus diesklasi 
kepada siapa? 
3 Pertanyaan : 
Apakah ada ketentuan-ketentuan masalah dalam 
melakukan eskalasi? 
 
4 Pertanyaan : 
Apakah ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh 
pihak teknisi? Bagaimana cara mengatasinya? 
A-5 
 
5 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan follow up apabila masalah tersebut sudah 
dilakukan eskalasi? 
G. Management Escalation 
1 Pertanyaan : 
Pada bagian manajemen mana yang terlibat dalam 
penanganan eskalasi masalah? 
H. Investigation and Diagnosis 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan penanganan masalah? 
Apakah dilakukan dokumentasi untuk setiap 
penanganan masalah? 
I. Resolution and Recovery 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu menanyakan kepada 
pelapor apabila masalah tersebut berhasil ditangani? 
J. Incident Closure 
1 Pertanyaan : 
Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila masalah tersebut 
sudah selesai ditangani? Apakah langsung 
diinformasikan user dan melalui media apa untuk 
menginformasikannya? 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu melakukan 
perubahan status penanganan masalah yang telah 
dilakukan?  
3 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu melakukan 









Tabel A.3 Hasil Interview Protocol (3) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Request Fulfillment 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan dan pemenuhan permintaan  
layanan operasional TI di Pemerintahan 
Kota Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 
Staff Pranata Komputer 
List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Receive Request 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya 
permintaan terhadap layanan TI? 
B. Request Logging and Validation 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap setiap permintaan 
layanan TI yang diajukan oleh user? 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 
pencatatan permintaan layanan? Jika ya, bagaimana 
cara kerjanya? 
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada permintaan 




4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada permintaan layanan TI? 
5 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan pengecek untuk 
mengetahui pihak yang meminta request layanan  
tersebut? 
C. Request Categorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 
terkait permintaan layanan TI? Apabila ya, berdasarkan 
apa kategorisasinya? 
2 Pertanyaan : 
Siapa yang biasanya melakukan kategorisasi 
permintaan layanan? 
D. Request Prioritization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan prioritisasi 
terkait pemenuhan permintaan layanan? Apabila ya, 
berdasarkan apa prioritisasinya? 
E. Request Authorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
selalu menerima permintaan layanan yang diajukan 
oleh user?  
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak berwenang melakukan persetujuan 
terhadap pemenuhan permintaan layanan yang diajukan 
oleh user? 
3 Pertanyaan : 
Siapakah pihak berwenang yang berhak melakukan 
persetujuan terhadap permintaan layanan? 
F. Request Review 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 




terhadap user dan permintaan apa yang dapat ditangani 
oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun? 
2 Pertanyaan : 
Apabila ada permintaan layanan yang tidak dapat 
dipenuhi oleh Dinkominfo apa yang harus dilakukan 
Dinkominfo? Apakah akan dilakukan eskalasi 
3 Pertanyaan : 
Kepada siapa permintaan layanan tersebut akan 
dilakukan eskalasi? Apakah sudah mengetahui harus 
diesklasi kepada siapa? 
4 Pertanyaan : 
Apakah ada ketentuan-ketentuan permintaan layanan 
dalam melakukan eskalasi? 
5 Pertanyaan : 
Apakah ada permintaan layanan yang tidak dapat 
ditangani oleh pihak teknisi? Bagaimana cara 
mengatasinya? 
6 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan follow up apabila permintaan layanan 
tersebut sudah dilakukan eskalasi? 
G. Request Model Execution 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 
layanan dari pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun? 
2 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 
layanan dari pihak yang lebih ahli? 
H. Request Closure 
1 Pertanyaan : 
Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila permintaan layanan 
tersebut telah dipenuhi? Apakah langsung 





Tabel A.4 Hasil Interview Protocol (4) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Access Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan akses  layanan operasional 
TI di Pemerintahan Kota Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018  
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Dewi Aulia suryo, A.Md dan Safitri 
Febrianti 
Jabatan : Staff Pranata Komputer dan Tenaga 
Outsourcing Website Administrator 
List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Receive Request 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya 
permintaan akses terhadap layanan TI? 
2 Pertanyaan : 
Apa saja layanan yang dapat ditangani aksesnya oleh 
pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun?  
B. Verification 
1 Pertanyaan : 
Pakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan 
siapa yang meminta akses tersebut? 
C. Provide Rights 
1. Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 
akses? Apakah langsung dipenuhi oleh pihak 







D. Check and Monitor Iidentify Status 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana proses pengelolaan hak akses saat ini? 
a. Pemantauan Status Identitas Akses 
b. Penghapusan dan Pembatasan Akses 
2 Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam proses hak 
akses? 
3 Adakah proses penjadwalan dalam melakukan 
pengelolaan hak akses? 
E. Remove or Restrict Access 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana aktivitas penghapusan dan pembatasan 
akses yang dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun? Apakah ada kebijakan 
terkait aktivitas penghapusan dan pembatasan akses? 
2 Pertanyaan : 
Siapa pihak yang bertanggung jawab terkait aktivitas 
penghapusan dan pembatasan akses user? 
 
Tabel A.5 Hasil Interview Protocol (5) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Problem Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan problem  layanan 
operasional TI di Pemerintahan Kota 
Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 





List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Problem Detection 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Apakah selama ini pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun ikut berperan dalam menentukan problem 
yang terjadi terhadap layanan TI? 
2 Pertanyaan : 
Melalui apa pihak Dinkominfo bahwa adanya problem 
mengenai layanan TI? 
B. Problem Logging 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap problem yang terjadi 
mengenai layanan TI? 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 
pencatatan problem? Jika ya, bagaimana cara kerjanya?  
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada problem 
layanan TI? (contoh: ID, deskripsi masalah, solusi 
penanganan, dsb)  
4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada problem layanan TI? 
C. Problem Categorization  
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 
terkait problem layanan TI? Apabila ya, berdasarkan 
apa kategorisasinya? 
2 Pertanyaan : 








D. Problem Investigation and Diagnosis 
1 Pertanyaan : 
Apakah ada proses investigasi, diagnosis, dan 
penggalian informasi terkait akar permasalahan 
layanan TI? Apabaila ada, bagaimanakah prosesnya? 
E. Raise Known Error Record 
1 Pertanyaan : 
Apakah dilakukan pencatatan terkait akar 
permasalahan layanan TI? Apabila ya, informasi apa 
saja yang dicatat?   
F. Problem Resolution 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana proses pengimplementasian solusi 
penanganan pada problem layanan TI? 
G. Problem Closure 
1 Pertanyaan : 
Apabila problem telah terselesaikan, apakah ada 
pencatatan bahwa problem telah diselesaikan dan 
ditutup? 
H. Major Problem Review 
1 Pertanyaan : 
Apakah ada review terhadap penyelesaiaan 












LAMPIRAN B – HASIL WAWANCARA 
Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti untuk mendapatkan data-data terkait dengan kondisi 
eksisting dan kondisi yang diharapkan oleh Pemerintahan Kota 
Madiun. 
Tabel B.1 Hasil Wawancara (1) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Proses penanganan layanan 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait aktivitas 
yang dilakukan pihak Dinkominfo 
pemerintahan kota  madiun dalam 
mengelola incident, request, access, 
problem secara umum 
Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 
Staff Pranata Komputer 
List Pertanyaan dan Jawaban 
No Uraian 
1  Pertanyaan: 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
sendiri mempunyai layanan service desk untuk 
pelaporan masalah maupun permintaan yang 
dilaporkan user kepada pihak Dinkominfo 





Pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun sendiri 
masih belum mempunyai layanan service desk, 
apabila terdapat pelaporan terkait masalah dan 
permintaan, maka pihak Dinkominfo langsung yang 
melakukan penanganan tersebut. 
2 Pertanyaan: 
Apakah Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
mempunyai tupoksi sendiri terkait penanganan layanan 
TI? 
 
Jawaban :  
Untuk tupoksi penanganan layanan TI masuk dalam 
tupoksi Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun pada 
bagian layanan aplikasi dan tata kelola pemerintahan 
elektronik yang dapat dilihat di Peraturan Walikota 
Madiun Nomor 40 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Walikota Madiun. 
3 Pertanyaan: 
Apakah bagian layanan aplikasi dan tata kelola 
pemerintahan elektronik mempunyai struktur 
organisasi tersendiri untuk penanganan layanan? 




• Noor Aflah, S.Kom = Kepala Seksi Layanan 
Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik 
• Rahmad Sukarno, A.Md = Staff Verifikator 
Keuangan 
• Tunggul Priyono, ST = Staff Pranata Komputer 
• Dewi Aulia suryo, A.Md = Staff Pranata Komputer 





• Berlin Wibi Selvandriyana = Tenaga Outsourcing 
Implementator E-goverment  
• Ashfian Shidqi = Tenaga Outsourcing 
Implementator E-goverment 
• Herdanis Pradana = Tenaga Outsourcing Website 
Administrator 
• Safitri Febrianti = Tenaga Outsourcing Website 
Administrator 
• Haris Mastoni = Tenaga Outsourcing Jaringan 
Komputer 
• Khoirul Arif Mukmin = Tenaga Outsourcing 
Jaringan Komputer 
• Muhar Abadi = Tenaga Outsourcing Jaringan 
Komputer 
4 Pertanyaan: 
Layanan apa saja yang dapat ditangani dan diesklasikan 
oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun? 
 
Jawaban: 
Disesuaikan dengan form penanganan masalah. Untuk 





Pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun akan 
melakukan eskalasi kepada pihak teknisi apabila 
masalah tersebut tidak dapat ditangani oleh pihak 
Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun.   
5 Pertanyaan: 
Bagaimana dengan alur penanganan layanan yang 
dilakukan oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota 








Pihak Dinkominfo akan langsung menangani pelaporan 
yang masuk, apabila pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun tidak dapat menangani pelaporan 
tersebut, maka akan dilakukan eskalasi. 
6 Pertanyaan: 
Apakah ada hal yang perlu diperhatikan dari sisi 
keuangan dalam melakukan penanganan insiden, 
request, akses dan problem layanan? 
 
Jawaban: 
Apabila ada penanganan yang melibatkan keuangan 
maka akan dilakukan diskusi terlebih dahulu dalam 
pengambilan keputusan dengan bagian kasubag umum 
dan keuangan   
7 Pertanyaan: 
Bagaimana aktivitas pendokumentasian yang 
dilakukan oleh pihak Dinkominfo pemerintahan kota  
madiun selama ini mengenai pengelolaan insiden, 
request, akses dan problem layanan? 
 
Jawaban: 
Tidak dilakukan dokumentasi secara sistematis maupun 
tetertulis untuk setiap penanganan yang telah dilakukan 
sebelumnya dan tidak dilakukannya pencatatan terkait 
pelaporan yang masuk  
8 Pertanyaan: 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
memiliki kondisi harapan mengenai proses 
pengelolaan: 
5. Incident management 
6. Request fulfillment 
7. Access management 








Diharapkan adanya pengelolaan yang baik sesuai 
dengan standart serta adanya pendokumentasian yang 
dilakukan secara sistematis  
 
9 Pertanyaan: 
Bagaimana implementasi terkait dokumen SOP yang 
dimiliki Pemerintahan Kota Madiun selama ini? 
Apakah terdapat kekurangan, kelebihan maupun 




Untuk SOP dibuat lebih mudah untuk dipahami dengan 
bahasa yang tidak terlalu sulit untuk dipelajari dan tidak 
perlu terlalu berbelit belit, buatlah lebih sederhana. 
 
Tabel B.2 Hasil Wawancara (2) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Incident Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan masalah layanan 
operasional TI di Pemerintahan Kota 
Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 








List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Incident Identification 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya masalah 
terhadap layanan TI? 
 
Jawaban : 
• Surat  
• Telepon 
• Datang Ke Kantor 
B. Incident Logging 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap setiap masalahn yang 
terjadi mengenai layanan TI? 
 
Jawaban : 
Untuk pencatatan setiap masalah tidak pernah 
dilakukan 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 
pencatatan masalah? Jika ya, bagaimana cara kerjanya? 
 
Jawaban : 
Tidak ada aplikasi pencatatan, hanya menggunakan 
form penanganan masalah saja yang dilakukan secara 
manual  
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada masalah 









• Diajukan oleh : nama SKPD, nama, tanggal 
pengaduan 
• Identitas pegawai yang menangani : nama, 
tanggal penanganan 
• Kategori masalah : aplikasi, data, jaringan, 
website 
• Laporan : surat, telepon, datang ke kantor 
• Deskripsi masalah : aplikasi, data, jaringan, 
website 
• Status : jelaskan permasalahan disini, hasil 
penanganan permasalahan 
4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada masalah layanan TI? 
 
Jawaban : 
Disesuiakan dengan jobdesk masing-masing pegawai 
C. Incident Categorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 




Ya, kategorisasi disesuaikan dengan form penanganan 
masalah yaitu: 
• Aplikasi  
• Data  
• Jaringan  
• Website  
Kategorisasi dilakukan berdasarkan masalah yang 




2 Pertanyaan : 
Siapa yang biasanya melakukan kategorisasi masalah? 
 
Jawaban : 
Semua pihak dari berbagai jobdesk akan mengikuti 
rapat untuk mengetahui masalah apa saja yang sering 
terjadi atau yang paling banyak dilaporkan oleh user 
D. Incident Prioritization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan prioritisasi 




Tidak dilakukan prioritisasi semua pelaporan yang 
masuk akan segera ditangani secepat mungkin 
E. Initial Diagnosis 
1 Pertanyaan : 
Apa saja permasalahan yang dapat ditangani dan 




Permasalahan yang sederhana dan tidak terlalu teknis 
F. Functional Escalation 
1 Pertanyaan : 
Apabila pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
tidak dapat menangani masalah tersebut, apa yang akan 
dilakukan? Apakah akan langsung dilakukan eskalasi? 
 
Jawaban : 
Ya, akan dilakukan eskalasi kepada pihak yang lebih 
alih untuk menangani masalah tersebut 
2 Pertanyaan : 
Kepada siapa masalah tersebut akan dilakukan 







Untuk eskalasi akan diserahkan kepada pihak 
outsourcing yang dimiliki oleh Dinkominfo sendiri atau 
yang disebut pihak teknisi 
3 Pertanyaan : 




Tidak ada ketentuan khusus hanya saja apabila pihak 
pegawai Dinkominfo (bukan termasuk pegawai 
outsoucing) tidak dapat menangani masalah tersebut 
maka akan dilakukan eskalasi guna menyelesaikan 
masalah tersebut 
4 Pertanyaan : 
Apakah ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh 
pihak teknisi? Bagaimana cara mengatasinya? 
 
Jawaban : 
Pihak Dinkominfo akan memanggil pihak vendor untuk 
dilakukan penanganan lebih lanjut apabila pihak teknisi 
benar-benar tidak dapat menangani masalah tersebut 
5 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 




Tidak dilakukan follow up, user sendiri yang akan 
melakukan follow up kemudian pihak Dinkominfo 
akan menanyakana ke pihak yang terkait 
G. Management Escalation 
1 Pertanyaan : 
Pada bagian manajemen mana yang terlibat dalam 






Melibatkan ketua seksi dan bagian Keuangan untuk 
pengambilan keputusan untuk solusi penanganan 
masalah 
H. Investigation and Diagnosis 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan penanganan masalah? 




Penanganan dilakukan berdasarkan kemampuan setiap 
pegawai yang menangani masalah tersebut, sedangkan 
untuk dokumentasi tidak dilakukan 
I. Resolution and Resolution 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu menanyakan kepada 
pelapor apabila masalah tersebut berhasil ditangani? 
 
Jawaban : 
Kebanyakan user yang selalu menelfon pihak 
Dinkominfo 
J. Incident Closure 
1 Pertanyaan : 
Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila masalah tersebut 
sudah selesai ditangani? Apakah langsung 




Ya, diinformasikan melalui telepon 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu melakukan 







Tidak dilakukan perubahan status penanganan karenan 
pihak Dinkominfo tidak memiliki tipe-tipe status 
penanganan 
3 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo selalu melakukan 
pengecekan masalah yang telah berhasil ditangani? 
 
Jawaban : 
tidak dilakukan pengecekan dikarenakan tidak ada 
pencatatan 
 
Tabel B.3 Hasil Wawancara (3) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Request Fulfillment 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan dan pemenuhan permintaan  
layanan operasional TI di Pemerintahan 
Kota Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 
Staff Pranata Komputer 
List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Receive Request 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya 







• Surat  
• Telepon 
• Datang Ke Kantor 
B. Request Logging and Validation 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap setiap permintaan 
layanan TI yang diajukan oleh user? 
 
Jawaban : 
Untuk pencatatan setiap permintaan layanan TI tidak 
pernah dilakukan 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 




Tidak ada aplikasi pencatatan, hanya menggunakan 
form penanganan masalah saja yang dilakukan secara 
manual  
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada permintaan 




• Diajukan oleh : nama SKPD, nama, tanggal 
pengaduan 
• Identitas pegawai yang menangani : nama, 
tanggal penanganan 
• Kategori masalah : aplikasi, data, jaringan, 
website 




• Deskripsi masalah : aplikasi, data, jaringan, 
website 
• Status : jelaskan permasalahan disini, hasil 
penanganan permasalahan 
4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada permintaan layanan TI? 
 
Jawaban : 
Disesuiakan dengan jobdesk masing-masing pegawai 
5 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan pengecek untuk 




Ya dilakukan pengecekan, peminta harus mengirimkan 
surat permohonan permintaan layanan melalui email 
atau datang ke kantor secara langsung 
C. Request Categorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 




Ya, kategorisasi disesuaikan dengan form penanganan 
masalah yaitu: 
• Aplikasi  
• Data  
• Jaringan  
• Website  
Kategorisasi dilakukan berdasarkan permintaan 
layanan yang diajukan user kepada pihak Dinkominfo 
2 Pertanyaan : 






Semua pihak dari berbagai jobdesk akan mengikuti 
rapat untuk mengetahui permintaan layanan apa saja 
yang sering diajukan oleh user 
D. Request Prioritization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan prioritisasi 
terkait pemenuhan permintaan layanan? Apabila ya, 
berdasarkan apa prioritisasinya? 
 
Jawaban : 
Tidak dilakukan prioritisasi semua pelaporan yang 
masuk akan segera ditangani secepat mungkin 
E. Request Authorization 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
selalu menerima permintaan layanan yang diajukan 
oleh user?  
 
Jawaban : 
Permintaan layanan selalu dipenuhi tidak ada yang 
tidak dipenuhi 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak berwenang melakukan persetujuan 




Iya, pihak berwenang selalu melakukan persetujuan 
yang melibatkan biaya dan keputusan yang dirasa 
penting 
3 Pertanyaan : 
Siapakah pihak berwenang yang berhak melakukan 








Kepala bagian masing-masing layanan dan bagian 
keuangan 
F. Request Review 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
pernah melakukan pemenuhan permintaan layanan 
terhadap user dan permintaan apa yang dapat ditangani 
oleh pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun? 
 
Jawaban : 
Permintaan yang sederhana bukan terlalu teknis seperti 
pembuatan email 
2 Pertanyaan : 
Apabila ada permintaan layanan yang tidak dapat 
dipenuhi oleh Dinkominfo apa yang harus dilakukan 
Dinkominfo? Apakah akan dilakukan eskalasi 
Jawaban : 
Ya, akan dilakukan eskalasi kepada pihak yang lebih 
ahli 
3 Pertanyaan : 
Kepada siapa permintaan layanan tersebut akan 
dilakukan eskalasi? Apakah sudah mengetahui harus 
diesklasi kepada siapa? 
 
Jawaban : 
Untuk eskalasi akan diserahkan kepada pihak 
outsourcing yang dimiliki oleh Dinkominfo sendiri atau 
yang disebut pihak teknisi 
4 Pertanyaan : 
Apakah ada ketentuan-ketentuan permintaan layanan 
dalam melakukan eskalasi? 
 
Jawaban : 
Tidak ada ketentuan khusus hanya saja apabila pihak 
pegawai Dinkominfo (bukan termasuk pegawai 




tersebut maka akan dilakukan eskalasi guna memenuhi 
permintaan layanan tersebut 
5 Pertanyaan : 
Apakah ada permintaan layanan yang tidak dapat 




Pihak Dinkominfo akan memanggil pihak vendor untuk 
dilakukan penanganan lebih lanjut apabila pihak teknisi 
benar-benar tidak dapat memenuhi permintaan layanan 
tersebut 
6 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan follow up apabila permintaan layanan 
tersebut sudah dilakukan eskalasi? 
 
Jawaban : 
Tidak dilakukan follow up, user sendiri yang akan 
melakukan follow up kemudian pihak Dinkominfo 
akan menanyakana ke pihak yang terkait 
G. Request Model Execution 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 




Apabila terdapat masalah yang bias diselesaikan secara 
langsung maka akan diselesaikan secara langsung 
melalui telepon maupun remote desktop, apabila 
terdapat permintaan layanan yang tidak dapat dipenuhi 
maka akan dilakukan eskalasi 
2 Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 






Dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing 
H. Request Closure 
1 Pertanyaan : 
Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila permintaan layanan 
tersebut telah dipenuhi? Apakah langsung 




Ya, diinformasikan melalui telepon 
 
Tabel B.4 Hasil Wawancara (4) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Access Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan akses  layanan operasional 
TI di Pemerintahan Kota Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018  
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Dewi Aulia suryo, A.Md dan Safitri 
Febrianti 
Jabatan : Staff Pranata Komputer dan Tenaga 
Outsourcing Website Administrator 
List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Receive Request 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Melalui media apa pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun dapat mengetahui bahwa adanya 
permintaan akses terhadap layanan TI? 
 
Jawaban : 





• Datang Ke Kantor 
2 Pertanyaan : 
Apa saja layanan yang dapat ditangani aksesnya oleh 
pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun?  
 
Jawaban : 
Permintaan pembuatan hak akses untuk aplikasi dan 
permintaan perubahan status identitas 
B. Verification 
1 Pertanyaan : 
Pakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan 
siapa yang meminta akses tersebut? 
 
Jawaban : 
Ya dilakukan verifikasi, dengan mengecek surat 
permohonan permintaan akses yang dikirimkan oleh 
pemohon kemudian melakukan verifikasi identitas 
pemohon dengan menghubungi pemohon tersebut 
C. Provide Rights 
1. Pertanyaan : 
Bagaimana cara melakukan pemenuhan permintaan 
akses? Apakah langsung dipenuhi oleh pihak 




Untuk pemenuhan permintaan sejauh ini dilakukan 
oleh pihak Dinkominfo sehingga tidak ada aktivitas 
eskalasi 
F. Check and Monitor Iidentify Status 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana proses pengelolaan hak akses saat ini? 
a. Pemantauan Status Identitas Akses 






Kedua proses pengelolaan hak akses tersebut dilakukan 
apabila adanya permintaan pembuatan hak akses saja, 
sehingga perlu menggunakan surat permintaan akses 
dalam melakukan kedua proses tersebut. 




Bagian layanan aplikasi dan tata kelola pemerintahan 
elektronik 
3 Adakah proses penjadwalan dalam melakukan 
pengelolaan hak akses? 
 
Jawaban : 
Tidak ada proses penjadwalan 
G. Remove or Restrict Access 
1 Pertanyaan : 
Bagaimana aktivitas penghapusan dan pembatasan 
akses yang dilakukan oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun? Apakah ada kebijakan 
terkait aktivitas penghapusan dan pembatasan akses? 
 
Jawaban : 
Untuk aktivitas penghapusan dan pembatasan akses 
akan dipenuhi apabila pemohon meminta pengajuan 
terkait penghapusan dan pembatasan akses, sedangkan 
untuk kebijakan terkait penghapusan dan pembatasan 
akses masih belum ada 
2 Pertanyaan : 
Siapa pihak yang bertanggung jawab terkait aktivitas 
penghapusan dan pembatasan akses user? 
 
Jawaban : 






Tabel B.5 Hasil Wawancara (5) 
Interview Protocol 
Keterangan Pelaksanaan 
Topik  : Problem Management 
Tujuan  : Mendapatkan informasi terkait kondisi 
pengelolaan problem  layanan 
operasional TI di Pemerintahan Kota 
Madiun 
Hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-14.00 
Lokasi  : Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
Narasumber  : Noor Aflah, S.Kom; Dewi Aulia suryo, 
A.Md dan Tunggul Priyono, ST 
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik dan 





List Pertanyaan dan Jawaban 
A. Problem Detection 
No Uraian 
1  Pertanyaan : 
Apakah selama ini pihak Dinkominfo Pemerintahan 
Kota Madiun ikut berperan dalam menentukan problem 
yang terjadi terhadap layanan TI? 
 
Jawaban : 
Ya, pihak Dinkominfo ikut berperan dalam 
menentukan problem layanan tapi tidak dilakukan 
secara periodic 
2 Pertanyaan : 
Melalui apa pihak Dinkominfo bahwa adanya problem 







Biasanya dilakukan rapat dengan memanggil semua 
staff yang mempunyai tugas dalam menangani masalah 
untuk manyampaikan masalah-masalah yang sering 
sekali dilaporkan oleh user 
B. Problem Logging 
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun 
melakukan pencatatan terhadap problem yang terjadi 
mengenai layanan TI? 
 
Jawaban : 
Untuk pencatatan problem tidak pernah dilakukan 
2 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo mempunyai aplikasi 
pencatatan problem? Jika ya, bagaimana cara kerjanya? 
 
Jawaban : 
Tidak ada aplikasi pencatatan, hanya menggunakan 
form penanganan masalah saja yang dilakukan secara 
manual  
3 Pertanyaan : 
Item apa saja yang dicatat oleh pihak Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun apabila ada problem 




Tidak ada item-item yang dicatat.  
4 Pertanyaan : 
Siapa saja yang biasanya melakukan pencatatan apabila 
ada problem layanan TI? 
 
Jawaban : 






C. Problem Categorization  
1 Pertanyaan : 
Apakah pihak Dinkominfo melakukan kategorisasi 




Belum adanya kategorisasi terkait problem layanan TI 
2 Pertanyaan : 




Disesuiakan dengan jobdesk masing-masing pegawai 
D. Problem Investigation and Diagnosis 
 Pertanyaan : 
Apakah ada proses investigasi, diagnosis, dan 
penggalian informasi terkait akar permasalahan 
layanan TI? Apabaila ada, bagaimanakah prosesnya? 
 
Jawaban : 
Sudah dilakukan proses investigasi, diagnosis, dan 
penggalian informasi  terkait akar penyebab 
permasalahan 
E. Raise Known Error Record 
 Pertanyaan : 
Apakah dilakukan pencatatan terkait akar 
permasalahan layanan TI? Apabila ya, informasi apa 
saja yang dicatat?  
 
Jawaban : 
Belum dilakukan pencatatan mengenai akar penyebab 
permasalahan layanan TI  
F. Problem Resolution 
 Pertanyaan : 
Bagaimana proses pengimplementasian solusi 






Belum adanya kebijakan khusus terkait 
pengimplementasian solusi pada problem layanan TI 
G. Problem Closure 
 Pertanyaan : 
Apabila problem telah terselesaikan, apakah ada 




Belum dilakukan penutupan dikarenakan belum 
melakukan aktivitas penanganan masalah 
H. Major Problem Review 
 Pertanyaan : 
Apakah ada review terhadap penyelesaiaan 




Tidak adanya aktivitas peninjauan terhadap 


















LAMPIRAN C – VERIFIKASI SOP 
Verifikasi SOP diajukan kepada staff bagian layanan aplikasi 
dan tata kelola pemerintahan elektronik untuk melakukan 
verifikasi terhadap dokumen SOP penanganan insiden, 
penanganan permasalahan, pemenuhan permintaan layanan dan 
pemenuhan permintaan akses yang telah dihasilkan. Kegiatan 
verifikasi dalam proses pengecekan atau penilaian dokumen 
SOP diselenggarakan pada: 
Tabel C.1 Verifikasi SOP (1) 
Tujuan Wawancara : 
Melakukan Verifikasi 
Dokumen SOP 
Hari dan Tanggal 
Wawancara 
: Kamis, 23 Agustus 2018 
Nama Narasumber : Dewi Aulia S 
Peran Narasumber : Pranata Komputer  





No Pertanyaan Jawaban 
1 
Apakah menurut Anda 
dokumen SOP yang 
dibuat telah sesuai 
dengan kebutuhan 
organisasi? 
Sudah sesuai  
2 








layanan, hasil kajian dan 
persetujuan, dan tanda 
tangan pengguna layanan 
pada formulir survey 
kepuasan untuk kolom tanda 




agar memudahkan pelapor 
dalam mengisi formulir 
survey kepuasan tanpa 
menscan tanda tangan 
sedangkan untuk kolom 
koordinator pengelola 
hubungan pengguna layanan 
dan hasil kajian dan 
persetujuan sudah dibuatkan 
formulir tersendiri 
3 
Apakah menurut Anda 
pelaksana yang tertulis 
pada setiap SOP sudah 
benar dan sesuai?  
Untuk penamaan level 1, 
level 2 dan level 3 sebaiknya 
diganti saja menjadi 
knowledge manager, service 
desk operator dan teknisi 
agar mudah dipahami oleh 
pembaca 
4 
Apakah menurut Anda 
penjelasan mengenai 
keseluruhan isi dari 
dokumen SOP sudah 
sesuai?  
Sudah sesuai  
5 
Apakah menurut Anda 
ada penulisan kalimat 
pada alur prosedur 
yang perlu diperbaiki?  
Sudah sesuai  
6 
Apakah menurut Anda, 
ada alur aktivitas 
dalam prosedur yang 




Apakah menurut Anda, 
seluruh struktur dan isi 




Apakah ada kritik dan 








masukan dan perbaikan 
dokumen SOP selain 
yang sudah tertera atau 







Tabel C.2 Verifikasi SOP (2) 
Tujuan Wawancara : 
Melakukan Verifikasi 
Dokumen SOP 
Hari dan Tanggal 
Wawancara 
: Kamis, 23 Agustus 2018 
Nama Narasumber : Safitri Febrianti 
Peran Narasumber : Pranata Komputer  





No Pertanyaan Jawaban 
1 
Apakah menurut 
Anda dokumen SOP 




Sudah sesuai  
2 
Apakah menurut 
Anda template yang 
digunakan untuk 
membuat dokumen 
SOP telah sesuai? 
Perlu ditambahkan penulisan 
keterangan didalam template 
surat permohonan permintaan 
untuk menuliskan informasi 
tambahan oleh pemohon  
3 
Apakah menurut 
Anda pelaksana yang 
tertulis pada setiap 
SOP sudah benar dan 
sesuai?  







keseluruhan isi dari 
dokumen SOP sudah 
sesuai?  
Sudah sesuai  
5 
Apakah menurut 
Anda ada penulisan 
kalimat pada alur 
prosedur yang perlu 
diperbaiki?  
Pada bagian penjelasan untuk 
aktivitas no. 4 dan no. 10 pada 
prosedur pemenuhan 
permintaan akses lebih 
diperjelas lagi karena kurang 




Anda, ada alur 
aktivitas dalam 
prosedur yang perlu 
diperbaiki atau 
ditambahkan?  









Apakah ada kritik 




SOP selain yang 
sudah tertera atau 
tertulis pada form 
verifikasi? 
Lebih diperjelas saja untuk 
aktivitasnya pada nomer 4 dan 
nomer 10 untuk prosedur 
pemenuhan permintaan akses 
dan kurangi kesalahan dalam 









LAMPIRAN D – VALIDASI SOP 
Validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
simulasi aktivitas dan pengisian formulir yang tertera pada 
masing-masing SOP. Berikut adalah hasil simulasi pengujian 
secara rinci sebagai berikut: 
Tabel D.1 Validasi SOP (1) 
Tujuan Wawancara : 
Melakukan Validasi Dokumen 
SOP 
Hari dan Tanggal 
Wawancara 
: Kamis, 23 Agustus 2018 
Nama Narasumber : Dewi Aulia S 
Peran Narasumber : Pranata Komputer 
Waktu : 08.45 
Tempat : 
Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun 
 
No Skenario Hasil Simulasi 
1 
Peneliti menjelaskan 
cara kerja dan 
penggunaan dokumen 
standard operating 




Staff  TI membaca alur 





Staff  TI melakukan 









Staff  TI melakukan 
pencatatan pada formulir 
terkait, sesuai instruksi 




Tabel D.2 Validasi SOP (2) 
Tujuan Wawancara : 
Melakukan Validasi Dokumen 
SOP 
Hari dan Tanggal 
Wawancara 
: Kamis, 23 Agustus 2018 
Nama Narasumber : Safitri Febrianti 
Peran Narasumber : PTT Administrator Website 
Waktu : 09.40 
Tempat : 
Dinkominfo Pemerintahan Kota 
Madiun 
 
No Skenario Hasil Simulasi 
1 
Peneliti menjelaskan cara 
kerja dan penggunaan 
dokumen standard 
operating procedure kepada 
staff  TI 
Sudah dilakukan 
2 
Staff  TI membaca alur yang 





Staff  TI melakukan instruksi 





Staff  TI melakukan 
pencatatan pada formulir 









Berikut ini merupakan tabel skenario untuk prosedur 
penanganan insiden sebagai berikut: 
 
Tabel D.3 Skenario untuk Prosedur Penanganan Insiden 




pelaporan insiden pada 
aplikasi madiun service 
desk 
Simulasi sudah dilakukan 
baik dan sesuai 
2 
Service desk operator 
melakukan pengecekan 
terkait pelaporan insiden 
yang masuk melalui 
service desk 
Simulasi sudah dilakukan 
baik dan sesuai 
3 
Service desk operator 
merubah status 
penanganan 
Simulasi sudah dilakukan 
baik dan sesuai 
4 
Service desk operator 
melakukan penanganan 
insiden  
Simulasi sudah dilakukan 
dengan baik dan sesuai 
5 
Service desk operator 
tidak dapat melakukan 
penanganan insiden 
sehingga dilakukan 
eskalasi kepada pihak 
teknisi agar dapat 
ditangani lebih lanjut 
Simulasi sudah dilakukan 
dengan baik dan sesuai 
6 
Service desk operator 
mengecek kelengkapan 
pencatatan insiden 
Simulasi sudah dilakukan 
dengan baik dan sesuai 
7 
Service desk operator 
melakukan penutupan 
insiden 
Simulasi sudah dilakukan 






Berikut ini merupakan tabel skenario untuk prosedur 
pemenuhan permintaan layanan sebagai berikut: 
 
Tabel D.4 Skenario untuk Prosedur Pemenuhan Permintaan Layanan 
No Aktivitas Keterangan 
1 
Klien melakukan pengisian 
formulir pelaporan 
permintaan layanan pada 
aplikasi madiun service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
2 
Pengguna melampirkan file 
terkait surat permohonan 
permintaan layanan melalui 
aplikasi madiun service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
3 
Service desk operator 
melakukan pengecekan 
terkait pelaporan permintaan 
layanan yang masuk melalui 
service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
4 
Service desk operator 
merubah status penanganan 
Simulasi sudah 
dilakukan baik dan 
sesuai 
5 
Service desk operator 
menyerah formulir 
persetujuan untuk 
permintaan layanan ke 
bagian keuangan dan kasi 
masing-masing layanan 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
6 




dilakukan dengan baik  
7 





dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
8 











Berikut ini merupakan tabel skenario untuk prosedur 
pemenuhan permintaan akses sebagai berikut: 
 
Tabel D.5 Skenario untuk Prosedur Pemenuhan Permintaan Akses 
No Aktivitas Keterangan 
1 
Klien melakukan pengisian 
formulir pelaporan 
permintaan akses pada 
aplikasi madiun service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
2 
Pengguna melampirkan file 
terkait surat permohonan 
permintaan akses melalui 
aplikasi madiun service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
3 
Service desk operator 
melakukan pengecekan 
terkait pelaporan permintaan 
akses yang masuk melalui 
service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
4 
Service desk operator 
merubah status penanganan 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
5 
Service desk operator 
melakukan verifikasi 
terhadap identitas klien 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
6 




dilakukan dengan baik 
7 













Berikut ini merupakan tabel skenario untuk prosedur 
penanganan permasalahan sebagai berikut: 
 
Tabel D.6 Skenario untuk Prosedur Penanganan Permasalahan 
No Aktivitas Keterangan 
1 
Service desk operator 
melakukan pengecekan 
terkait pelaporan masalah 
yang sering terjadi pada 
aplikasi madiun service desk 
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
2 
Service desk operator 











dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
4 





dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
5 
Service desk operator 
melakukan penutupan 
penanganan permasalahan  
Simulasi sudah 
dilakukan dengan baik 
dan sesuai 
6 
Service desk operator 
melakukan peninjauan untuk 
permasalahan yang besar 
Simulasi sudah 










LAMPIRAN E – HASIL PELAKSANAAN 
VERIFIKASI 
Berikut ini merupakan bukti hasil pelaksanaan verifikasi 
















































































LAMPIRAN F – HASIL PELAKSANAAN 
VALIDASI 
Berikut ini merupakan bukti hasil pelaksanaan validasi 


















































































































































LAMPIRAN G – SOP PENANGANAN INSIDEN 



































































































Formulir ini diisi oleh service desk operator ketika melakukan 
pencatatan mengenai insiden, permintaan layanan, dan 
permintaan akses yang dilaporkan oleh klien. Berikut ini 
merupakan contoh formulir pencatatan insiden, permintaan 



































Formulir Survey Kepuasan Masalah 
Formulir ini diisi oleh user yang telah melaporkan masalah 
kepada Dinkominfo Pemerintahan Kota Madiun setelah 
dilakukan penyelesaian penanganan masalah oleh Dinkominfo 
Pemerintahan Kota Madiun guna mengetahui performa 
pelayanan yang dilakukan. Berikut ini merupakan contoh 
formulir survey kepuasan untuk kategori masalah sebagai 
berikut: 
 
LEMBAR EVALUASI PENGGUNA LAYANAN 
KOTA MADIUN 
PERIODE TAHUN 2017 
Jl. Pahlawan No.37 Madiun Telepon 0351-467327 Fax 0351-457331 
      
Terima Kasih telah menggunakan layanan kami. Kami memohon bantuan anda untuk mengisi survey 
kepuasan Pengguna Service Desk yang terkait dengan pelayanan yang telah kami berikan. Silakan lengkapi 
data diri anda dan beri tanda silang (X) pada kolom nilai yang menurut anda paling sesuai. Terima Kasih. 
      
EV ID : ______________________ 
Tanggal : ______________________ 
        
Informasi Pengguna Layanan 
 
Nama : _______________  No. Telepon/Fax : _______________ 
Nama 
Instansi 
: _______________  Jabatan di 
Instansi 
: _______________ 
Alamat : _______________  Alamat e-mail : _______________ 
     
Kelompok 
Pengguna 
:  Panitia  Penyedia  PPK  Auditor 
      














































     































































Mohon formulir yang telah diisikan diserahkan/dikirim kembali melalui aplikasi madiun service desk 
Bila ada pertanyaan lebih lanjut dapat hubungi kami di Tlp. 0351-467327 
       






Formulir ini diisi oleh teknisi ketika melakukan pencatatan 
terkait solusi penanganan masalah/pemenuhan permintaan yang 
tidak dapat diselesaikan oleh service desk operator, kemudian 
teknisi akan menginformasikan kepada service desk operator 
bahwa penanganan telah selesai dilakukan. Berikut ini 
merupakan contoh formulir eskalasi insiden, permintaan 






















LAMPIRAN H – DOKUMENTASI PENELITIAN 
Berikut merupakan dokumentasi penelitian yang telah 
















 Gambar H.2 Bukti Pelaksanaan Validasi SOP (2) 
 
